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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Limpahan Rahmat
dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) BPKAD Provinsi
Lampung Tahun 2025

Penyusunan Laporan Kinerja ini dibangun dan dikembangkan atas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Lampung
serta dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah khususnya
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berdasarkan
Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur dalam

peningkatan kinerja BPKAD Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Maret 2026

Pit; KEPAVA,
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NIP. 1979031119980301002
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Provinsi Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah
secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja
merupakan Laporan Tahunan yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja. Dokumen ini memuat
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat digunakan
sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara
berkelanjutan.

BPKAD Provinsi Lampung adalah Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah mengampu misi ke-3 (tiga)
yaitu “Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan
serta Tata Kelola Pemerintahan vyang Efektif dan Berintegeritas”. Untuk
mewujudkannya, BPKAD Provinsi Lampung menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis
dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Dengan tujuan “Mewujudkan Transparasi Birokrasi”
yang diukur melalui indikator Transparasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan
diturunkan dalam sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah. Selanjutnya sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran
sekaligus sebagai tolak ukur capaian kinerja ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama
(IKU) BPKAD Provinsi Lampung yaitu :

1. Presentase ketepatan waktu penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi
Raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

2. Presentase pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; dan

3. Presentase tata Kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah

perundangan.
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Dalam upaya mencapai target IKU tersebut BPKAD Provinsi Lampung

menuangkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam
Dokumen Rencana Strategis 2025-2029 yang disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-
2029

Dalam rangka upaya pencapaian target di tahun 2025, telah disusun program
kegiatan dan sub kegiatan dan dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.
1.385.415.232.027,94 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar empat ratus lima
belas juta dua ratus tiga puluh dua dua puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah)
dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 adalah
sebesar Rp. 974.704.767.797,12 (sembilan ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus
empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma dua
belas rupiah) atau sebesar 70,35%.. Sisa anggaran yang tidak terealisasi dan tercatat
sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembayaran Anggaran) vyaitu sebesar Rp.
410.710.464.230,82 (empat ratus sepuluh milliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus
enam puluh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh ribu koma delapan puluh dua rupiah)
atau sebesar 29,70 %.

Untuk memantau apa saja kegiatan dan Upaya dalam pencapaian kinerja ini,
BPKAD Provinsi Lampung Mempunyai Website resmi
https://bpkad.lampungprov.go.id/ dan Instagram resmi @bpkadprovlampung yang

mengupdate kegiatan sehari-hari yang dilakukan.


https://bpkad.lampungprov.go.id/
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PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan
berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban

1.2 Gambaran Umum

terhadap keberhasilan maupun kegagalan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun
Anggaran 2025 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan
bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dipercayakan di untuk mencapai target
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Good Governance

— untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, secara umum BPKAD

1
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Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi
Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi
berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPKAD Provinsi Lampung juga
mempunyai fungsi:

a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah,
perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah;

b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah,
perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah,;

c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, dan
pengelolaan aset daerah,;

d) Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan anggaran daerah,
perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan aset daerah,;

e) Pelaksanaan administratif dan

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BIDANG EVALUAS| DAN PEMBINAAN APSO
KABUPATEN / KOTA DAN INVESTASI

KEPALA UPTO PUSAT DATA DAN
INFORMAS! KEUANGAN
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan diturunkan melalui Peraturan

Gubernur Lampung Nomor Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka

susunan organisasi BPKAD Provinsi Lampung mengalami perubahan mengikuti

ketentuan yang berlaku yaitu terdiri dari:

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan
oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sekretariat
Mempunyai tugas membantu kepala baan dalam perumusan bahan kebijakan,
koordinasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program serta
memberikan pelayanan administratif penyelenggaran umum dan administrasi
keuangan.
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta evaluasi penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum
dan kepegawaian yang meliputi aspek penyelenggaraan administrasi umum,
kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, dan rumah tangga.

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang
perencanaan anggaran.

1) Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah.
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3)

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah bidang penyusunan anggaran penpatan dan belanja
daerah, penyusunan rencana dan program Kerja, pelaksanaan dan
pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan
penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Keuangan Daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan
dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan
penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan teknis, admistrasi dan sumber daya di bidang

perbendaharaan.

1)

Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah bidang perbendaharaan belanja non pegawai,
penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan
administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan
sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi, penyiapan bahan
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penatausahaan dan
pembinaan pajak dan menyusun laporan Anggaran Belanja Non-Pegawai.
Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum
pemerintah daerah terkait kas daerah, me yiapkan rencana, program,

pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi,
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penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kas
daerah.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas

dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis, pembinaan teknis di bidang akuntansi.

1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah
daerah Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, penyusunan rencana dan
program Bidang Akuntansi dan Pelaporan, pelaksanaan, pelayanan,
koordinasi, administrasi, pertanggungjawaban pengeluaran daerah,
penyusunan akuntansi pengeluaran kas daerah serta penyusunan laporan
keuangan daerah.

2) Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD Mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah
bidang pengendalian dan evaluasi, penyusunan rencana dan program,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan
bahan penyelenggaraan sistem informasi, pencatatan Dana Non APBD
(DK/TP) dan monitoring PPK-BLUD.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

. Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan Kkebijakan, mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan
penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang
evaluasi dan pembinaan APBD Kab/Kota dan Investasi.
1) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota.
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah
daerah bidang evaluasi dan pembinaan administrasi Kabupaten/Kota,

penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi,
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fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi
dan pembinaan administrasi keuangan daerah, meliputi sistem administrasi
keuangan daerah, pengelolaan keuangan maupun sistem regulasi keuangan
daerah yang akan disusun dan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

2) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota.
Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum
Pemerintah Daerah Bidang Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota, penyusun rencana dan program, pelaksanaan dan
pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan Kkebijakan, mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang

Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Bidang Pemanfaatan Dan Perubahan Status

Hukum Aset Daerah Dan Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.
Mempunyai tugas menyiapkan administrasi pemanfaatan, pemanfaatan,
pemeliharaan ,pengamanan, pengendalian, pengawasan, penyimpanan barang
daerah, perubahan status hukum aset daerah.

2) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penggunaan, dan
penyusunan neraca aset daerah, serta pengembangan Teknologi Informasi dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

h. UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan data, mengolah data,
menganalisa data dan menyampaikan informasi terkait data keuangan daerah di

dalam sistem informasi keuangan daerah.
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Selain itu, UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan mempunyai fungsi :

1)

2)

Penyiapan laporan harian pengelolaan keuangan yang meliputidata
penganggaran, laporan realisasi pendapatan dan belanja real time
Pelaksanaan updating aplikasi pengelolaan keuangan menyesuaikan dengan
regulasi terbaru

Pelaksanaan pendampingan dealam pengelolaan keuangan terhadap
perangkat daerah mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban

Pelaksanaan kerjasama di bidang pertukaran data keuangan daerah dengan
instansi pusat dan daerah

Penyedia/menjadi bank data keuangan daerah [rovinsi dan kabupaten/kota di
wilayah Provinsi Lampung

Pelaksanaan monitoring latensi, bandwith dan throughout jaringan yag
berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
Pelaksanaan monitoring, performance3 server serta backup data secara
berkala

Pelaksanaan pongembangan pada sisi aplikasi pengelolaan keuangan daerah
meliputi kerjasama dengan layanan pohak ketiga Bank Lampung pengecekan
nomor transaksi Bank dan

Pemeliharaan data keuangan dari resiko pencurian data, perubahan data tidak
sengaja, perusakan data dari virus (malware) dengan cara memonitoring,
menganalisis dan menerapkan SOP pengembangan aplikasi serta

pemeliharaan server dan jaringan

Susunan organisasi UPT Pusat Data dan Informasi adalah :

a. Kepala

b. Sub bagian tata usaha

c. Seksi Pengelolaan Data, Infrastruktur dan Jaringan
d. Seksi Sistem Informasi Keuangan dan
e

. Kelompok Jabatan Fungsional

i. UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah
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Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatankegiatan teknis operasional

dn/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengamanan, pemeliharaan

dan pemanfaatan asset daerah, meliputi pelayanan pemanfaatan, pemeliharaan,

pengamanan, penggunaan, penyimpanan dan penyelesaian sengketa asset

daerah. Selain itu, UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset

Daerah mempunyai fungsi :

1)

2)

3)

4)

Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan,
pemeliharaan, pengamana, penggunaan, pengamanan dan penyelesaian
sengketa aset daerah

Pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penggunaan,
penyimpanan dan penyelesaian sengketa asset daerah

Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pemanfaatan, pemeliharaan
dan Pengamanan Aset Daerah dan

Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset

Daerah sebagai berikut :

a)
b)
c)
d)

e)

Kepala

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Daerah
Seksi Pengamanan Aset Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional

SUMBER DAYA MANUSIA

BPKAD Provinsi Lampung terdiri atas 26 jabatan struktural yaitu:

Tabel 1.1 Klasifikasi Jabatan Struktural

Esselon llI/a (Kepala) 1 ORANG
Esselon lll/a (Sekretaris) 1 ORANG
Esselon lll/a (Kepala Bidang) S ORANG
Esselon lll/b (Kepala UPTD) 2 ORANG
Esselon IV/a (Kasub Bidang) 17 ORANG
TOTAL 26 ORANG

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025



Tabel 1.2 Klasifikasi Jabatan Fungsional

FUNGSIONAL AKPD AHLI MUDA 3 ORANG
FUNGSIONAL ASDMA PERTAMA 2 ORANG
FUNGSIONALASDMA MUDA 1 ORANG

FUNGSIONAL PERENCAN MADYA 1 ORANG
FUNGSIONAL PERENCANA MUDA 3 ORANG
FUNGSIONAL PERENCANA PERTAMA 2 ORANG

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025

Adapun komposisi ASN di Lingkungan BPKAD Provinsi Lampung berdasarkan

kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Komposisi PNS berdasarkan Kualifikasi

Pendidikan
Diploma Ill Strata 3
7 (5%) 85::‘;:) 0 (0%)
Diploma IV

3 (2%)

Strata 1 (Sarjana)

30 (21%)
Strata 2 (Pascasarjana)
95 (66%)
Total 143
HEStrata3 M Strata 2 (Pascasarjana) B Stratal (Sarjana) HEDiploma |V H Diploma Il  ESLTA

Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025.
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Tabel 1.3 Komponen Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Kualisifikasi Pendidikan

No URAIAN S3 S2 S1 D4 D3 SLTA JML
Kepala Badan - 1 - - - - 1
Sekretariat - 18 7 1 1 27
Bidang Perencanaan Anggaran

- 7 4 1 2 1 15
Daerah
Bidang Perbendaharaan - 10 6 1 1 1 19
Bidang Pengelolaan Aset
- 16 1 - 1 3 21
Daerah
6 Bidang Akuntansi - 15 5 1 - 1 22
Bidang Evaluasi dan
- 13 4 - 1 1 19
Pembinaan Kabupaten/Kota
8 UPTD Pusat Data dan 5 5
Informasi Keuangan
9 UPTD pemanfaatan,
Pemeliharaan dan 9 3 - 1 - 13

Pengamanan Aset Daerah
Jumlah 1 93 30 3 7 8 144
*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil Negara
(ASN) dilingkungan BPKAD Provinsi Lampung relatif baik dengan 67% berpendidikan S2,
dan 21% berpendidikan S1, sedangkan 12% (Dua Belas Persen) dan sisanya
berpendidikan sarjana muda dan SLTA. Namun bila dilihat dari latar belakang
ilmu/keahlian dengan bidang tugas belum sepenuhnya sesuai dengan formasi/pekerjaan
yang ada.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah

Golongan lll, dengan rincian sebagai berikut:

Golongan IV ; 35 Orang
Golongan lii : 104 Orang
Golongan I ; 4 Orang

10



URAIAN
Kepala Badan
Sekretariat

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

. Bidang Akuntansi 4 18 - - 22

7. Bidang Evaluasi dan Pembinaan

1
p
3
4. Bidang Perbendaharaan
)
6

Kabupaten/Kota

8 UPTD Pusat Data dan Informasi Keu

9 UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan
Pengamanan Aset Daerah

Jumlah 35 104

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2024

SARANA DAN PRASARANA

Dalam pengertian umum, sarana adalah alat atau benda yang digunakan sebagai
salah satu penunjang di dalam melakukan pekerjaan sedangkan prasarana tempat
pelaksanaan kegiatan. Saat ini BPKAD Provinsi Lampung telah memiliki sarana dan
prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pencapaian kinerja walaupun akan
lebih baik lagi apabila dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana untuk
memberikan kelancaran dan kenyamanan hingga dapat mendukung percepatan
peningkatan kinerja yang lebih profesional.

Adapun sarana dan prasarana yang saat ini digunakan oleh BPKAD menurut
jenisnya adalah gedung kantor, alat transportasi, alat telekomunikasi, peralatan
komputer. Agar sarana dan prasarana tersebut dapat terus digunakan untuk menunjang

tercapainya kinerja perlu dilakukan pemeliharaan baik itu berupa perbaikan ataupun

11



penambahan karena kelaikan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi proses

pelaksanaan tugas.

Gambar 1.1 Latar BPKAD Provinsi Lampung

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG g DHARMA WANITA PERSATUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DRERAR

JL. R.W. MONGINSIDI NO 69 TELUK BETUNG - BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
JL. R, MONGINSIDI NO. 63 BANDAR LAMPUNG

KODE POS 35215

*Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung

Gambar 1.2 Loket Surat Masuk Pelayanan Satu Pintu

i .
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*Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung
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Gambar 1.5 Ruang Mushola BPKAD Provinsi Lampung

Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung dapat dilihat melalui Tabel 1.3 berikut
ini:
Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung

No. Namal/Jenis Barang Merk/Tahun Jumlah

Gedung Kantor Lantai 4 - -
2. Ruang Rapat :

-Ruang Rapat Kepala 1 Ruang
-Ruang Rapat Utama 1 Ruang
-Ruang Rapat Lantai 4 1 Ruang
3. Perpustakaan 1 Ruang

14
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Namal/Jenis Barang
Ruang Laktasi
Musholla
Kendaraan Roda 2
Kendaraan Roda 4
Sarana Pendukung :
Meja Kerja Pejabat Eselon 2
Meja Kerja Pejabat Eselon 3
Meja Kerja Pejabat Eselon 4
Meja Kerja Pegawai Non Struktural
Kursi Kerja Pejabat Eselon 2
Kursi Kerja Pejabat Eselon 3
Kursi Kerja Pejabat Eselon 4
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
Kursi Rapat
Sofa
Lemari Besi
FILLING KABINET
AC
Komputer Pc / Pc All In One
Laptop / Notebook
Printer
Scanner
Mesin Ketik
Lemari Kayu
Lemari Es / Kulkas
Televisi
Mesin Foto Copy
Dispenser

Mesin Penghancur Kertas

Merk/Tahun

Bermacam merk dan type

Bermacam merk dan type

Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type
Bermacam merk dan type

Bermacam merk dan type

Jumlah
1 Ruang
1 Ruang
10 Unit
12 Unit
12
1
8
18
169

18
169
102

43
43
67
141
63
141
17

14
16

11

15
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No. Namal/Jenis Barang Merk/Tahun Jumlah
33. Alat Pemadam Portable Bermacam merk dan type 12
34. Brand Kas Bermacam merk dan type 9
35. Camera Bermacam merk dan type 3
36. Cctv Bermacam merk dan type 18
37. Mesin Penghisap Debu Bermacam merk dan type 3
38. Proyektor + Attachment Bermacam merk dan type 1
39. External / Portable Hardisk Bermacam merk dan type 11
40. Mesin Pembuat Coffee (Coffee

Marker) Bermacam merk dan type 1
41. Battery Ups Bermacam merk dan type 28

*Sumber data dari aplikasi simada, desember 2023.

BPKAD Provinsi Lampung mengelola Aplikasi SIMADA (Sistem Informasi
Management Aset Daerah) yang dapat digunakan untuk menginventarisasi aset yang

menjadi sarana dan prasarana instansi.
1.3 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi yang perlu mendapatkan prioritas perhatian
karena bersifat penting dan memiliki dampak yang signifikan bagi keberlangsungan suatu
organisasi. Kondisi ini dapat diartikan sebagai suatu masalah dan tantangan dalam
menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan.

Isu strategis merupakan permasalahan ataupun tantangan yang sangat berpengaruh
terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dampak ini apabila tidak cepat diatasi akan
berpengaruh dalam kurun jangka yang panjang. Pengelolaan keuangan dan aset daerah
merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar sumber-
sumber daya finansial dan aset yang dimiliki dan ada di daerah dapat dimanfaatkan
secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat (publik).
Sejalan dengan tuntutan masyarakat yang demikian deras agar proses pengelolaan
keuangan dan aset daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, berbagai permasalahan sesuai dinamika yang berkembang saat ini secara

umum adalah terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang
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Pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta perubahan paradigma Pengelolaan
keuangan dan aset daerah ke arah tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih baik
dan bersih (good and clean), akuntabel, efektif, dan efisien, serta transparansi
Pengelolaan keuangan dan aset harus didukung oleh perangkat regulasi lokal, SDM,

sarana dan prasarana, serta sistem manajemen Pengelolaan keuangan dan aset yang

memada

Tabel 1.6 Isu Strategis Daerah

POTENSI | PERMASAL | ISU ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS
DAERAH AHAN KLHS GLOBAL NASIONAL REGIONAL Perangkat DAERAH
Mewujudkan | Penyusunan - Perubahan Pengelolaan Integritas dan 1)Pengelolaan asset
tata kelola | laporan aset iklim yang asset daerah Efektivitas yang belum optimal
Pemerintaha | yang belum berdampak yang Birokrasi yang 2)Ketepatan  waktu
n yang efektif | sesuai pada berkelanjutan belum Optimal penyusunan hasil
dan dengan lingkungan dan evaluasi Raperda
berintegritas | kaidah serta alokasi akuntabilitas APBD, P-APBD dan
perundangan angran yang dan trasparasi P2APBD yang tidak
bertambak keuangan optimal
akibat iklim terkait dana 3)Optimalisasi  tata
yang berubah. | pada program Kelola  keuangan
lingkungan Pemerentah
hidup. Daerah yang sesuai
dengan kaidah
perundangan

*Sumber data Renstra BPKAD Provinsi Lampung 2025-2029

Pada tabel diatas telah dicantumkan bahwa BPKAD Provinsi Lampung telah
merumuskan 3 isu strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
Isu Strategis 1 : Pengelolaan aset yang belum optimal

BPKAD Provinsi Lampung sebagai Instansi Pembina dalam penyusunan Laporan
aset bertanggung jawab agar Kepala Perangkat Daerah yang bertindak sebagai
Pengguna Barang dapat memberikan laporan asset yang dikelola Perangkat Daerahnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Hal ini
menjadi tantangan terbesar yang harus dilakukan oleh BPKAD Provinsi Lampung karena
jika hal ini tidak dilakukan dengan optimal akan mempengaruhi ketepatan penyajian

laporan asset daerah

Isu strategis 2 : Ketepatan waktu penyusunan hasil evaluasi Ranperda APBD, P-

APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang tidak Optimal
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BPKAD Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk mengeluarkan Rekomendasi

atas penerbitan SK Gubernur terhadap hasil evaluasi Ranperda APBD, P-APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota. Namun ketepatan Kabupaten/Kota
untuk mengikuti jadwal yang telah ditentukan belum sesuai yang diharapkan. Sehingga
hal ini menjadi isu BPKAD Provinsi Lampung untuk mengetahui, memberikan pembinaan

lebih lanjut agar hal ini dapat lebih optimal

Isu strategis 3 : optimalisasi tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai
dengan kaidah perundangan

Adanya kesulitan Perangkat Daerah untuk mengikuti ketentuan dalam hal
penyusunan perencanaan dan penganggaran menjadi isu strategis BPKAD Provinsi
Lampung untuk meningkatkan pembinaan kepada Perangkat Daerah agar hal ini tidak

mempengaruhi kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Provinsi Lampung ini disusun
berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4614

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi P embangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Instansi
Pemerintah

12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Janka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-
2029

14.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Lampung Tahun 2025

15.Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Provinsi Lampung

16.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung
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17.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Tahun 2025-2026

18.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

19.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025

20.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

21.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024

1.5.Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Lampung adalah sebagai
berikut :
RINGKASAN EKSEKUTIF
Ringkasan eksekutif menyajikan tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Lampung
beserta indikator serta tujuan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD selaku
Penunjang Urusan Bidang Keuangan Provinsi Lampung di akhir periode Rencana

Strategis (Renstra)

Bab 1 Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dnegan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama (strategic issud) yang sedang dihadapi organisasi

Bab Il Perencanaan Kinerja
Pada bab ini menguraikan perencanaan pada periode Renstra
2025-2026 beserta IKU dengan definisi operasional, Renstra 2025-
2029 beserta IKU dengan definisi operasional, Renja 2025,
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Bab Il

Bab IV

Perubahan Renja 2025, PK PD 2025, Perubahan PK PD 2025,
keselarasan dokumen SAKIP PD 2025, Program Unggulan 2025
Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini menguraikan beberapa hal, sebagai berikut:
3.1 Standarisasi pengukuran yang digunakan dalam analisis dan
evaluasi capaian kinerja (Permenpan 88/21);
3.2Capaian kinerja berdasarkan periodesasi perencanaan :
3.2.1 Renstra 2025-2026
3.2.2 Renstra 2025-2029
Pada sub bab 3.2.1 dan 3.2.2 capaian kinerja harus
menggambarkan perbandingan kinerja antara target dan
realisasi tahun berjalan, tahun-tahun sebelumnya, target
akhir periode perencanaan, benchmark nasional/daerah lain,
informasi mendetail (definisi operasional) tentang sasaran
dan pencapaian IKU, analisis program/kegiatan/sub kegiatan
yang menunjang penapaian IKU serta penjabaran inovasi
yang mendukung dan factor keberhasilan/kegagalannya
terhadap masing-masing IKU setiap periode renstra
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan IKU pada Renstra
2025-2026 dan Renstra 2025-2029
3.4 Efektivitas dan efesiensi sumber daya berdasarkan IKU pada
Renstra 2025-2026 dan Renstra 2025-2029
3.5Refokusing anggaran
3.6 Prestasi dan penghargaan PD tahun 2025
3.7 Inovasi Tahun 2025
Tindak lanjut LHE PD Tahun 2025
Penutup
4.1 Kesimpulan;
Bab ini memuat rekomendasi dan kesimpulan secara umum

tentang keberhasilan yang berkaitan dengan kinerja instansi;
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a. Rekomendasi
Pada sub bab ini menguraikan rekomendasi yang diberikan
kepada pimpinan terhadap perbaikan kinerja mendatang
Lampiran Perjanjian Kinerja PPTP dan lainnya yang mendukung laporan

kinerja
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2.1. Renstra 2025-2026

Visi & Misi
IKU . . . .
P-Renja a. Tujuan, Indikator, target tujuan, sasaran strategis,
Keselarasan Dokumen L . .
SAKIP indikator kinerja utama dan target IKU

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 disusun
berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah
dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah Berakhir pada Tahun 2024. Oleh
karenanya diberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 2025-2026 yang untuk
selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.
Renstra BPKAD Provinsi Lampung tahun 2025-2026, yang disusun berdasarkan
RPD Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi
BPKAD selama kurun masa transisi dalam menyelenggarakan tugas, pokok
dan fungsinya. Selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan
pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mendukung
tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi
tanggungjawab BPKAD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah
ditetapkan sebagai indikator kinerja utama dimana hal ini menjadi salah satu
elemen ketercapaian pembangunan Pemerintah Daerah. Hal ini yang kemudian
dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan program kegiatan organisasi perangkat daerah
untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan bagi

BPKAD Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.
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Table 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja BPKAD Provinsi Lampung

Pelaporan BMD yang
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku

NO 2019-2024 2025-2026
TUJUAN INDIKATOR | SASARAN INDIKATOR | TARGET TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
TUJUAN SASARAN AKHIR TUJUAN TUJUAN/SASARAN PADA
RENSTRA TAHUN KE-
2025 2026
1 Meningkat OPINI Terwujudnya OPINI WTP Terwujudnya | OPINI Meningkatnya | Presentase 100% 100%
nya kinerja Kepatuhan kualitas Kualitas keputusan Gubernur
pengelolaan terhadapmKebijakan Pengelolaan Pengelolaan tentang hasil evaluasi
keuangan Pengelolaan Keuangan keuangan Raperda APBD,
dan aset Keuangan dan Aset dan Aset dan Aset PAPBD dan
daerah Daerah Daerah yang Daerah Pertanggungjawaban
Akuntabel Provinsi Pelaksanaan APBD
Lampung Kabupaten/Kota
Presentase 75% 100%

Presentase Tata
Kelola Keuangan
Pemerintah Daerah
yang sesuai dengan
kaidah perundangan

100%

100%

*Sumber data P-Renstra BPKAD Provinsi Lampung 2025-2026

Dari tabel 2.1 diatas, BPKAD Provinsi Lampung yang memiliki fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang

Keuangan Daerah telah menetapkan tujuan organisasi pada tahun 2019-2024 adalah “Meningkatnya kinerja Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah” dengan sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah” dan indikator capaian yaitu Opini dengan target sampai tahun 2024 adalah Opini tertinggi yaitu WTP.

Selanjutnya pada periode masa transisi yaitu tahun 2025-2026 dengan maksud agar BPKAD Provinsi Lampung

memiliki perspektif lain dalam menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerjanya dimana Opini Terbaik WTP telah diraih hingga

11 kali berturut-turut maka ditetapkan sasaran strategis dan indikator yang baru yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

keuangan dan asset daerah yang akuntabel’ dengan 3 indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut yaitu :
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1. Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD

dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD

dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
b. SK Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2025-2026
Tabel 2.2 SK IKU BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dengan Definisi

Operasional

Meningkat Presentase Makna Indikator: Badan
nya keputusan indikator ini menjadi tolok ukur % Pengelola
Kualitas Gubernur kepatuhan dalam memenuhi an
Pengelolaa tentang hasil peraturan perundangan yang Keuanga
n evaluasi berlaku dalam proses evaluasi n dan
keuangan Raperda dan penetapan APBD Aset
dan Aset APBD, PAPBD Daerah
Daerah dan Alasan Pemilihan:
Provinsi Pertanggungja | BPKAD selaku Perangkat Daerah
Lampung waban yang membantu Gubernur,
Pelaksanaan bertindak sebagai wakil dari
APBD Pemerintah Pusat untuk
Kabupaten/Ko | mengevaluasi rancangan APBD
ta Kabupaten/Kota yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2018 dan
Permendagri Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang APBD
Formulasi:
Jumlah rancangan Keputusan
Gubernur tentang hasil evaluasi
raperda APBD, P-APBD dan
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kab/Kota di
Provinsi Lampung yang
dievaluasi dibagi Jumlah
rancangan Keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi raperda
APBD, P-APBD dan
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kab/Kota di
Provinsi Lampung yang diterima
dikali 100%
Presentase Makna Indikator: 65% 75% 100% | Badan
Pelaporan indikator ini menjadi tolok ukur Pengelola
BMD yang kepatuhan dalam menyajikan an
sesuai dengan | laopran Barang Milik Daerah Keuanga
yang sesuai dengan peraturan n dan

yang berlaku
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ketentuan

Aset

meningkatnya Pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah
dan akuntabilitas laporan
keuangan Pemerintah Daerah
berpedoman pada UU no.12 Th
2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Formulasi:

Jumlah laporan keuangan
perangkat daerah yang sesuai
dengan SAP dibagi dengan
laporan keuangan perangkat
daerah yang diterima dibagi
100%

yang berlaku Alasan Pemilihan: Daerah
Dalam rangka meningkatkan
kualitas penyajian laporan asset
yang sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Jumlah laporan aset daerah yang
disusun berdasarkan yang
diamanatkan pada Permendagri
No 47 th 2021 tentang Tatacara
Pembukuan Inventarisasi daan
Pelaporan dibagi jumlah laporan
yang diterima dibagi 100%

3 | Presentase Makna Indikator: 100% 100% 100% | Badan
Tata Kelola indikator ini menjadi tolok ukur Pengelola
Keuangan sejauh mana pemerintah daerah an
Pemerintah mematuhi peraturan Keuanga
Daerah yang perundangan dalam mengelola n dan
sesuai dengan | keuangan daerah Aset
kaidah Daerah
perundangan Alasan Pemilihan: Dalam rangka

Berdasarkan Tabel 2.2 dijelaskan bahwa pada tahun 2025-2026 penyusunan Indikator

Utama BPKAD Provinsi Lampung memiliki 3 Indikator Utama yang dijalankan yakni :

1.

Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD

dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan target

yang akan dicapai di tahun 2025 sampai 2026 adalah 100%

Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
target yakni 75% dan diakhir 2026 ditargetkan 100%.

Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah

perundangan dengan target di tahun 2025-2026 yakni 100%.
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Dengan adanya definisi operasional yang terdapat pada Tabel 2.2,

penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung pada periode tahun 2025-2026 ditetapkan
sebagai instrumen strategis dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi, khususnya dalam mendukung tata kelola keuangan daerah
yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pada periode tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator utama yang menjadi fokus

kinerja BPKAD Provinsi Lampung, yang dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, Persentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda
APBD, Perubahan APBD (PAPBD), dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota. Indikator ini menggambarkan tingkat ketepatan dan kelengkapan
proses fasilitasi serta evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap
dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah kabupaten/kota.
Target capaian sebesar 100% pada tahun 2025 hingga 2026 menunjukkan komitmen
BPKAD dalam memastikan seluruh dokumen yang dievaluasi dapat ditindaklanjuti
hingga menghasilkan keputusan Gubernur secara tepat waktu, sesuai prosedur, dan
memenuhi aspek regulasi. Capaian ini juga mencerminkan optimalnya koordinasi
antar perangkat daerah serta efektivitas pembinaan dan pengawasan keuangan

daerah.

Kedua, Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan perangkat
daerah dalam menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan aset daerah secara
tertib administrasi dan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Target yang ditetapkan sebesar
75% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 100% pada akhir tahun 2026
menunjukkan adanya tahapan peningkatan kualitas pelaporan secara bertahap. Hal

ini mengindikasikan bahwa BPKAD tidak hanya berorientasi pada pencapaian target
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akhir, tetapi juga melakukan pembinaan, pendampingan, serta penguatan sistem
pelaporan BMD guna mencapai kesempurnaan pelaporan yang akurat, valid, dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai
dengan kaidah perundang-undangan. Indikator ini merepresentasikan tingkat
kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pengawasan. Target
capaian sebesar 100% pada tahun 2025-2026 mencerminkan upaya maksimal
BPKAD dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan
sesuai dengan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi,
dan efektivitas. Selain itu, indikator ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam
meminimalisir risiko penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap

pengelolaan keuangan daerah.

Ketiga indikator utama tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama
lain dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas.
Penetapan target yang ambisius namun realistis mencerminkan komitmen BPKAD
Provinsi Lampung dalam meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan,
sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berorientasi pada

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2.2 Renstra 2025-2029

Dalam proses peralihan Rencana Strategi Tahun 2019-2024 menuju Rencana
Staregis Tahun 2025-2029, maka pada masa transisi tersebut Perangkat Daerah
diminta untuk menjalankan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah
dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah Berakhir pada Tahun 2024. Oleh
karenanya diberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 2025-2026 yang untuk

selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.
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Konsisi ini akan berakhir dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru maka secara

resmi penyusunan Rencana Pembangunan beralih pada Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang baru.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran dalam menjawab Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan ataupun tantangan yang sangat
berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dampak ini apabila tidak cepat
diatasi akan berpengaruh dalam kurun jangka yang panjang. Pengelolaan keuangan
dan aset daerah merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk
menjamin agar sumber-sumber daya finansial dan aset yang dimiliki dan ada di daerah
dapat dimanfaatkan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku untuk
kepentingan masyarakat (publik). Sejalan dengan tuntutan masyarakat yang demikian
deras agar proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan secara
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, berbagai permasalahan sesuai dinamika
yang berkembang saat ini secara umum adalah terjadinya perubahan perundang-
undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta
perubahan paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah ke arah tata kelola
keuangan dan aset daerah yang lebih baik dan bersih (good and clean), akuntabel,
efektif, dan efisien, serta transparansi pengelolaan keuangan dan aset harus didukung
oleh perangkat regulasi lokal, SDM, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
pengelolaan keuangan dan aset yang memadai.

“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” Adalah Visi Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2029 yang tercantum dalam dokumen
RPJMD Provinsi Lampung.

Pemerintah Daerah, bersama sektor swasta, pelaku bisnis, komunitas, praktisi,
akademisi, media dan lainnya, secara BERSAMA bergandengan bergerak dan
berkontribusi untuk mewujudkan kemajuan Pembangunan Daerah sebagai cita-cita
sekaligus tanggung jawab Bersama, untuk mengembangkan daerah Lampung dan
melakukan lompatan dalam pembangunan berkelanjutan meliputi: Ekonomi Lampung
berbasis industri yang inklusif, kesehatan yang merata, pendidikan yang berbasis

akhlak, kehidupan sosial yang harmonis, lingkungan yang aman dan nyaman,
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lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya, tata kelola pemerintahan akuntabel dan
layanan publik yang ramah.

~ “Bersama Lampung Maju
~Menuju Indonesia Emas"'

Mendorong Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif

Cita-3
@ [ Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan
3

dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang
= . Efektif dan Berintegritas

Gambar A Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung

Untuk menerjemahkan Visi Pembangunan ini BPKAD Provinsi Lampung selaku
Perangkat Daerah yang mengemban tugas urusan Penunjang Bidang Pengelolaan
dan Aset Daerah mengampu Misi Ke-3 yaitu Meningkatkan kehidupan Masyarakat
yang Beradab, Berkeadilan dan Bekelanjutan sertaTata Kelola Pemerintahan yang
Efektif dan Berintegeritas.

Berdasarkan Isu yang diambil terkait Misi Ke-3 yang diampu BPKAD Provinsi
Lampung maka klasifikasi Permasalahan dalam RPJMD yang disandingkan terkait

Permasalahan Perangkat Daerah telah diklasifikasikan sebagai berikut :
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Tabel 2.3 Permasalahan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

didominasi oleh Pajak Kendaraan
Bermotor, perlu dioptimalkan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber—

No Permasalahan RPJMD Permasalahan Perangkat Daerah
1. | Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah | Penyusunan laporan aset yang belum sesuai
dengan kaidah perundangan
2. | Masih tingginya ketergantungan daerah | Ketepatan waktu penyusunan hasil evaluasi
terhadap dana transfer dari pemerintah | Ranperda APBD, P-APBD dan
pusat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kab/kota yang tidak optimal
3. | Belum optimalnya sistem pengelolaan | Penyusunan anggaran Perangkat Daerah
aset daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku
4. | Pendapatan Asli Daerah  masih

sumber pendapatan daerah lainnya
Sumber data olehan BPKAD Provinsi Lampung

Maka diambil isu strategis dalam menjawab permaslaahan yang ada, adapun isu yang

berkaitan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Isu Strategis Daerah

POTENSI | PERMASAL | ISU ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISUP::aITgT:tGIS
DI Al KLHS GLoBAL [ NASIONAL | REGIONAL DAERAH
Mewujudkan | Penyusunan - Perubahan Pengelolaan Integritas 4.Pengelolaan
tata kelola | laporan aset iklim yang asset daerah dan asset yang belum
Pemerintaha | yang belum berdampak yang Efektivitas optimal
n yang efektif | sesuai pada berkelanjutan Birokrasi 5.Ketepatan waktu
dan dengan lingkungan dan yang belum penyusunan hasil
berintegritas kaidah serta alokasi | akuntabilitas Optimal evaluasi Raperda
perundangan angran yang | dan trasparasi APBD, P-APBD
bertambak keuangan dan P2APBD
akibat iklim terkait dana yang tidak
yang pada program optimal
berubah. lingkungan 3 Optimalisasi tata
hidup. Kelola keuangan
Pemerentah
Daerah yang
sesuai dengan
kaidah
perundangan

Sumber data RPIMD Provinsi Lampung 2025-2029
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2.2.2. Penjabaran tujuan, indikator,dan Target IKU

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Telah diberikan mandat
kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah untuk periode 2025-2029 yang untuk selanjutnya disebut Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2026. Selanjutnya
adalah penyusunan dokumen Renstra periode 2025-2029 oleh Perangkat Daerah
yang akan menjadi pedoman untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD).

Gambar B. Tujuan BPKAD Provinsi Lampung

-~
PROGRAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAFRAH

WIS | i
“BERSAMA LAMPUNG MAJU | TUJUAN | SASARAN L

MENUJU INDOMNE S51A EMAS™ - -~
MISI3 Tenwujudnya tata kelola Terwujudnya Birokrasi PROGRAM PENGELOLAAN
Meningkatkan Kehidupan Pemerintahan yang yang Berintegritas BARANG MILIK DAERAH
Masyarakat Beradab, Berkeadilan efektif dan berintegritas L
dan Berkelanjutan serta Tata Kelola p
Pemerintahan yang Efektif dan PROCRAM PENUNIANG

Berintegritas — URUSAN PEMERINTAH
L

f Fresentsss Heputusan Gl..barrl.rw
tentang hasil evaluss Haperds fe—
AFBD, P-APBD dan
o | Pertanggungjswaban Pelsksansan
- AFBL Kab/Hota
i’
' ~y
o | Fresentase HFelaporan BMLY yang
| TUJUAN | | SASARANM I - sesusi dengan ketentean yang
> DEriSkU
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan . 4
SASARAM
Keuangan dan Aset s ™

\ Presentase Tata Kelkla

Keuangan Pemerintah Daerah
— yang sesuai dengan kaidah
Perundangan
| NSPK I . A

f
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan ] [ ilai SaKIE Perangkat Daerah I

yvang efektifdan berintegritas
Sasaran Strategis Utama BPKAD Provinsi Lampung Adalah : Meningkatnya

Mewujudkan Transparasi Birokrasi

L4

Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan 3 indikator keberhasilan capaian
yaitu Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil
evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kab/Kota, Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai
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dengan kaidah Perundangan. Dan terdapat Sasaran Strategis Tambahan vyaitu

Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan indicator Nilai SAKIP Perangkat

Daerah. Hal diatas dijabarkan dalam table dibawah ini :

Tabel 2.5 Sasaran dan Target IKU BPKAD Provinsi Lampung

yang sesuai
dengan kaidah

Perundangan
Sumber Data : SK IKU BPKAD Provinsi Lampung TH 2025

’;:;'f\ g:,’vv ) TARGET KINERJA
RPJMD TUJUAN SASARAN | J'J"mfs‘“;g:RAN Bazso‘;'fe KET
YANG 2025 2026 2027 2028 2029
RELEVAN
Mewuijud | Mewujudkan | Meningkat | Presentase
Transparasi nya Ketepatan Waktu
kan tata Birokrasi Kualitas Penerbitan
engelolaa eputusan Gubernur
kelola Pengelol Keput Gub
Pemerint n tentang hasil evaluasi
ahan Keuangan | Raperda APBD, 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
dan Aset Perubahan APBD
yang dan
efektif Pertanggungjawaban
dan Pelaksanaan APBD
. Kab/Kota
berintegr
it Presentase
1as Pelaporan BMD yang
sesuai dengan 65% 66% 67% 68% 69% 70%
ketentuan yang
berlaku
Presentase Tata
Kelola Keuangan
Pemerintah Daerah | yn00. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka BPKAD Provinsi Lampung telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.
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Dalam penetapan indikator kinerja, perlu dipertimbangkan :

1.

Relevant : Indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan
secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau
kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.

Well-Defined : Definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga
mudah untuk dimengerti dan digunakan.

Measurable : Indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas ataupun biaya.

a. Indikator kinerja kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit;

b. Indikator kinerja kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu
yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat
pelayanan yang dihasilkan dan

c. Indikator kinerja biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan
untuk mencapai sasaran kinerja.

Appropriate : Pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan

pelayanan/ kinerja.

Reliable : Indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan

tingkatan kinerja.

Verifiable : Memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam system

yang digunakan untuk menghasilkan indikator.

Cost-effectife : Kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan

data.
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2.2.3. Indikator Kinerja Utama 2025-2029
Tabel 2.6 Target IKU BPKAD Provinsi Lampung

berlaku

Alasan Pemilihan:
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan
asset yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Formulasi:

Jumlah laporan aset daerah yang disusun berdasarkan
yang diamanatkan pada Permendagri No 47 th 2021
tentang Tatacara Pembukuan Inventarisasi daan

Meningkatny Presentase Makna Indikator: 100% 100% 100% 100% 100% 100% Badan
a Kualitas Ketepatan Waktu | indikator ini menjadi tolok ukur kepatuhan dalam Pengelolaan
Pengelolaan Penerbitan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku dalam Keuangan
keuangan keputusan proses evaluasi dan penetapan APBD dan Aset
dan Aset Gubernur tentang Daerah
Daerah hasil evaluasi Alasan Pemilihan:
Provinsi Raperda APBD, BPKAD selaku Perangkat Daerah yang membantu
Lampung PAPBD dan Gubernur, bertindak sebagai wakil dari Pemerintah
Pertanggungjawa | Pusat untuk mengevaluasi rancangan APBD
ban Pelaksanaan | Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan
APBD Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri
Kabupaten/Kota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang APBD
Formulasi:
Jumlah rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil
evaluasi raperda APBD, P-APBD dan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota di
Provinsi Lampung yang dievaluasi dibagi Jumlah
rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi
raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kab/Kota di Provinsi Lampung yang
diterima dikali 100%
Presentase Makna Indikator: 65% 66% 67% 68% 69% 70% Badan
Pelaporan BMD indikator ini menjadi tolok ukur kepatuhan dalam Pengelolaan
yang sesuai menyajikan laopran Barang Milik Daerah yang sesuai Keuangan
dengan dengan peraturan yang berlaku dan Aset
ketentuan yang Daerah
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Pelaporan dibagi jumlah laporan yang diterima dibagi
100%

3 Presentase Tata
Kelola Keuangan
Pemerintah
Daerah yang
sesuai dengan
kaidah
perundangan

Sumber Data : SK IKU BPKAD Provinsi Lampung TH 2025

Makna Indikator:

indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah
daerah mematuhi peraturan perundangan dalam
mengelola keuangan daerah

Alasan Pemilihan: Dalam rangka meningkatnya
Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan
akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
berpedoman pada UU no.12 Th 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Formulasi:

Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang
sesuai dengan SAP dibagi dengan laporan keuangan
perangkat daerah yang diterima dibagi 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Badan

Pengelolaan

Keuangan
dan Aset
Daerah
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Berdasarkan Tabel 2.6, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung pada
periode tahun 2025-2029 merupakan bagian dari upaya strategis dalam
memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan,
dan berorientasi pada kinerja. IKU ini disusun sebagai instrumen pengukuran yang
komprehensif untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD
berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam periode tersebut, terdapat tiga indikator utama yang menjadi fokus kinerja

BPKAD Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut:

1. Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang
Hasil Evaluasi Raperda APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, Indikator ini menekankan pada
ketepatan waktu dalam proses evaluasi serta penerbitan keputusan Gubernur
terhadap dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah kabupaten/kota. Target capaian sebesar 100% pada tahun 2025
hingga 2029 menunjukkan komitmen BPKAD dalam menjaga konsistensi
kinerja agar seluruh proses evaluasi dapat diselesaikan tepat waktu sesuai
jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan optimalnya koordinasi,
efektivitas proses administrasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga
mendukung kelancaran siklus pengelolaan keuangan daerah secara
menyeluruh dan berkesinambungan.

2. Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang Sesuai dengan
Ketentuan yang Berlaku, Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan perangkat
daerah dalam menyusun laporan pengelolaan aset sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku. Target capaian
ditetapkan secara bertahap dan progresif, yaitu 66% pada tahun 2025, 67%
pada tahun 2026, 68% pada tahun 2027, 69% pada tahun 2028, dan mencapai
70% pada tahun 2029. Pola peningkatan ini menunjukkan pendekatan yang
realistis dan berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas pelaporan BMD.
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BPKAD berperan melalui pembinaan, pendampingan teknis, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem informasi
pengelolaan aset, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelaporan
yang semakin tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap
tahunnya.

3. Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang Sesuai
dengan Kaidah Perundang-undangan, Indikator ini mencerminkan tingkat
kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan
pengawasan. Target capaian sebesar 100% pada tahun 2025 hingga 2029
menunjukkan komitmen kuat BPKAD untuk menjaga kualitas tata kelola
keuangan daerah secara konsisten sesuai prinsip good governance, yaitu
transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, indikator ini juga
menjadi tolok ukur keberhasilan dalam memperkuat sistem pengendalian
internal dan meminimalisir potensi risiko penyimpangan dalam pengelolaan

keuangan daerah.

Secara keseluruhan, ketiga indikator utama dalam Tabel 2.6 tersebut
mencerminkan arah kebijakan BPKAD Provinsi Lampung yang berorientasi pada
pencapaian kinerja optimal dan berkelanjutan. Penetapan target yang konsisten
pada indikator ketepatan waktu dan tata kelola keuangan menunjukkan upaya
menjaga standar kinerja yang tinggi, sementara target progresif pada indikator
pelaporan BMD menunjukkan strategi peningkatan kualitas secara bertahap.
Dengan demikian, diharapkan BPKAD Provinsi Lampung mampu mewujudkan
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, dan

berintegritas hingga akhir periode tahun 2029.

2.3 Rencana Kerja 2025

Rencana Kinerja BPKAD Provinsi Lampung tahun 2025 disusun
berdasarkan Rencana Strtategis 2025-2026. Pada saat itu dokumen perencanaan

perangkat daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
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2025-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah Berakhir pada
Tahun 2024.

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif
setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan
evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan serta kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya
adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator
output saja tetapi juga oufcomes serta memberikan dasar pengukuran dan
evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan. Keberhasilan
capaian kinerja BPKAD pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal

yang berdampak pada capaian kinerja pelayanan.

Dalam dokumen RPD telah dirumuskan Isu-isu strategis yang dihadapi oleh
Provinsi Lampung yang digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah. BPKAD Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat
Daerah yang memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan tercapainya
tujuan pembangunan perlu untuk merumuskan tujuan dan sasaran organisasi agar
pelaksanaan pembangunan dapat selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Dibawah ini adalah tabel yang menggambarkan hal tersebut :

Tabel 2.7
Tujuan,Sasaran, Indikator BPKAD Provinsi Lampung
Tujuan Ir]l'(tjjijlﬁzt: | Sasaran Indikator Target

BPKAD BPKAD BPKAD

Ier‘?’tuiud”ya WTP '&”ef‘li?gkatnya Presentase keputusan Gubernur tentang hasil | 100%

Pongalolaan Pengelolaan | €valuasi Raperda APBD, P-APBD dan

Keuangan keuangan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dan Aset dan Aset Kabupaten/Kota

Daerah yang Daer.ah_

Akuntabel E;‘r’%’g:fr:g Presentase Pelaporan BMD yang sesuai 75%
dengan ketentuan yang berlaku
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Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah | 100%
Daerah yang sesuai dengan kaidah
perundangan

Sumber Data Renstra BPKAD Provinsi Lampung TH 2025-2026

Dalam tabel 2.6 dapat diketahui bahwa pada masa transisi tahun 2025-2026
BPKAD Provinsi Lampung menetapkan tujuan , sasaran serta indikator

ketercapaian dengan target yang
2.4 Perubahan Rencana Kerja 2025

Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen yang disusun untuk
merevisi rencana kerja yang telah ada sebelumnya. Perubahan ini dapat
disebabkan karena terdapatnya perubahan keadaan yang mengharuskan untuk
menyusun rencana kerja baru dengan memperhatikan hal-hal seperti evaluasi
renja sebelumnya, perubahan tujuan dan sasaran serta perubahan program

kegiatan yang akan dijalankan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPKAD
Provinsi Lampung menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ke
dalam Perubahan Renja BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 terdiri
dari 3 Program, 15 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.1.443.271.911.532,94,- terbilang (Satu triliun empat ratus empat
puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta semblian ratus sebelas ribu lima
ratus tiga puluh dua koma Sembilan puluh empat rupiah). Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Lampung untuk dapat membantu Gubernur
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku. Hal ini dapat dijabarkan dalam tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.8 Misi Pembangunan, Tujuan, Sasaran, Indikator BPKAD Provinsi

Lampung
. Sasaran . Indikator Tujuan/Sasaran
Misi ke-3 Pembangunan Tujuan/SasaranBPKAD BPKAD Target

Meningkatkan | Mewujudkan Mewujudkan transparasi | Transparasi Pengelolaan

Kehidupan Birokrasi birokrasi Keuangan Daerah

Masyarakat berintegritas

Beradab,

Ssrzkeadllan, Meningkatnya kualitas Presentase ketepatan waktu 100%

. pengelolaan keuangan keputusan Gubernur tentang
Berkelanjutan . :
dan aset hasil evaluasi Raperda APBD,

Serta Tata
P-APBD dan

Kelola it . b

Pemerintahan pertanggungjawaban

; Pelaksanaan APBD

Yang Efektif

dan Kabupaten/Kota _

Berintegritas. Presentase'PeIaporan BMD 66%
yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Presentase Tata Kelola 100%
Keuangan Pemerintah Daerah
yang sesuai dengan kaidah
perundangan

*Sumber data olehan BPKAD Provinsi Lampung

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung

menetapkan sasaran strategis yang dijabarkan melalui indikator kinerja daerah

sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sasaran

tersebut umumnya berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan,

penguatan kapasitas fiskal daerah, serta peningkatan pelayanan publik yang

akuntabel dan transparan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam

pengelolaan keuangan dan aset, BPKAD Provinsi Lampung berperan langsung dalam

mendukung pencapaian sasaran tersebut. Hal ini diwujudkan melalui penjabaran

tujuan dan sasaran BPKAD yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah.
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2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUM 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekdf,
fransparan dan akunitabel serla beronentasi pada hasil, kami yang
bertandatangan dibawah ini :

Mama : Dr. MARINDO KURNIAWAN
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINS] LAMPUNG

Selanjuinya disebut Pihak Pertama,

MNama : RAHMAT MIRZANI DJAUSAL
Jabatan : GUBERNUR LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama befjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasitan dan kegagalan pencapaian target kirerja tersebut menjadi
tanggundjawaly kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan ewvaluasi terhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan
mengarnbil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Telukbetung, Februarn 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEFPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PRO ?JSI LAMPUNG

% i ===
NI DJAUSAL Dy, INDOD KLUIRNIAWARN
bina Utama Muda

MIF{19801206 200212 1 010

J1. Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Provinsi Lampung 35211
Telepon dan Faksirmile (0721) 451166



BEAA DD

22253 LALAAIID

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Strategls ] Indikator Kinerja Targat
{1} {2) (3) {4)
1. | Meningkatnya Kualitas Presentase keputusan Gubemur | 100 %

FPengelclaan Keuangan dan tentang hasil evaluasi Raperda
Aset Daerah Provinsi Lampung | APBD, PAPBD dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanakan AFBD
Kabupaten/Kota

Presaentase Pelaporan BMD 66 %
yang sesuai dengan Ketentuan
yang berlaku

Presentase Tata kelola 100 %
keuangan Pamarintah Daearah
yang sesuai dengan kaidah

perundangan
No Program/Kegiatan Anggaran Keterangan !
1. | PROGRAM PENUNJANG Rp. 158.492.420.677,49 APBD i

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI

- Kegiatan Perencanaan, Rp. 453 .006.958,00 APBD
Penganggaran, dan
Ewvaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

- Kegiatan Administrasi Rp. 151.877.203.879,4%8 APBD
Keuangan Perangkat
Dasarah

- Kegiatan Administrasi Rp. 50.000.000,00 APBD

Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

- Keqgiatan Administrasi Rp. 933.883.600,00 APBD
Kepegawaian Perangkat
Daerah

- Kegiatan Administrasi Rp. 3.104.788.500,00 APBD
Umum Perangkat Daerah

- Kegiatan Pengadaan Rp. 219.547.100,00 APBD

Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah f
- Kegiatan Penyediaan Jasa RFp. 89689.5859.800,00 APED
Penunjang Urusan
Pemerintahan Dasrah
- Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daesrah Rp. 844 400.800,00 APBD
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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Program/Kegiatan

PROGRAM

| PENGELOLAAN

| KEUANGAN DAERAH
- Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

- Kegiatan Pembinaan
Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

- Kegiatan Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Daerah

- Kegiatan Penunjang
Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

- Kegiatan Pengelolaan
Cata dan Implementasi
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Dasrah

.  PROGRAM

PENGELOLAAN BARANG

MILIK DAERAH

- Kegiatan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Total Anggaran

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPLUNG,

'

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Anggaran | Keterangan |

1.459.170.85.903,27

Rp. 3.163.080 490,00
Rp. 1.328.155.200,00
Rp. 1. 565456 050,00

Rp.1.904.016.655.00
Rp.1.448 875231 801,27

Rp. 2.335.045.707,00

7.446.888.520,00

Rp. 7.4465.888.520,00

1.625.110.295.100,76

Februari 2025

Telukbetung,
Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

NIP. §98012068 200212 1 010



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAMN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serla berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan dibawah ini :

Mama : NURUL FAJRI, S.50s., MT
Jabatan : Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : RAHMAT MIRZANI DJAUSAL
Jabatan : GUBERNUR LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

GUBERNUR LAMPUNG, Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

NMURUL FAJRI, 5.505., MT
Pembina TE. |
NIP. 19790311 199803 1 002

1, Wolter Monginsidi Nomor 6% Telukbetung Provinsi Lampung 35211
Telepon dan Faksimile (0721) 481166
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

No | Sasaran Strategis ' Indikator Kinerja Target
(1) | (2) | (3) 4 |
1. | Meningkatnya Kualitas Presentase ketepatan waktu 100 % |
' Pengelolaan Keuangan dan ' penerbitan keputusan Gubernur \
Aset Daerah Provinsi Lampung tentang hasil evaluasi Raperda
' APBD, PAPBD dan
| Pertanggungjawaban
Pelaksanakan APBD
Kabupaten/Kota
Presentase Pelaporan BMD yang 66 %
sesuai dengan Ketentuan yang
berlaku
Presentase Tata kelola keuangan 100 %
Pemerintah Daerah yang sesuai
dengan kaidah perundangan
No | Program/Kegiatan Anggaran | Keterangan
1. | PROGRAM PENUNJANG ' Rp. 163.556.082.758,47 P-APBD
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
- Kegiatan Perencanaan, Rp. 150.000.000,00 P-APBD
Penganggaran. dan ‘
Evaluasi Kinerja Perangkat |
Daerah \
- Kegiatan Administrasi ‘ Rp. 160.058.664.238 47 P-APBD
Keuangan Perangkat
Daerah ‘
- Kegiatan Administrasi Rp. 29.884.970,00 P-APBD
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Rp. 1.694.628.710,00 P-APBD
Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Rp. 106.720.530,00 P-APBD
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Rp. 734.575.860,00 P-APBD
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Rp. 781.608.450,00 P-APBD
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah




Program/Kegiatan |

2. | PROGRAM PENGELOLAAN = Rp.

KEUANGAN DAERAH

- Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

- Kegiatan Pembinaan
Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

- Kegiatan Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

- Kegiatan Penunjang
Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

- Kegiatan Pengelolaan Data
dan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan
Daerah

Anggaran

1.217.829.672.300,47
Rp. 3.019.124.136,00
Rp. 795.906.890,00
Rp. 955.958.245,00

Rp. 1.022.684.845,00

Rp.1.208.679.566.584 47

Rp. 1.356.431.600,00

P-APBD

P-APBD

P-APBD

P-APBD

P-APBD

3. | PROGRAM PENGELOLAAN Rp.

BARANG MILIK DAERAH
- Kegiatan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

6.029.476.969,00

Rp. 6.029.476.969,00

P-APBD

P-APBD

Total Anggaran Rp.

1.385.415.232.027,94

P-APBD

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

Telukbetung,  Oktober 2025
Pihak Pertama,
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2.7. Keselarasan Target Dokumen SAKIP 2025
Dalam rangka menyelaraskan penetapan target pada dokumen SAKIP
berikut ini dalam tabel akan disajikan keselarasan target pada Renstra, Renja dan
Perubahan PK Perangkat Daerah serta target dan realisasi IKU pada tahun

sebelumnya :
A. Keselarasan dokumen SAKIP berdasarkan Renstra 2025-2026

Tabel 2.9 Keselarasan dokumen SAKIP BPKAD tahun 2025 berdasarkan
Renstra 2025-2026

Realisasi Target 2025

Ne KU 2024 Renstra 2025- Renja PK Ket
2026 2025 2025

Presentase
keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi
Raperda APBD,
1. | PAPBD dan - 100 100 100
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Presentase -
Pelaporan BMD yang
2. | sesuaidengan 75 75 75
ketentuan yang
berlaku

Presentase Tata -
Kelola Keuangan
3. Pemerintah Daerah 100 100 100
yang sesuai dengan
kaidah perundangan

*Sumber : Olahan data BPKAD

Berdasarkan Tabel 2.9 menunjukkan bahwa terdapat keselarasan yang kuat antara
dokumen perencanaan dan dokumen kinerja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025,
yang meliputi Renstra 2025-2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Keselarasan ini mencerminkan penerapan prinsip
cascading kinerja, di mana indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan telah
terintegrasi secara konsisten pada seluruh dokumen perencanaan dan

penganggaran.
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Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 1, yaitu Persentase Keputusan Gubernur

tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, telah menunjukkan keselarasan penuh antara
Renstra 2025-2026, Renja 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan target
capaian sebesar 100%. Hal ini menggambarkan komitmen BPKAD dalam memastikan
ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen perencanaan

dan pertanggungjawaban keuangan daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, pada IKU 2, yaitu Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga telah selaras pada seluruh
dokumen dengan target capaian sebesar 75% pada tahun 2025. Target ini
menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelaporan aset daerah secara
bertahap, dengan tetap memperhatikan kondisi eksisting dan kapasitas pengelolaan

BMD yang ada.

Kemudian, pada IKU 3, yaitu Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah
yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan, telah ditetapkan target sebesar
100% yang konsisten pada Renstra 2025-2026, Renja 2025, dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2025. Hal ini mencerminkan tekad BPKAD dalam mewujudkan tata kelola
keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang

berlaku.

Dengan demikian, keselarasan ketiga IKU tersebut menunjukkan bahwa perencanaan
dan penetapan kinerja BPKAD Provinsi Lampung telah dilakukan secara sistematis
dan terintegrasi. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas
pelaksanaan program dan kegiatan, serta memudahkan proses pengukuran dan

evaluasi kinerja secara akuntabel.
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B. Keselarasan dokumen SAKIP berdasarkan Renstra 2025-2029.

Tabel 2.10 Keselarasan dokumen SAKIP BPKAD tahun 2025 berdasarkan
Renstra 2025-2029

Realisasi Target 2025

2024 Renstra 2025- Renja PK
2029 2025 2025

No IKU Ket

Presentase ketepatan
waktu penerbitan
keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi
1. | Raperda APBD, - 100 100 100
PAPBD dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Presentase -
Pelaporan BMD yang
2. | sesuaidengan 66 66 66
ketentuan yang
berlaku

Presentase Tata -
Kelola Keuangan
3. Pemerintah Daerah 100 100 100
yang sesuai dengan
kaidah perundangan

*Sumber : Olahan data BPKAD

Tabel 2.4 menggambarkan adanya keselarasan antara dokumen perencanaan dan
dokumen kinerja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra
2025-2029. Keselarasan ini tercermin dari keterpaduan antara Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang tertuang dalam Renstra, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, sehingga menunjukkan konsistensi dalam

perencanaan dan pengukuran Kinerja.

Pada IKU 1, yaitu Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, telah menunjukkan keselarasan pada seluruh
dokumen dengan target capaian Tahun 2025 sebesar 100%. Indikator ini menegaskan
fokus pada aspek ketepatan waktu sebagai ukuran kinerja yang lebih spesifik dan

terukur dalam proses evaluasi dokumen keuangan daerah kabupaten/kota.
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Pada IKU 2, yaitu Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, juga telah selaras antara Renstra 2025-2029, Renja
2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan target sebesar 66%. Penyesuaian
target ini mencerminkan upaya realistis dalam meningkatkan kualitas pelaporan BMD

berdasarkan kondisi dan kapasitas pengelolaan yang ada.

Selanjutnya, pada IKU 3, yaitu Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah
yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan, ditetapkan target sebesar 100%
yang konsisten pada seluruh dokumen. Hal ini menunjukkan komitmen BPKAD dalam
menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar tetap sesuai dengan regulasi

dan prinsip akuntabilitas.

Selain itu, dalam proses penyusunan Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi
Lampung Tahun 2025-2026 terdapat beberapa penyesuaian penting. Pada Indikator
1, terjadi perubahan rumusan dari “Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil
evaluasi Raperda APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota” menjadi “Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan
Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota”. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas
fokus pengukuran kinerja pada aspek ketepatan waktu, sehingga indikator menjadi

lebih relevan dan terukur.

Di sisi lain, pada Indikator 2 juga terdapat penyesuaian target, yaitu Persentase
Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi 66%.
Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil serta strategi

peningkatan kinerja yang lebih bertahap dan terukur.

Dengan demikian, keselarasan dokumen SAKIP BPKAD Tahun 2025 berdasarkan
Renstra 2025-2029 tidak hanya menunjukkan konsistensi antar dokumen, tetapi juga
mencerminkan adanya penyempurnaan indikator dan target kinerja agar lebih relevan,
realistis, dan berorientasi pada hasil. Hal ini menjadi landasan penting dalam
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meningkatkan kualitas implementasi SAKIP serta mendukung terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Perubahan indikator ini mencerminkan pergeseran paradigma pengukuran Kinerja,
dari yang semula berorientasi pada output (output-based) menjadi lebih menekankan
pada outcome dan kualitas kinerja (outcome-based performance). Dengan adanya
penambahan dimensi ketepatan waktu, indikator ini menjadi lebih relevan karena tidak
hanya mengukur apakah suatu keputusan diterbitkan, tetapi juga apakah keputusan
tersebut diterbitkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu,
indikator yang telah disempurnakan ini juga dinilai lebih selaras dengan prinsip
SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), Perubahan
hal ini merupakan Rekomendasi Menpan-RB terkait Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah
Daerah Provinsi Lampung hasil evaluasi terhadap laporan Kinerja BPKAD Provinsi

Lampung.

2.8.Program Unggulan 2025
Berikut ini adalah program unggulan BPKAD pada tahun anggaran 2025 :
Tabel 2.11 Program Unggulan

No IKU Program Unggulan

Presentase ketepatan waktu

penerbitan keputusan Gubernur | 2.6.1 Melaksanakan Program kegitan dalam

tentang hasil evaluasi Raperda pelaksanaan penyusunan evaluasi Raperda
1. | APBD, PAPBD dan APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota secara

Pelaksanaan APBD kontinue dan berkelanjutan.

Kabupaten/Kota

Presentase Pelaporan BMD 2.6.2 Melaksanakan Rekonsiliasi Aset Barang
2 yang sesuai dengan ketentuan Milik daerah dan pengelolaan Aset BMD

yang berlaku
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Presentase Tata Kelola 2.6.3 Melaksanakan Penyusunan dan

Keuangan Pemerintah Daerah Evaluasi Tata Kelola Keuangan secara baik
3. : : :

yang sesuai dengan kaidah dan profesional

perundangan

*Sumber data olehan BPKAD Provinsi Lampung

Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi

Lampung dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 :

Gambar 2.1 Rapat Evaluasi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang APBD TA 2015 Kabupaten Lampung Barat

LAMBUING

M AL £ N U

5
=3 3 )
INDONESIA ST J 2 AT e T A Y R

*Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung
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Gambar 2.2 Exit Meeting Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan
Provinsi Lampung

*Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung

Gambar 2.3 Rapat Pelaksanaan Anggaran Bersama Pimpinana DPRD Provinsi
Lampung

LAMPUNG
PimAaju MENUJU
INDONESIA

ERIAS

*Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung
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Gambar 2.4 Sekretaris BPKAD Provinsi Lampung menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian
Inflasi di Daerah Tahun 2015

— e .o

*Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung

Gambar 2.5 Kepala UPTD P3Aset mewakili Kepala BPKAD Provinsi Lampung, melakukan Rapat
Koordinasi Persiapan Penertiban Tahap Kedua dan tinjau lapangan pada asset
milik pemerintah Provinsi Lampung
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Gambar 2.6 Pemasangan Banner untuk Penertiban Tanam Tumbuh dan Akses
Jalan di Sekolah Rakyat Kotabaru Jati Agung Lampung Selatan
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Gambar 2.7 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah pada SMKN 6 Bandar Lampung dan SMKN 3
Bandar Lampung

*Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung
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Gambar 2.8 Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama anatar Pemerintah Provinsi
Lampung dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Serta
Penetapan Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan

*Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung

Gambar 2.9 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengwasan Pola Pengeloaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah pada SMKN 1, SMKN 4, dan SMKN 8 Bandar
Lampung

-~ -

' *Sumber : Data Oiahé

-

n BK)\D Provinsi Lampung
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Gambar 2.10 Pembagian Surat Peringatan Ketiga (SP3) terkait pelaksanaan Penertiban tahap
kedua Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung

T —

*Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi meung
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AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pengukuran

Kerangka Pengukuran
Kinerja Capaian IKU
Evaluasi capaian Faktor
Pendukung dan
Penghambat

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dalam
hal ini BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan
tujuan dan sasaran dalam dokumen Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) periode
2025 - 2029 dan dituangkan lebih lanjut pada dokumen Perubahan Rencana
Kerja (P-Renja) Tahun 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) tahun
2025. Pada bab ini selain akan dilakukan pengukuran pencapaian tujuan dan
sasaran juga akan diuraikan tentang akuntabilitas keuangan terhadap seluruh
anggaran yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung.
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah
perlu menetapkan Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama
kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang
menjadi Tujuan dan Kinerja Utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis Instansi Pemerintah.
Berikut ini adalah acuan kinerja yang digunakan oleh BPKAD Provinsi
Lampung sebagai berikut:
¢ Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar
hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas
pokok dan fungsi organisasi.
e Indikator Sasaran Strategis
Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
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ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk
mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Berdasarkan Rekomendasi Menpan-RB terkait Hasil Evaluasi SAKIP
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bahwa Pada Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, masih terdapat indikator
kinerja yang belum relevan cukup untuk mengukur sasaran strategis yang
diperjanjikan, seperti "Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil
evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota" (dapat dilihat dalam situs Portal RB). Menindaklanjuti
rekomendasi  tersebut, BPKAD Provinsi Lampung melakukan
penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode 2025—
2029. Perubahan ini secara khusus dituangkan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2025, dengan mengganti indikator sebelumnya menjadi “Persentase
Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi
Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota”. Perubahan indikator ini mencerminkan pergeseran
paradigma pengukuran kinerja, dari yang semula berorientasi pada output
(output-based) menjadi lebih menekankan pada outcome dan kualitas kinerja
(outcome-based performance). Dengan adanya penambahan dimensi
ketepatan waktu, indikator ini menjadi lebih relevan karena tidak hanya
mengukur apakah suatu keputusan diterbitkan, tetapi juga apakah keputusan
tersebut diterbitkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selain
itu, indikator yang telah disempurnakan ini juga dinilai lebih selaras dengan
prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-
bound). Unsur “Time-bound” yang sebelumnya belum tergambar secara jelas
kini telah menjadi bagian utama dalam indikator, sehingga memudahkan
dalam proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Implikasi dari
perubahan ini juga berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja
BPKAD, karena setiap capaian tidak hanya diukur dari kuantitas dokumen
yang dihasilkan, tetapi juga dari disiplin waktu dalam penyelesaiannya. Hal
ini mendorong peningkatan koordinasi internal, perbaikan proses bisnis, serta
penguatan sistem pengendalian agar seluruh tahapan evaluasi Raperda
APBD, PAPBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian,
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perubahan Indikator Kinerja Utama pada periode 2025-2029 ini merupakan
langkah strategis dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP,
sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen kinerja di
lingkungan BPKAD Provinsi Lampung. Hal ini diharapkan dapat mendukung
terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, tepat waktu,
dan berorientasi pada hasil, sebagaimana tercermin dalam capaian IKU
Tahun 20252029 (terlihat pada jabaran Capaian IKU Tahun 2025-2029).

Pada Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2025 ini BPKAD Provinsi Lampung
merujuk pada Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana
tersebut pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025, Perubahan
Rencana Strategis BPKAD tahun 2025-2029 dan Perubahan RPJMD tahun
2025-2029.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan program dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi
pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instgansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran
kinerjanya, sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja

menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

Tabel. 3.1 Kategori Capaian Indikator Kinerja

1 Lebih dari 90% Sangat Memuaskan
2 Diatas 80% sampai dengan 90% Memuaskan

3 Diatas 70% sampai dengan 80% Sangat Baik

4 Diatas 60% sampai dengan 70% Baik

5 Diatas 50% sampai dengan 60% Cukup

6 Kurang dari 50% Kurang

*Sumber data : Permen PAN - RB Nomor: 88 Tahun, 2021.
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Dalam laporan ini, BPKAD Provinsi Lampung akan menampilkan data
penilaian tingkat pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dan
penilaian tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Renja Tahun 2025. Sesuai
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi
Instansi Pemerintah.

Pelaporan Kinerja didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025,
hasil review dan Perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Kepala
BPKAD Provinsi Lampung Provinsi Lampung 900/3638.a/V1.02/2025 tanggal 26
September 2025 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dimana telah
ditetapkan 3 (tiga) Indikator Sasaran yaitu :

1. Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang
hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

2. Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan

3. Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan

kaidah perundangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung memiliki peran yang sangat strategis sebagai
alat ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. IKU tidak hanya
menjadi instrumen penilaian kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam
perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah, khususnya di
bidang pengelolaan keuangan dan aset. Fungsi Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada BPKAD Provinsi Lampung sangat penting sebagai alat ukur, pengarah, dan
pengendali kinerja organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) memastikan bahwa
selurun proses pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan secara
akuntabel, transparan, efektif, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah,
sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan

peningkatan kinerja berkelanjutan.
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3.2 CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN DAN KINERJA UTAMA TAHUN 2025

a. Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2026

Capaian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian awal dari implementasi
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 yang disusun sebagai
pedoman dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang
efektif, transparan, dan akuntabel. Pada tahun pertama pelaksanaan Renstra
ini, fokus utama diarahkan pada penguatan sistem pengelolaan keuangan
daerah, peningkatan Kkualitas laporan keuangan, serta optimalisasi

pengelolaan aset daerah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, capaian kinerja Tahun 2025
ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan
anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan prioritas
pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari ketepatan waktu penyusunan dan
penyampaian laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Selain itu, koordinasi antar Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) semakin efektif sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan.

Pada bidang pengelolaan aset daerah, capaian kinerja difokuskan pada
penataan administrasi aset yang lebih tertib, melalui inventarisasi, penilaian,
dan pemanfaatan aset secara optimal. Upaya ini memberikan dampak positif
terhadap peningkatan nilai dan keamanan aset daerah serta mendukung

transparansi dalam pengelolaannya.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance), capaian kinerja Tahun 2025 juga ditandai dengan
meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap
pemerintah daerah, serta mendukung terciptanya pengelolaan fiskal yang

sehat dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa

tantangan, seperti kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
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optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penyesuaian terhadap
dinamika kebijakan fiskal. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 menjadi dasar
evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya dalam rangka

mencapai target Renstra secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan arah
yang positif dan sejalan dengan tujuan strategis Renstra 2025-2026, yaitu
mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional,
transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah capaian indikator kinerja utama BPKAD Provinsi

Lampung dalam periode 2025 - 2026 dijelaskan dalam Tabel 3.2 :

Meningkatnya Presentase
keputusan Gubernur
tentang hasil
Pengelolaan evaluasi Raperda 100% 100% 100% 100 100%
APBD, PAPBD dan
Keuangan dan -
Pertanggungjawaban
aset Daerah Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Presentase
Lampung Pelaporan BMD
yang sesuai dengan 75% 75% 75% 100 100% -
ketentuan yang
berlaku
Presentase Tata
Kelola Keuangan
Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 100 100% -
yang sesuai dengan
kaidah perundangan

Kualitas

Provinsi

*Sumber data olahan BPKAD 2025.

Capaian pada Rencana Strategis 2025-2026 dengan 1 sasaran yakni

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Provinsi

Lampung dengan 3 Indikator Sasaran yakni :

1. Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD,
PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan;

2. Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan; dan
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3. Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan
kaidah perundangan memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori

sangat memuaskan.

b. Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029

Pada periode tahun 2025, IKU BPKAD Provinsi Lampung mengalami
revisi pada penetapan indikator sasaran yang bertepatan dengan penyusunan
dokumen perencanaan untuk periode tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan
sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan
daerah, serta untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja organisasi
yang lebih relevan, terukur, dan berorientasi hasil (outcome).

Pada periode sebelumnya, indikator kinerja masih didominasi oleh
ukuran yang bersifat administratif dan berorientasi pada keluaran (output),
seperti penyusunan laporan keuangan dan jumlah dokumen yang
diselesaikan. Dalam Renstra Tahun 2025-2029, indikator sasaran mengalami
penyempurnaan dengan menitikberatkan pada aspek hasil dan dampak,
seperti peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat
akuntabilitas, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dibuktikan
dengan kualitas inventarisasi dan penyusunan laporan aset yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan ini juga mencerminkan upaya
untuk menyelaraskan indikator kinerja dengan prinsip good governance, di
mana transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas menjadi fokus
utama. Indikator seperti opini atas laporan keuangan, tingkat maturitas sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta indeks pengelolaan aset daerah
menjadi ukuran yang lebih komprehensif dalam menilai keberhasilan kinerja
BPKAD. Selain itu, penyesuaian indikator dilakukan untuk mendukung
transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan
memasukkan indikator yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi
keuangan dan aset secara terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
kecepatan, ketepatan, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan
daerah. Perubahan indikator sasaran juga mempertimbangkan kebutuhan
untuk meningkatkan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
sehingga indikator yang digunakan tidak hanya mengukur kinerja internal
BPKAD, tetapi juga mencerminkan kontribusi terhadap kinerja pemerintah
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daerah secara keseluruhan. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan
pengukuran kinerja BPKAD Provinsi Lampung menjadi lebih akurat dalam
menggambarkan capaian tujuan strategis organisasi. Selain itu, indikator yang
lebih adaptif dan berorientasi hasil akan memperkuat fungsi pengendalian dan
evaluasi kinerja, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola
keuangan dan aset daerah secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perubahan indikator sasaran pada IKU Tahun
2025-2029 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kinerja
BPKAD tidak hanya terukur dari sisi administratif, tetapi juga mampu

memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Berikut ini adalah capaian indikator kinerja utama BPKAD Provinsi

Lampung dalam periode 2025 - 2029 dijelaskan dalam Tabel 3.3 :

Meningkatnya Presentase

Kualitas Ketepatan Waktu
Pengelolaan Penerbitan
Keuangan dan | keputusan Gubernur
aset Daerah tentang hasil
Provinsi evaluasi Raperda
Lampung APBD, PAPBD dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Presentase
Pelaporan BMD
yang sesuai dengan 65% 66% 66% 100 70% - -
ketentuan yang
berlaku
Presentase Tata
Kelola Keuangan
Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 100 100% - -
yang sesuai dengan
kaidah perundangan
*Sumber data olahan BPKAD 2025.

100% 100% 100% 100 100% - -

Berdasarkan tabel tersebut, Capaian pada Sasaran Strategis 2025-2029

dengan 1 sasaran yakni Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan

aset Daerah Provinsi Lampung dengan 3 Indikator Sasaran yakni :

1. Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang
hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban
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Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja 100%
dengan kategori sangat memuaskan;
2. Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan; dan
3. Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan
kaidah perundangan memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori

sangat memuaskan.

Target Capaian Kinerja pada indikator Kinerja Utama diatas sebagai
tindaklanjut rekomendasi Menpan-RB, oleh karena itu BPKAD Provinsi
Lampung melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada periode 2025-2029. Perubahan ini secara khusus dituangkan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan mengganti indikator sebelumnya
menjadi “Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota”. Perubahan indikator ini mencerminkan
pergeseran paradigma pengukuran Kinerja, dari yang semula berorientasi
pada output (output-based) menjadi lebih menekankan pada outcome dan
kualitas kinerja (outcome-based performance). Dengan adanya penambahan
dimensi ketepatan waktu, indikator ini menjadi lebih relevan karena tidak
hanya mengukur apakah suatu keputusan diterbitkan, tetapi juga apakah
keputusan tersebut diterbitkan sesuai dengan batas waktu yang telah
ditentukan. Selain itu, indikator yang telah disempurnakan ini juga dinilai lebih
selaras dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant,
dan Time-bound). Unsur “Time-bound” yang sebelumnya belum tergambar
secara jelas kini telah menjadi bagian utama dalam indikator, sehingga
memudahkan dalam proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
Implikasi dari perubahan ini juga berdampak pada peningkatan akuntabilitas
kinerja BPKAD, karena setiap capaian tidak hanya diukur dari kuantitas
dokumen vyang dihasilkan, tetapi juga dari disiplin waktu dalam

penyelesaiannya.
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3.2 PENGUKURAN, ANALISIS, DAN EVALUAS| CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja
suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap
lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama,
dan menjadikan sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Program
(outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil
seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama
daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan
baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome
menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin
mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi
akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output
memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan
kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang
diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik
atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur
keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan
keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan
untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan
sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral
dan etika sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih profesional, artinya
pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas
dari pemberi layanan.
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A. Capaian kinerja berdasarkan RPD Provinsi Lampung Tahun
2025-2026

1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR SASARAN 1

SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan
Aset Daerah

TAHUN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA

WTP 100%

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung

IKU 1 : Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

Dalam tabel dijelaskan target dan capaian sasaran strategis BPKAD Provinsi

Lampung dalam kurun waktu 2019-2024 yaitu 100% dengan indikator sasaran
pada Peraihan Opini BPK tertinggi yaitu WTP. Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Provinsi Lampung menjadi dasar penilaian BPK. Laporan tersebut
merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh Perangkat Daerah
dan dengan upaya serta komitmen yang kuat dari seluruh aspek di BPKAD
Provinsi Lampung, Opini BPK yaitu WTP yang menjadi target kinerja kembali
diraih dan tahun 2024 peraihan opini WTP akan menjadi opini terbaik ke-11 yang

akan diraih oleh Provinsi Lampung

Selanjutnya dalam tabel 3.4, Sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap
Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berindikator “Opini BPK
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah diwijudkan dengan tingkat

ketercapaian maksimal yaitu 100% untuk Provinsi Lampung. Hal ini membuktikan
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bahwa Provinsi Lampung telah mampu untuk meningkatkan serta

mempertahankan kredibilitasnya dalam penyajian laporan keuangan pemerintah
daerah yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan serta perundang-an yang

berlaku.

Dalam tabel 3.4 pula dijelaskan bahwa terjadi perubahan arah sasaran strategi
yakni 2019-2024 “Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan
keuangan dan Aset Daerah” beralih sasaran Tahun 2025-2026 pada masa
peralihan dengan penyesuaian Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan sasaran
strategi yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung” dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan di yakni
“Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD
dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota” (tertuang pada

Indikator Sasaran 1) dengan Capaian 100%.

2. Capaian Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR SASARAN 2

SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan
dan Aset Daerah

TAHUN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA
019 WTP 100%
020 P 00%
0 WTP 100%
0 P 00%
0 WTP 100%
024 P 00%

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung

IKU 2 : Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam tabel 3.5 dijelaskan bahwa terjadi perubahan arah sasaran strategi

yakni 2019-2024 “Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan

keuangan dan Aset Daerah” beralih sasaran Tahun 2025-2029 pada masa
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peralihan dengan penyesuaian Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan sasaran

strategi yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung” dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan di yakni
“Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku”
(tertuang pada Indikator Sasaran 2) dengan Target 75 dengan Capaian 75 dan
realisasi capaiannya yakni 100%.

3. Capaian Kinerja Sasaran 3

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR SASARAN 3

SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan
Aset Daerah

TAHUN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA
019 WTP 100%
020 P 00%
: WTP 100%
0 P 00%
) WTP 100%
0/ > 00%

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung

IKU 3 : Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan

Dalam tabel 3.6, Sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berindikator “Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah diwijudkan dengan tingkat
ketercapaian maksimal yaitu 100% untuk Provinsi Lampung.

Dan tabel 3.6 pula dijelaskan bahwa terjadi perubahan arah sasaran
strategi yakni 2019-2024 “Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan
pengelolaan keuangan dan Aset Daerah” beralih sasaran Tahun 2025-2029 pada
masa peralihan dengan penyesuaian Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan

sasaran strategi yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset
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Daerah Provinsi Lampung” dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan di
yakni “Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan

kaidah perundangan” (tertuang pada Indikator Sasaran 3) dengan Capaian 100%.
B. Capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan RPJIMD 2025-2029

1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 yang diukur melalui persentase
ketepatan waktu penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, Perubahan APBD (PAPBD),
serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota menunjukkan
kinerja yang positif pada periode pelaporan. Indikator ini merupakan salah satu
tolok ukur penting dalam menilai efektivitas fungsi pembinaan dan pengawasan

pemerintah provinsi terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Ketepatan waktu dalam penerbitan keputusan gubernur menjadi krusial
karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran proses penetapan APBD di
tingkat kabupaten/kota. Dengan tercapainya indikator ini secara optimal,
pemerintah kabupaten/kota dapat segera menetapkan peraturan daerah tentang
APBD maupun perubahan APBD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,
sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tidak mengalami

keterlambatan.

Capaian indikator ini didukung oleh peningkatan koordinasi yang efektif
antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam
proses penyampaian dokumen Raperda dan kelengkapan administrasi yang
dipersyaratkan. Selain itu, optimalisasi peran tim evaluasi serta pemanfaatan
sistem informasi dalam proses evaluasi turut mempercepat tahapan verifikasi dan

penyusunan hasil evaluasi.

Dari sisi manfaat, ketepatan waktu penerbitan keputusan gubernur
memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi pemerintah kabupaten/kota
dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini juga mencerminkan komitmen
pemerintah provinsi dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang tertib,
efisien, dan akuntabel.
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Adapun dampak yang dihasilkan dari capaian indikator ini adalah
meningkatnya disiplin pengelolaan anggaran di tingkat kabupaten/kota, serta
terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah
pusat, provinsi, dan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan
daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi
masyarakat. Meskipun capaian indikator ini telah menunjukkan hasil yang baik,
masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan
kinerja, antara lain melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia,
peningkatan kualitas dokumen perencanaan dari kabupaten/kota, serta

pengembangan sistem evaluasi berbasis digital yang lebih terintegrasi.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR SASARAN 1

SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan
Aset Daerah

TAHUN TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA
100%

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung
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Dalam tabel dijelaskan target dan capaian sasaran strategis BPKAD
Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019-2024 yaitu 100% dengan indikator
sasaran pada Peraihan Opini BPK tertinggi yaitu WTP. Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung menjadi dasar penilaian BPK.
Laporan tersebut merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh
Perangkat Daerah dan dengan upaya serta komitmen yang kuat dari seluruh
aspek di BPKAD Provinsi Lampung, Opini BPK yaitu WTP yang menjadi target
kinerja kembali diraih dan tahun 2024 peraihan opini WTP akan menjadi opini

terbaik ke-11 yang akan diraih oleh Provinsi Lampung

Selanjutnya dalam tabel 3.7, Sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap
Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berindikator “Opini BPK
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah diwijudkan dengan tingkat
ketercapaian maksimal yaitu 100% untuk Provinsi Lampung. Hal ini membuktikan
bahwa Provinsi Lampung telah mampu untuk meningkatkan serta
mempertahankan kredibilitasnya dalam penyajian laporan keuangan pemerintah
daerah yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan serta perundang-an yang

berlaku.

Dalam tabel 3.7 pula dijelaskan bahwa terjadi perubahan arah sasaran
strategi yakni 2019-2024 “Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan
pengelolaan keuangan dan Aset Daerah” beralih sasaran Tahun 2025-2026 pada
masa peralihan dengan penyesuaian Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan
sasaran strategi yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung” dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan di
yakni “Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD,
PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota”, pada
peralihan yangh ditentukan di taun 2025-2029 berubah menjadi “Presentase
ketepatan waktu penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda
APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota”
(tertuang pada Indikator Sasaran 1) dengan Capaian 100%.

Merujuk pada pelaksanaan kegiatan pada kinerja indikator 1, BPKAD
Provinsi Lampung telah melakukan benchmarking dengan BPKAD di tingkat

Pemerintah Provinsi sebagai rujukan tingkat keberhasilan kinerja dan kesamaan
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indikator yang diampu oleh BPKAD Provinsi

benchmarking terlihat dalam tabel berikut :

Lampung,

adapun lokus

Tabel 3.8 Perbandingan Indikator 1 dengan BPKAD Provinsi Lampung
dengan Provinsi Lain

Lokus

T IKU 1 Target | Realisasi | Tahun Grafik Perbandingan
9
Presentase Ketepatan Waktu - — -
Provinsi Penerbitan keputusan Gubernur Pe'ba“f:i“ga“ Re:"“'_s' ‘ff“fa'a“ IKU
rovinsi tentang hasil evaluasi Raperda engan Frovinstiain
Lampung APBD. PAPBD dan 100 100 2025 )
Pertanggungjawaban Pelaksanaan B
APBD Kabupaten/ Kota
Provinsi Persentase Laporan - "ng““:B’”APBD
Jawa Pertanggungjawaban 5ang disusun 100 100 2025 B Foren Pernezsne
Tengan N

*Sumber data olahan BPKAD 2025.

Berdasarkan hasil benchmarking dengan Provinsi Jawa Tengah, realisasi

kinerja BPKAD Provinsi Lampung pada indikator 1 pada tahun 2025 mencapai

100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi

benchmark pada indikator 1 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, juga mencapai
100%. Berikut aksi yang telah dilaksanakan di Tahun 2025 BPKAD Provinsi

Lampung pada indikator 1 yakni dengan melaksanakan ketepatan waktu dalam

penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD,

dan Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota antara lain :

Dokumentasi 1 :

Sumber

ol
: i_l\
» il:

T
(e}

:
»
! 1

BPKAD
prOVINS| LAMP

- MBL, M
: https://lampungselatankab.qgo.id/web/2024/12/12/susun-apbd-2025-tepat-waktu-kinerja-pemkab-

-/

UNG

lampung-selatan-dapat-apresiasi-pemerintah-provinsi-lampung
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Sumber:https://lampungprov.qgo.id/detail-post/perubahan-apbd-2025-wujud-pengelolaan-

keuangan-daerah-yang-efektif-dan-akuntabel

. Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 yang diukur melalui
persentase pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku menunjukkan perkembangan yang positif dalam
mendukung tertib administrasi pengelolaan aset daerah. Indikator ini
menjadi tolok ukur penting dalam menilai tingkat kepatuhan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan

dan pelaporan aset pemerintah daerah.

Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan mencakup aspek
ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian dengan
standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Capaian indikator ini mencerminkan bahwa sebagian besar OPD telah
mampu menyusun dan menyampaikan laporan BMD secara tertib, akurat,
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari
upaya peningkatan koordinasi dan pembinaan yang dilakukan, termasuk
melalui sosialisasi regulasi, pendampingan teknis, serta pemanfaatan

sistem informasi pengelolaan aset daerah. Selain itu, komitmen OPD
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dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi juga turut

berkontribusi dalam menaningkatkan kualitas pelaporan BMD.

Dari sisi manfaat, capaian indikator ini memberikan gambaran yang
lebih akurat mengenai kondisi dan nilai aset daerah, sehingga
memudahkan dalam proses perencanaan, pengamanan, serta
pemanfaatan aset secara optimal. Pelaporan yang tertib juga mendukung
penyusunan laporan keuangan daerah yang andal dan sesuai dengan
standar yang ditetapkan. Adapun dampak yang dihasilkan adalah
meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset
daerah, serta berkurangnya potensi permasalahan seperti kehilangan,
penyalahgunaan, atau ketidaktertiban administrasi aset. Selain itu,
pengelolaan BMD yang baik juga berkontribusi terhadap peningkatan opini

audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR SASARAN 2

SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan
Aset Daerah

TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA
WTP 100%

TAHUN

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung

IKU 2 : Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam tabel 3.9 Sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berindikator “Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah diwijudkan dengan tingkat
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ketercapaian maksimal yaitu 100% untuk Provinsi Lampung. Hal ini membuktikan
telah

mempertahankan kredibilitasnya dalam penyajian laporan keuangan pemerintah

bahwa Provinsi Lampung mampu untuk meningkatkan serta

daerah yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan serta perundang-an yang
berlaku. Dan tabel 3.9 pula dijelaskan bahwa terjadi perubahan arah sasaran

2019-2024

pengelolaan keuangan dan Aset Daerah” beralih sasaran Tahun 2025-2029 pada

strategi yakni “Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan
masa peralihan dengan penyesuaian Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan
sasaran strategi yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Lampung” dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan di

yakni “Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

(tertuang pada Indikator Sasaran 2) dengan Target 66 dengan Capaian 66 dan

realisasi capaiannya yakni 100%.

Merujuk pada pelaksanaan kegiatan pada kinerja indikator 2, BPKAD
Provinsi Lampung telah melakukan benchmarking dengan BPKAD di tingkat
Pemerintah Provinsi sebagai rujukan tingkat keberhasilan kinerja dan kesamaan
indikator yang diampu oleh BPKAD Provinsi Lampung, adapun lokus
benchmarking terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Indikator 2 dengan BPKAD Provinsi Lampung
dengan Provinsi Lain

Lokus ) IKU 2 Target Realisasi Tahun Grafik Perbandingan
benchmarking
Presentase Pelaporan Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2
Provinsi BMD yang sesuai dengan Provinsi lain
Lampung dengan ketentuan yang 66 66 2025 1
berlaku - =Provinsi Lampung
Presentase Pelaporan BMD
yang sesuacengan
80 ketentuan yang berlsku
i 60
P rovi ns i pef:rzzigtadsaeejruar;] I?gng =H=Provinsi Jawa tengah
Jawa Ten an J 40 Persentase jumlah
9 mengelola Aset sesuai 100 100 2025 0
peraturan
perundangundangan ’ et "

*Sumber data olahan BPKAD 2025.

Berdasarkan hasil benchmarking dengan Provinsi Jawa Tengah, realisasi

kinerja BPKAD Provinsi Lampung pada indikator 2 pada tahun 2025 mencapai
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100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi
benchmark pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, juga mencapai 100%.

Meskipun capaian indikator ini telah menunjukkan hasil yang baik, masih
diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaporan,
khususnya dalam hal konsistensi pencatatan, pemutakhiran data aset, serta
integrasi sistem informasi antar OPD. Dengan demikian, pengelolaan BMD dapat

semakin optimal dan memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah.

Aksi yang telah dilaksanakan di Tahun 2025 BPKAD Provinsi Lampung
pada indikator 2 yakni dengan melaksanakan ketepatan waktu dalam Pelaporan

BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :

1. Pelaksanaan Penertiban Barang M|I|k Daerah di Desa Sabah Balau

Sumber : https:.//www.instagram.com/p/DPnxZWLDw7m/?utm _source=igq web copy //nk
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2. Pelaksanaan Penertiban BMD di Desa Sukarame Baru
N

Sumber : https.//lampung.antaranews.com/berita/763493/pemprov-lampung-tertibkan-sekitar-
43-rumah-di-lamsel-dan-bandarlampung

3. Pendataan BMD untuk pembangunan KDKMP

g | VAP ) 4 bangga % BPKAD B AKHLAK’#::&??:M
g s seAKiACHER B iR BerAHLAK T

Rapat Kondolidasi Teknis dan Akselerasi Pendataan Lahan
untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan
Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
di Provinsi Lampung (Virtual Meeting)

Selasa, 23 Des 2025 | Ruang Command Center Lantai Il Diskominfotik
ProvLampung

Sumber : https://www.instagram.com/p/DSmAiheD40K/?imqg _index=3&igsh=cXZ00WZvcWcOcmRk
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3. Capaian Kinerja Sasaran 3

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 yang diukur melalui persentase
tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan kaidah perundang-
undangan menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam mewujudkan
pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Indikator
ini menjadi salah satu ukuran strategis dalam menilai tingkat kepatuhan
pemerintah daerah terhadap regulasi yang berlaku dalam seluruh siklus
pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Capaian indikator ini mencerminkan bahwa proses pengelolaan keuangan
daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan disiplin fiskal dan kepatuhan administratif di

lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai upaya
strategis, antara lain penguatan regulasi internal, peningkatan kualitas
perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi fungsi pembinaan dan
pengawasan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang
terintegrasi juga berperan penting dalam meningkatkan akurasi data, efisiensi

proses, serta transparansi pengelolaan keuangan.

Dari sisi manfaat, tata kelola keuangan yang sesuai dengan kaidah
perundang-undangan memberikan jaminan bahwa penggunaan anggaran
daerah telah dilakukan secara tepat sasaran, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini juga mempermudah proses audit serta
meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan

daerah.

Adapun dampak yang dihasilkan dari capaian indikator ini adalah
meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang berkontribusi
terhadap pencapaian opini audit yang baik. Selain itu, tingkat kepercayaan
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masyarakat terhadap pemerintah daerah juga semakin meningkat seiring

dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan.

Meskipun capaian indikator ini menunjukkan hasil yang positif, masih
terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, konsistensi dalam penerapan regulasi, serta penguatan sistem
pengendalian internal di seluruh OPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya
berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada

periode berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian Indikator 3 mencerminkan keberhasilan
dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sesuai
dengan kaidah perundang-undangan, yang pada akhirnya mendukung
terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan

publik. Berikut tabel capaian dimaksud :

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR SASARAN 3
SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan
Aset Daerah

TAHUN

TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA
100%

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung

IKU 3 : Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan

Dalam tabel 3.10, Sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berindikator “Opini BPK terhadap
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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah diwijudkan dengan tingkat
ketercapaian maksimal yaitu 100% untuk Provinsi Lampung. Hal ini membuktikan
bahwa Provinsi Lampung telah mampu untuk meningkatkan serta
mempertahankan kredibilitasnya dalam penyajian laporan keuangan pemerintah
daerah yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan serta perundangan yang

berlaku.

Dan tabel 3.10 pula dijelaskan bahwa terjadi perubahan arah sasaran
strategi yakni 2019-2024 “Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan
pengelolaan keuangan dan Aset Daerah” beralih sasaran Tahun 2025-2029 pada
masa peralihan dengan penyesuaian Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan
sasaran strategi yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung” dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan di
yakni “Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan
kaidah perundangan” (tertuang pada Indikator Sasaran 3) dengan Capaian 100%.

Merujuk pada pelaksanaan kegiatan pada kinerja indikator 3, BPKAD
Provinsi Lampung telah melakukan benchmarking dengan BPKAD di tingkat
Pemerintah Provinsi sebagai rujukan tingkat keberhasilan kinerja dan kesamaan
indikator yang diampu oleh BPKAD Provinsi Lampung, adapun lokus
benchmarking terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.12 Perbandingan Indikator 3 dengan BPKAD Provinsi Lampung

dengan Provinsi Lain

Lokus . IKU 3 Target Realisasi Tahun Grafik Perbandingan
benchmarking
Presentase Tata KeIOIa Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 dengan
Provinsi Keuangan Pemerlntqh Provinsilain
Daerah yang sesuai 100 100 2025 —=FroinsLampung Fresentzse
Lampung . 1005 Tata Kelola Keuangan
dengan ka|dah - Pemenr\tahDaer_ahvar\g
perundangan o ok
~=Provinsi Jawa Tengan
9 Persentase Kualitas
%5 Pengelolaan Keuangan
Provinsi Persentase Kualitas -
Jawa Tengan # E—
9 Pengelolaan Keuangan 97,8 97,8 2025 s
Daerah o
9.5
Target Realisasi

*Sumber data olahan BPKAD 2025.

Berdasarkan hasil benchmarking dengan Provinsi Jawa Tengah, realisasi

kinerja BPKAD Provinsi Lampung pada indikator 3 pada tahun 2025 mencapai
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100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi
benchmark pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, juga mencapai 100%.
Aksi yang telah dilaksanakan di Tahun 2025 BPKAD Provinsi Lampung
pada indikator 3 yakni dengan melaksanakan Tata Kelola Keuangan Pemerintah

Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan antara lain :

1. Evaluasi Penyusunan APBD Tahun 2025
ﬁg__mn BerAKHLAK .ﬂme' SFani "W"‘l‘*“”“ @E@&-” Egggréfx’-ﬂﬁﬁi?:'m

Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025
yang diselenggarakan oleh Kemendagri Republik Indonesia
(Virtual Meeting)

lahulluzﬂ?slllnngnapnsduism

- - —

Sumber : https:.//www. lnstaqram com/p/DSoanA/vUK/'?/mq /ndex—4&lqsh dWVIdjdtMXRvZzBi

2. Pelaksanaan Anggaran bersama DPRD Provm3| Lampung

Senin 3 Novomber 2025 | Ruang Ketua DPRD P

Rapat Pelaksanaan Anggaran Bersama leplnun DPRD
Provinsi Lampung.

S @by F npung e F lampungprov.go.id

@) @bpkadproviampung @) bpkad.lampungprov.goid
Sumber : https://www.instagram.com/p/DQIXGJID1s /?img_index=1&igsh=MW5rYXB1cGJxMDIjZg
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g - - =04 :¢-’-."--
Rabu, 15 Oktober 2025 | Ruang Rapat Sakai Sambayan
Evaluasi Sektor Retribusi Daerah Triwulan | - ;
Triwulan lll Tahun 2025. < /@

5) @bpkadproviampung @ bpkadlampungprov.goid @) @bpkadproviampung @) bpkad.lampungprov.goid

Sumber : https:.//www.instagram.com/p/DPOWHfAD 1b/?img_index=1&igsh=e TZiIMG4wMTcyZGE4

Capaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung untuk tahun 2025 berdasarkan
pengukuran capaian kinerja Provinsi Lampung adalah masuk dalam kategori
“‘Sangat Memuaskan” yaitu diatas 90% sehingga peran kinerja BPKAD Provinsi
Lampung dalam mengelola keuangan daerah menjadi pendukung utama dalam

pemaksimalan kinerja perangkat daerah.

Dalam proses pencapaian Indikator Kinerja Utamanya BPKAD Provinsi
Lampung mempunya beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yang

dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13 Faktor Pendukung dan Penghambat

NO Faktor
Faktor Penghambat Solusi AKSI
Pendukung
1. Penyampaian o Keterlambatan informasi dan e BPKAD Provinsi Koordina
laporan tata keuangan dari Perangkat Lampung berupaya  sidan
keuangan tepat Daerah (SKPD). Selaku meningkatkan Pelaksa
waktu sesuai Satuan Kerja Pengelola percepatan penyampaian naan
yang dimaksud Keuangan Daerah (SKPKD) di informasi keuangan dari Akuntan

dalam Lampiran Lingkup Pemerintah Provinsi seluruh SKPD dengan  sidan
Peraturan Lampung, keberhasilan menerbitkan Surat Pelapora
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NO Faktor
Faktor Penghambat Solusi AKSI
Pendukung
Menteri Dalam pelaksanaan tugas BPKAD Edaran tentang batas n
Negeri No 77 Provinsi Lampung sangat waktu penyampaian Keuanga
Tahun 2020 terkait dengan tingkat Laporan Keuangan n
tentang tentang kemampuan SKPD dalam kepada tiap-tiap  Daerah
Pedoman menyampaikan informasi data Perangkat Daerah. Hal ini
Teknis keuangannya secara tepat dan mendapat reaksi positif
Pengelolaan akurat, namun demikian dalam terbukti dengan
Keuangan pelaksanaannya, SKPD di meningkatnya ketepatan
Daerah, Bab VII Lingkup Pemerintah Provinsi waktu penyampaian
tentang Lampung tidak seluruhnya laporan.
Pelaporan dapat menyampaikan Melalui Bidang Akuntansi
Keuangan informasi atau data telah dilaksanakan
Pemerintah keuangannya secara tepat Pembinaan berupa
Daerah dimana waktu,  khususnya terkait  penyelenggaraan
Penyajian penyampaian surat  coaching klinik yang
Laporan pertanggungjawaban (SPJ) dihadiri oleh perwakilan
Keuangan SKPD. Keterlambatan ini pada masing-masing
Pemerintah akhirnya  akan  berakibat  Perangkat Daerah.
Daerah (LKPD) semakin lamanya waktu dalam BPKAD Provinsi
merupakan menyusun dan menyampaikan Lampung memiliki
hasil konsolidasi Laporan Keuangan komitmen akan
Laporan Pemerintah Daerah (LKPD). berlangsungnya
Keuangan Kurangnya komitmen aparatur  kontinuitas dalam
seluruh pengelolaan keuangan Daerah melaksanakan
Perangkat terhadap aturan di Bidang pemantauan,
Daerah di Pengelolaan Keuangan dan pengarahan serta
Lingkungan Aset Daerah. Penyajian bimbingan atas
Pemerintah informasi dan laporan rekonsiliasi terhadap
Provinsi keuangan daerah yang masih pelaporan akuntansi
Lampung TA. belum sesuai dengan standar keuangan periode
2022 yang akuntansi pemerintah (SAP) bulanan, triwulan dan
didukung dan peraturan bidang semesteran  khususnya
dengan keuangan daerah lainnya yang untuk pendapatan, Dana
terbitnya berlaku. Selain itu tidak
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NO Faktor
Pendukung

Faktor Penghambat

Solusi

AKSI

Peraturan
Gubernur
Nomor 101
tahun 2016
tentang
Kebijakan
Akuntansi
Pemerintah
Daerah Provinsi

Lampung.

diberlakukannya sanksi tegas
terhadap pelanggaran aturan
yang terjadi menjadi salah satu
faktor yang berpengaruh pada
rendahnya komitmen aparatus
pengelolaan keuangan daerah
Pemerintah Provinsi Lampung
yang semakin memperparah
komitmen para aparatur
pengelola keuangan daerah.

Kurangnya kompetensi dan
pengetahuan tentang
pengelolaan keuangan daerah
di level

tingkat Perangkat

Daerah yang menyebabkan

adanya ketidaksesuaian
dengan peraturan yang
berlaku. Ketidaksesuaian ini

lebih cenderung kepada tingkat
kontrol pengelolaan keuangan

yang sangat lemah. Hal ini

disebabkan tidak
diterapkannya pengeloaan
internal dengan instrument
yang baik.

Kurangnya kemampuan teknis
akuntansi (penyusunan
laporan  keuangan) pada
tingkat Perangkat Daerah
menyebabkan proses

penyusunan laporan keuangan
PD harus selalu dipandu oleh
BPKAD

Bidang  Akuntansi

transfer pusat dan Dana
BLUD
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NO

Faktor
Pendukung

Faktor Penghambat

Solusi

AKSI

Melaksanakan
kegiatan
Rekonsilasi

Neraca Aktiva

sehingga penyerahan laporan
hampir mencapai batas waktu.
o Kendala sistem  jaringan
internet pada saat penggunaan
aplikasi khususnya entri data
serentak pada seluruh
perangkat daerah
Kurangnya komitmen dari para
Pengguna Barang dalam hal
penertiban dan pengamanan
aset, seperti contohnya dalam
hal upload dokumen Pembelian,
photo barang dan Kontrak Nota
pembel ian ke dalam aplikasi,
padahal hal ini sangat
diperhatikan oleh tim pemeriksa.
Bahkan KPK telah memetakan 8
area intervensi  Pemerintah
Daerah yang menjadi fokus
pencegahan korupsi :
1. Perencanaan &
Penganggaran
Pengadaan Barang & Jasa
Perizinan
Pengawasan APP
Manajemen ASN
Manajemen Aset Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah

©® N o ok~ WD

Tata kelola Dana Desa

Dalam hal penatausahaan aset,
penyerahan dokumen laporan
Aset Perangkat Daerah yang

tidak tepat waktu, menyebabkan

BPKAD Provinsi Lampung
melalui Bidang Aset

melaksanakan Rekon

Melaksa
nakan
Kegiatan
Pengelol
aan
Aset/
Barang
Milik

Daerah

Melaksa
nakan
Rekonsi

aliasi

88



- r ‘-
gﬁ_&;l_f)
- 14253 LALAANIID

NO Faktor )

Pendukung Faktor Penghambat Solusi AKSI
Tetap dalam terhambatnya penyelesaian Neraca
rangka Laporan Keuangan Pemerintah aset
Penyusunan Daerah tetap
LKPD Provinsi
Lampung.

4 Komitmen Dalam hal penatausahaan aset Melaksanakan kegiatan Melaksa
Pimpinan dalam dan penertiban aset milik penertiban aset nakan
memperbaiki Pemerintah, di lapangan banyak Pemerintah Provinsi = kegiatan
dan dijumpai pihak-pihak yang tidak Lampung yang dikuasai bersama
menyehatkan mengetahui atau tidak memiliki oleh pihal lain dengan dalam
aset-aset pemahaman tentang hal ini bekerja sama dengan pihak pengelol
Provinsi terutama untuk penertiban aset- Kepolisian Daerah aan

aset yang dikuasai pihak luar. (POLDA), BKN, Kejaksaan, BMD
KPK dan Sat Pol PP Prov.
Lampun

g

Dalam capaian indikator kinerja BPKAD Provinsi Lampung terdapat

manfaat dari hasil yang di capaian dalam proses pelaksanaan kegiatan dan

dampak bagi BPKAD Provinsi Lampung Provinsi Lampung serta masyarakat.

Dalam hal ini benefit/ impack dihasilkan dalam capaian kinerja BPKAD Provinsi

Lampung antara lain :

a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan hal ini akan berdampak semakin

meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan OPD;

b. Semakin meningkatnya tat kelola aset daerah menadi lebih tertib sehingga

optimlisasi pemanfaatan aset daerah lebih terjaga;

c. Pelayanan Publik semakin lebih baik dikarenakan pengelolaan keungan yang

baik berdampak pada kelancaran program pembangunan; dan

d. Stabilitas Fiskal/ ekonomi daerah lebih terjaga.

Hal ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang tercapai ditahun 2025

terhimpun dalam Capaian Kinerja pada hasil capaian kinerja yakni :
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1. Capaian kinerja nyata Indikator 1 “Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan
keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota” memiliki
capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan;

2. Capaian kinerja nyata Indikator 2 “Presentase Pelaporan BMD yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku” memiliki capaian kinerja 100% dengan
kategori sangat memuaskan; dan

3. Capaian kinerja nyata Indikator 3 “Presentase Tata Kelola Keuangan
Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan” memiliki

capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan.
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk melaksanakan tugasnya BPKAD Provinsi Lampung memperoleh
sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Pada Tahun Anggaran 2025 ini BPKAD Provinsi Lampung
memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.385.415.232.027,94,- dengan realisasi
anggaran mencapai Rp. 974.704.767.797,12 dengan realisasi sebesar
70,35%, sisa anggaran yang tidak terealisasi/ silpa yaitu sebesar Rp.
410.710.464.230,82.

Akuntabilitas Keuangan BPKAD Tahun 2025

1.400.000.000.000,00

1.200.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00
800.000.000.000,00
600.000.000.000,00
400.000.000.000,00

200.000.000.000,00
P-APBD 2025
Capaian
\ P-APBD 2025 realisasi Silpa Capaian
[ Akuntabilitas keuangan h.385.415.232.027,94 974.704.767.797,12 |1 410.710.464.230,82 70,35
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Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan

pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD

Provinsi Lampung pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.14 sebagai

berikut :

Pagu P-APBD 2025

(Rp)

Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan
keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi

Raperda APBD, PAPBD dan 795,906,890.00
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Keuangan Daerah 795,906,890.00

Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku PR

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 6,029,476,969.00

Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah

Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan IR B2

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1,215,033,765,410.47
g:gglrr?sr? Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163,556,082,758.47

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2025

Dan terlihat dengan diagram :

Realisasi P-APBD
(Rp)

588,721,854.00

588,721,854.00

5,477,782,651.00

5,477,782,651.00

689,143,282,657.88

549,101,431,413.76
140,041,851,244.12

Capaian
(%)

73.97%

73.97%

90.85%

90.85%

49.99%

45.19%
85.62%

Realisasi Anggaran Indikator Sasaran Tahun 2025

o

Presentase Tata Kelola Keuangan
Pemerintah Daerah yang sesuai
dengan kaidah perundangan

477-782.651,00

Presentase Pelaporan BMD yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

-

029.476.969,00

Presentase Ketepatan Waktu
Penerbitan keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi Raperda APBD,

PAPBD dan Pertanggungjawaban...

88.721.854,00

-

95.906.890,00

—689:143.282.657,88

1.378.589.848.168,9

s

Realisasi ® Pagu P-APBD 2025 0,00 1.000.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

Berdasarkan tabel dan diagram diatas maka dapat dijelaskan bahwa:
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1. Dalam mencapai Indikator Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan
keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota didukung 1
(Satu) Program yakni Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan total
anggaran senilai Rp. 795,906,890.00 dengan realisasi Rp. 588,721,854.00

capaian anggaran mencapai 73.97%.

2. Dalam mencapai Indikator Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku didukung 1 (Satu) yakni Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah dengan total anggaran senilai Rp. 6,029,476,969.00
dengan realisasi Rp. 5,477,782,651.00 capaian anggaran mencapai 90.85%

3. Dalam mencapai Indikator Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah
Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan didukung 2 (dua) yakni
Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi dengan total anggaran senilai Rp.
1,378,589,848,168.94 dengan realisasi Rp. 689,143,282,657.88 capaian
anggaran mencapai 49.99%.

Berdasarkan analisis Capaian Indikator Sasaran yang berorientasi pada
akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa BPKAD Provinsi Lampung telah
mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan,
akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Capaian indikator sasaran yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan pada
BPKAD Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang relatif optimal dan
konsisten, terutama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sehingga kedepan dengan penguatan pada aspek digitalisasi, SDM, manajemen
risiko, dan integrasi sistem, BPKAD Provinsi Lampung diproyeksikan mampu
mencapai tingkat akuntabilitas keuangan yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan

adaptif terhadap perubahan.

Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Provinsi Lampung Tahun 2025 dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah secara efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel. Penyusunan anggaran ini mengacu pada prioritas
pembangunan daerah serta kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun 2025.Berikut anggaran Tahun 2025 :
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Tabel 3.15 Rincian Anggaran BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025

ANGGRAAN CAPAIAN
PROGRAM/KEG./SUBKEG. INDIKATOR SATUAN P-APBD 2025 REALISASI (%)
e e Persentase layanan Penunjang
Pemgrlr_ltahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah % 163,556,082,758.47 | 140,041,851,244.12 85.62%
Provinsi
Perencanaan, Persentase Dokumen
Penganggaran, dan Perencanaan dan evaluasi o 98.59%
Evaluasi Kinerja Perangkat kinerja perangkat daerah tepat ° 150,000,000.00 147,886,541.00 e
Daerah waktu
Penyusunan Dokumen Tersusunnya Dokumen
0,
Ezgigﬁanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Daerah dokumen eI 75,271,747.00 ERLEE
Tersediannya Dokumen RKA
Koordinasi dan Penyusunan | SKPD dan Laporan Hasil
Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan dokumen Figsel LIy 7,514,843.00 LS
Dokumen RKA
Tersedianya Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan | Perubahan RKA SKPD dan
Dokumen Perubahan RKA- Laporan Hasil Koordinasi dokumen 8,779,840.00 94.84%
8,327,164.00
SKPD Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA SKPD
Tersedianya Dokumen DPA
Koordinasi dan Penyusunan | SKPD dan Laporan Hasil 3
DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan dokumen fpHl ALY 8,605,974.00 | 29:03%
Dokumen DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD dan
; e o
Perubahan DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi dokumen 4,911,400.00 4,886,319.00 99.49%
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA- SKPD
Tersedianya Laporan Capaian
Koordinasi dan Penyusunan | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD dan Laporan ®
dan Ikhtisar Realiisai Kinerja | Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan (LA AL 10,052,502.00 | 99-89%
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Terlaksananya Evaluasi Kinerja ®
Daerah Perangkat PD Laporan EEARA, TR0 33,227,992.00 | 29-3%%
Persentase Layanan
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 0 ®
Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang tepat %o 160,058,664,238.47 | 137,452,656,670.12 85.88%
waktu
. . Jumlah Orang/Bulan yang
Penyediaan Gaji dan A " . 146 orang ®
Tunjangan ASN Xlgplenma Gaiji dan Tunjangan /14 Bulan 137,196,704,888.47 115,655,208,688.12 84.30%
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Penatausahaan dan o
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan Dokumen A ERE L T 21,511,336,042.00 R
Keuangan SKPD SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan | Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Laporan Keuangan Akhir Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 25,000,000.00 93.974.737.00 95.90%
Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun e
SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan | Jumlah dokumen bahan
Bahan Tanggapan tanggapan pemeriksaan dan Dokumen 235,741,000.00 232 718.405.00 98.72%

Pemeriksaan

tindak lanjut pemeriksaan
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Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan

Jumlah laporan keuangan
bulanan/ triwulanan/
semesteran SKPD dan laporan

0,
Bulanan/Triwulanan/ koordinasi penyusunan laporan Laporan L RET L 29,418,798.00 e
Semesteran SKPD keuangan bulanan/ triwulanan/
semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Persentase penyusunan
Daerah pada Perangkat Laporan Barang Milik Daerah % 29,884,970.00 29,847,796.00 99.88%
Daerah tepat waktu
Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi
Penyusunan Laporan dan Penyusunan Laporan o ®
Barang Milik Daerah pada Barang Milik Daerah pada Y A Y 4,884,900.00 TR
SKPD SKPD
Penatausahaan Barang Deahann et itk Baerah orang 25,000,000.00 99.85%
Milik Daerah pada SKPD 9 (Laporan) e 24,962,896.00 e
pada SKPD
- . . Persentase pelayanan
Administrasi Kepegawaian Ao H . G
Perangkat Daerah administrasi kepegawaian % -
yang tepat waktu
Kegiatan Pengadaan . .
. . Jumlah Paket Pakaian Dinas
Pakaian Dinas Beserta . paket -
Atribut Kelengkapannya Beserta Atribut Kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan
Pegawai Berdasarkan Pelatihan Pegawai Berdasarkan orang :
Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi
R Jumlah Orang yang Melakukan
Sosialisasi Peraturan e
Sosialisasi Peraturan orang
Perundang- Undangan Perundang- Undangan -
— - Persentase pelayanan
el ] A administrasi Umum yang % 1,694,628,710.00 |  1,172,346,961.00 | 69.18%
Perangkat Daerah
tepat waktu
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Tangga paket 292,094,270.00 92.39%
Perlengkapan Kantor yang disediakan 269,856,580.00
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 9
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan paket EEEEIET 20K 33,783,000.00 SRR
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetak
0,
Cetakan dan Penggandaan dgn Pgnggandaan yang paket SR UL 52,717,742.00 SELTTR
Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan
dan Peraturan Perundang- Bacaan Peraturan Perundang- Dokumen - ) -
undangan undangan yang Disediakan
Penyediaan Bahan / Jumlah Paket Bahan/Material 9
Material yang Disediakan paket HMEET HE000 62,482,265.00 | °845%
S . Jumlah Laporan Fasilitasi ®
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu Laporan 298,677,800.00 122,480,000.00 41.01%
Jumlah Laporan
Penyglenggaraan Rapat . Penyelenggaraan Rapat o,
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Laporan 946,484,250.00 631,027,374.00 66.67%
SKPD
SKPD
Pengadaan Barang Milik Persentase Pengadaan
Daerah Penunjang Urusan | Barang Milik Daerah tepat % 106,720,530.00 57,481,350.00 53.86%
Pemerintah Daerah waktu
Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau
Prasarana Gedung Kantor 9 Unit 106,720,530.00 53.86%

atau Bangunan Lainnya

Bangunan Lainnya yang
disediakan

57,481,350.00
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Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung

Jumlah Unit Sarana dan
Prasana Pendukung Gedung

i - !
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya Unit ER
Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Persentase pelayanan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan % 734,575,860.00 729,100,000.00 99.25%
Pemerintahan Daerah Pemerintah tepat waktu
. Jumlah Laporan Penyedia Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan ®
Umum Kantor Pglaygnan Umum Kantor yang Laporan 734,575,860.00 729.100,000.00 99.25%
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik | Persentase Pemeliharaan
Daerah Penunjang Urusan | Barang Milik Daerah tepat % 781,608,450.00 452,531,926.00 57.90%
Pemerintahan Daerah waktu
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas . o
Kendaraan Perorangan Jabatan yang Dipelihara dan Unit ST R A 290,564,726.00 RO
Dinas atau Kendaraan Dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
Pemeliharaan / Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan : o
Gedung Kantor atau Lainnya yang Unit LB D0 161,967,200.00 SR
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Persentase Kualitas dan
T [ Kapasitas Pengelolaan % 1,215,829,672,300.47 | 829,185,133,902.00 | 68.20%
Keuangan Daerah q
keuangan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Persentase Perda dan Pergub
Penyusunan Rencana APBD Murni dan Perubahan % 3,019,124,136.00 2,770,198,682.00 91.76%
Anggaran Daerah Tepat Waktu
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen KUA dan o
KUA dan PPAS PPAS yang disusun dokumen L 165,700,460.00 | 2482%
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen Perubahan
Perubahan KUA dan KUA dan Perubahan PPAS dokumen 174,799,000.00 94.67%
- 165,479,465.00
Perubahan PPAS yang disusun
Koordinasi, Penyusunan Jumlah RKA SKPD yang
dan Verifikasi RKA-SKPD | Diverifikasi dokumen kst Ul 131,165,675.00 | ©921%
Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi Perubahan J:g"agifeerirﬁi’:;a” RKASKPD | jokumen 80,694,000.00 72161.362.00 |  89-43%
RKA-SKPD yang 101,502,
Koordinasi, Penyusunan Jumlah DPA-SKPD yang ®
dan Verifikasi DPA-SKPD | Diverifikasi dokumen 46,638,796.00 46,417,365.00 | 2093%
Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi Perubahan | Jamien Perubanan DPA-SKPD 1 goiymen 113,434,900.00 110.308.688.00 | 97-32%
DPA-SKPD yang 996,088,
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah
Peraturan Daerah tentang tentang APBD dan Peraturan
APBD dan Peraturan Kepala 9 dokumen 1,036,574,000.00 95.45%
A Kepala Daerah tentang 989,430,340.00
Daerah tentang Penjabaran Peniabaran APBD
APBD enjabara
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah dokumen 1,045,322,400.00 96.34%

Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

tentang Penjabaran Perubahan
APBD

1,007,079,247.00
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Koordinasi dan Penyusunan

Jumlah Dokumen Regulasi

Regulasi serta Kebijakan serta Kebijakan Bidang dokumen 96,711,240.00 70.160.077.00 72.55%
Bidang Anggaran Anggaran ’ ’ ’
Koordinasi Perencanaan Koordinas) Perencanaan dokumen 60,677,300.00 20.12%
Anggaran Pembiayaan . e 12,206,003.00 e
Anggaran Pembiayaan
Pembinaan Pengelolaan Persentase Kab/ Kota yang
Keuangan Daerah menetapkan APBD tepat % 795,906,890.00 588,721,854.00 73.97%
Kabupaten / Kota waktu
Evaluasi Rancangan .
Peraturan Daerah tentang Terlaksananya Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah
APBD Kabupaten/Kota dan
tentang APBD Kab/kota dan 0
Rancangan Peraturan Laporan 241,508,800.00 81.16%
Rancangan Peraturan Kepala 195,997,714.00
Kepala Daerah tentang .
; Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran APBD
APBD Kab/Kota
Kabupaten /Kota
Evaluasi Rancangan .
Terlaksananya Evaluasi
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Perubahan APBD
Kabupaten/ Kota dan :?TSS%P§MbShanAPBD L 240,554,400.00 85.32%
ab/kota dan Rancangan aporan ,554,400. .32%
Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah 205,239,835.00
Kepala Daerah tentang )
: tentang Penjabaran Perubahan
Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota
APBD Kabupaten /Kota
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Telaksananya Evaluasi
Pertanggungjawaban Rancangan Peraturan Daerah
Pelaksanaan APBD tentang Pertanggungjawaban
Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan APBD Kab/kota
Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan Laporan 179,195,100.00 82.05%
147,023,155.00
Kepala Daerah tentang Kepala Daerah tentang
Penjabaran Penjabaran
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Kabupaten / Kota
Asistensi Pengelolaan Terlaksananya Asistensi
Pengeloaan Keuangan Dokumen 67,587,700.00 59.86%
Keuangan Kabupaten / Kota Kabupaten/Kota 40,461,150.00
Sosialisasi Regulasi Bidang Telaksananya Sosialisasi
H H 0,
Keuangan Daerah Regulasi Bidang Keuangan Laporan 67,060,890.00 0.00%
Daerah
Konsultasi dan Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan Penyusunan Konsultasi dan Koordinasi
dan Evaluasi Rancangan Pembinaan Penyusunan dan
Peraturan Daerah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
APBD Kabupaten/Kota dan Daerah tentang APBD Laporan - - -

Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD Kabupaten/Kota
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Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan
dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD

Jumlah Dokumen Hasil
Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan

Kabupaten/Kota dan APBD Kabupaten/Kota dan Laporan B ) .
Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Kepala
Kepala Daerah tentang Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran Perubahan Perubahan APBD
APBD Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pembinaan Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti
Sistem Informasi Pembinaan Implementasi
Pemerintah Daerah Bidang Sistem Informasi Pemerintah Laporan - - -
Keuangan Daerah Daerah Bidang Keuangan
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Persentase Realisasi Belanja
Pengelolaan sesuai dengan aturan dan % 955,958,245.00 933,056,582.00 97.60%
Perbendaharaan Daerah persyaratan yang berlaku
Koordinasi dan Pengelolaan | Terlaksananya Koordinasi dan o
Kas Daerah Pengelolaan Kas Daerah Dokumen SR AT IR0 371,429,206.00 LT
Pengelolaan Sisa Lebih Terkelolanya Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Perhitungan Anggaran Tahun Laporan 11,828,600.00 11.820.275.00 99.93%
Tahun Sebelumnya Sebelumnya emenT
E::éiear[])dagl,iaietljaaknsanaan Jumlah Dokumen Hasil
. Pengendalian dan Penerbitan Dokumen 157,171,045.00 97.00%
Penerbitan Anggaran Kas Anggaran Kas dan SPD 152,463,240.00
dan SPD
Penatausahaan Jumlah Dokumen Hasil
Pembiayaan Daerah Penatausahaan Pembiayaan Dokumen 20,610,100.00 5.580,367.00
Daerah
- I Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi, Fasilitasi, Fasilitasi Asistensi,
Asistensi, Sinkronisasi, - . -
Supervisi, Monitoring, dan Slnk_ron_lsash Superwsu_ o
Evaluasi Pengelolaan Dana Monitoring dan Evaluasi Dokumen 44,000,900.00 43,965,863.00 99.92%
’ Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana .
’ Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya :
Transfer Lainnya
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi, Pelaksanaan Penyusunan Laporan Realisasi
Kerjasama dan Pemantauan | Penerimaan dan Pengeluaran
Transaksi Non Tunai Kas Daerah Laporan Aliran Kas o
dengan Lembaga Keuangan | dan Pelaksanaan Dokumen ABRE L 41,392,704.00 SRl
Bank dan Lembaga Pemungutan/Pemotongan dan
Keuangan Bukan Bank Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Koordinasi da_n Pe_znyusunan Terlaksananya Koordinasi
Laporan Realisasi .
: Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan .
Penerimaan dan Pengeluaran
Pengeluaran Kas Dae rah, Kas Daerah Laporan Aliran Kas
Laporan Aliran Kas, dan P Laporan 74,230,200.00 99.45%

Pelaksanaan Pemungutan /
Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)

dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

73,822,227.00
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Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta

Terlaksananya Rekonsiliasi
Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta

0,
Pemungutan dan Pemungutan dan Pemotongan Dokumen DT 232,582,700.00 ERLEE
Pemotongan Atas SP2D Atas SP2D Dengan Instansi
dengan Instansi Terkait Terkait
Koordinasi dan
. Persentase Perda Laporan
Pelaksanaan Akuntansi | o\ 20020 Pemda Tepat % 1,022,684,845.00 620,355,898.00 | 60.66%
dan Pelaporan Keuangan
Waktu
Daerah
. Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan .
Akuntansi Penerimaan dan Pelak§anaan Akuntansi Laporan 31,712,000.00 98.75%
Penerimaan dan Pengeluaran 31,314,254.00
Pengeluaran Kas Daerah
KAS Daerah
Koordinasi Penyusunan
Laporan Tersedianya Laporan
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban o
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Bulanan, Laporan S50 0 ek 00 221,578,065.00 CRl
Bulanan, Triwulanan dan Triwulan dan Semesteran
Semesteran
Koordinasi dan Penyusunan .
Tersedianya Rancangan
Rancangan Peraturan
Peraturan Daerah tentang
Daerah tentang .
) Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban .
Pelaksanaan APBD Provinsi Pelaksanaan APBD Provinsi
0,
dan Rancangan Peraturan dan Rancangan Peraturan Dokumen 426,912,860.00 240,860,367.00 56.42%
Kepala Daerah tentang
Kepala Daerah tentang Peni
: enjabaran
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi Pelaksanaan APBD
Koordinasi, Sinkronisasi, Terlaksananya
dan Penyelesaian Tuntutan KoordlnaS|_,S|nkron|saS| dan .
Perbendaharaan dan Penyelesaian Tuntutan Dokumen 117,120,350.00 49.126,719.00 41.95%
. Perbendaharaan dan Tuntutan
Tuntutan Kerugian Daerah .
Kerugian daerah
Pembinaan Akuntansi, Terlaksananya Pembinaan
Pelaporan dan Akuntansi, Pelaporan dan ®
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Orang /e AULILY 18,046,308.00 SRR
Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi
Pembinaan Pengelolaan Terlaksananya Pembinaan
0,
Keuangan BLUD Provinsi Efg\%ﬁlsci)laan Keuangan BLUD Lembaga 98,195,200.00 59.430,185.00 60.52%
. Persentase kegiatan
I ] L Pengelolaan Keuangan
0, 0,
Kewenangan Pengelolaan Daerah sesuai dengan aturan % 1,208,679,566,584.47 | 823,255,489,633.00 68.11%
Keuangan Daerah
yang berlaku
Analisis Investasi Terlaksananya Analisis o
Pemerintah Daerah Investasi Pemerintah Daerah Laporan R0 19,096,067.00 el
Analisis Perencanaan dan Jumlah Laporan Hasil Analisis
0,
Penyaluran Bantuan Perencanaan dan Penyaluran Laporan 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 100.00%
Bantuan
Pengelolaan Dana Darurat Terkelolanya Dana Darurat dan 0
dan Mendesak Mendesak Laporan iz LUy 1,493,747,989.00 | 1617%
Pengelolaan Dana Bagi Terkelolanya Dana Bagi Hasil Laporan 1,188,359,418,884.47 68.22%

Hasil Provinsi

Provinsi

810,742,645,577.00
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Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem

Persentase PD yang
mengaplikasikan Sistem

Informasi Pemerintah Informasi Keuangan daerah % 1,356,431,600.00 1,017,311,253.00 75.00%
Daerah Lingkup Keuangan | yang akuntabel dan
Daerah terintegrasi
Inventarisasi dan Analisis Jumlah Dokumen Hasil
Data Bidang Keuangan Inventarisasi dan Analisis Data Dokumen 257,877,600.00 15.95%
) 41,130,210.00
Daerah Bidang Keuangan Daerah
Implementasi dan Jumlah Dokumen Hasil
Pemeliharaan Sistem Implementasi dan Pemeliharaan
Informasi Pemerintah Sistem Informasi Pemerintah Dokumen 999,370,000.00 89.00%
. . 889,413,686.00
Daerah Bidang Keuangan Daerah Bidang Keuangan
Daerah Daerah
Pembinaan Sistem Jumlah Orang yang Mengikuti
Informasi Pemerintah Pembinaan Sistem Informasi o
Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Bidang Orang Sk 000 86,767,357.00 el
Daerah Pemerintah Provinsi | Keuangan Pemerintah Provinsi
Persentase Kualitas dan
Program Pengelolaan o O o,
Barang Milik Daerah IR A E R AEEY & 6,029,476,969.00 |  5,477,782,651.00 | 0-8%%
Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Persentase Dokumen Aset % 6,029,476,969.00 5,477,782,651.00 90.85%
Daerah Daerah yang tepat waktu
H 0,
Penyusunan Standar Harga | Tersedianya Standar Harga Dokumen 286,197,370.00 234,054,750.00 81.78%
Penyusun_a_n Standar Tersedianya Standar BMD dan
Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Dokumen 11,591,220.00 47.53%
Standar Kebutuhan Barang e e 5,509,598.00 '
. Milik Daerah
Milik Daerah
Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana
ili 0,
Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan BMD Dokumen 11,400,990.00 8,050,087.00 70.61%
Daerah
Penyusunan Kebijakan . .
- Tersedianya Kebijakan 0
Pengelolaan Barang Milik Pengelolaan BMD Dokumen 233,905,536.00 216,536,039.00 92.57%
Daerah
Penatausahaan Barang Terlaksananya Penatausahaan
Milik Daerah BMD Laporan 22,046,300.00 13,231,150.00 | 00:02%
Inventarisasi Barang Milik Terlaksananya Inventarisasi 9
Daerah BMD Laporan 359,553,100.00 326,826,151.00 90.90%
Pengamanan Barang Milik Terlaksananay Pengamanan ®
Daerah BMD Laporan 3,819,703,100.00 3.554,435,564.00 93.06%
Penilaian Barang Milik Terlaksananya Penilaian ®
Daerah Barang Milik Daerah Laporan 2L Dl 225,240,186.00 | 0:01%
Pengawasan dan Terlaksananaya Pengawasan
Pengendalian Pengelolaan dan Pengendalian Pengelolaan Laporan 117,148,156.00 114.872.366.00 98.06%
Barang Milik Daerah BMD T
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Terlaksanaanya Optimalisasi
Pemindahtanganan, Penggunaan,Pemanfaatan,Pem 6
Pemusnahan, dan indah tanganan,Pemusnahaan Dokumen AL SR 0 443,284,005.00 e
Penghapusan Barang Milik dan Penghapusan BMD
Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Terlaksanaanya Laporan
o o
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dalam Rangka Laporan 254,971,600.00 234,904,792.00 92.13%

Barang Milik Daerah

Penyusunan Laporan BMD
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Penyusunan Laporan Terlaksananya Laporan Barang

Barang Milik Daerah Milik Daerah Laporan 812705 503100 47,970,490.00 | 211%
Pembinaan Pengelolaan .
Barang Millk Daerah Pangsiniaon EMD Pemarintzh oran 92,917,220.00 56.90%
Pemerintah Kabupaten g 9 Fhest 52,867,473.00 R
Kab/Kota
/ Kota
JUMLAH 1,385,415,232,027.94 | 974,704,767,797.12 70.35%

Sumber data : Simonev 2025

Pada komponen belanja operasi, anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan
rutin dan operasional perkantoran, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
serta kegiatan pendukung administrasi perkantoran. Belanja ini juga mencakup
pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan,

serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, pada belanja modal, anggaran dialokasikan untuk pengadaan sarana
dan prasarana pendukung kinerja, seperti perangkat teknologi informasi, pengembangan
sistem informasi keuangan dan aset daerah, serta kebutuhan infrastruktur lainnya yang

menunjang optimalisasi pelayanan dan kinerja organisasi.

Selain itu, anggaran BPKAD juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan

program strategis, antara lain:

e Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
e Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib dan optimal,

e Penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah yang akuntabel; dan

Alokasi anggaran ini diharapkan mampu mendorong tercapainya indikator kinerja
utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta memberikan kontribusi

nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran BPKAD Tahun 2025 tetap
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta
berorientasi pada hasil (outcome) guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan

daerah.
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3.4 EFESIENSI & EFEKTIVITAS

Berdasarkan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 maka telah ditetapkan
target kinerja dan pagu anggaran dalam mencapai sasaran strategis perangkat daerah.
Setelah pengukuruan kinerja maka dapat diketahui bahwa terdapat efektifitas dan
efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan membandingkan kinerja dan

anggaran.

Berikut ini perincian tingkat efektifitas kinerja dan efisiensi anggaran pada masing-

masing Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi Lampung :

Tabel 3.16 Tabel Efektif & Efisien BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025

KINERJA 2025 ANGGARAN P-APBD 2025

SATUAN CAPAI
TARGET | REALISASI | CAPAIAN P-APBD 2025 REALISASI AN (%)

IKU PROGRAM/KEG./SUBKEG

Pembinaan Pengelolaan 100 100 100
Keuangan Daerah % 795,906,890.00 588,721,854.00 | 73.97%
Kabupaten / Kota

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Laporan 5 5 5 241,508,800.00 195,997,714.00 81.16%
Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD
Kabupaten /Kota

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
Kabupaten/ Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten /Kota
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Laporan 5 5 5
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten / Kota

Laporan 5 5 5 85.32%

240,554,400.00 205,239,835.00

179,195,100.00 147,023,155.00 | 82:09%
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Asistensi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten /
Kota

Dokumen

60

60

60

67,587,700.00

40,461,150.00

59.86%

Sosialisasi Regulasi Bidang
Keuangan Daerah

Laporan

67,060,890.00

0.00%

Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan
dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota

Laporan

Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan
dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten/Kota

Laporan

Pembinaan Implementasi
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

Laporan

250 250 100
Program Pengelolaan o 90.85%
Barang Milik Daerah ° 6,029,476,969.00 | 5,477,782,651.00 i
p tof B Milik 250 250 100
engelofaan Barang Will % 6,029,476,969.00 | 5,477,782,651.00 | 90.85%
Daerah
5 5 5
Penyusunan Standar Harga Dokumen 286,197,370.00 234,054,750.00 81.78%
Penyusunan Standar 5 5 5
Barang Milik Daerah dan 0
Standar Kebutuhan Barang | D°kKumen 11,591,220.00 5,509,598.00 47.53%
Milik Daerah
Penyusunan Rencana 5 5 5
Kebutuhan Barang Milik Dokumen 11,400,990.00 8,050,087.00 70.61%
Daerah
Penyusunan Kebijakan 10 10 10
il 0,
Pengelolaan Barang Milik Dokumen 233,905,536.00 216,536,039.00 92.57%
Daerah
Penat: h B > > >
enatausahaan Barang
Milik Daerah Laporan 22,046,300.00 13,231,150.00 | 80-02%
| tarisasi B Milik 10 10 10
nventarisasi Barang Mili
Daerah Laporan 359,553,100.00 326,826,151.00 | 20-90%
o 5 ik 20 20 20
engamanan Barang Mili Laporan 93.06%

Daerah

3,819,703,100.00

3,554,435,564.00
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Penilaian Barang Milik
Daerah

Laporan

296,335,415.00

225,240,186.00

76.01%

Pengawasan dan
Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Laporan

10

10

10

117,148,156.00

114,872,366.00

98.06%

Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

Dokumen

10

10

10

457,180,362.00

443,284,005.00

96.96%

Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

Laporan

10

10

10

254,971,600.00

234,904,792.00

92.13%

Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

Laporan

66,526,600.00

47,970,490.00

72.11%

Program Penunjang Urusan 4285 4285 100
Pemerintahan Daerah % 163’556’082’758'; 140’041’851’2?2' 85.62%
Provinsi
Perencanaan, 90 90 100
Penganggaran, dan ® o,
Evaluasi Kinerja Perangkat i 150,000,000.00 |  147,886,541.00 | 25-39%
Daerah
Penyusunan Dokumen 25 15 5
Perencanaan Perangkat dokumen 75.778.990.00 75.271.747.00 99.33%
Daerah
Koordi i dan P > 3 !
oordinasi dan Penyusunan o
Dokumen RKA-SKPD dokumen 7,969,100.00 7,514,843.00 | 94-30%
5 3 1
Koordinasi dan Penyusunan
- 0,
Dokumen Perubahan RKA. dokumen 8,779,840.00 8,327,164.00 94.84%
SKPD
Koordinasi dan P > 3 !
oordinasi dan Penyusunan o
DPA- SKPD dokumen 8,690,400.00 8,605,974.00 | 99-03%
Koordinasi dan Penyusunan o
Perubahan DPA-SKPD dokumen 3 3 | 4,911,400.00 4,886,319.00 | 9949%
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realiisai Laporan 3 "1 10,426,170.00 10,052,502.00 | 99-89%
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat 40 24 8 o
Daerah Laporan 33,444,100.00 33,207,992.00 | 99-35%
840 100 100
Administrasi Keuangan o 0
Perangkat Daerah % 160,058,664,238.; 137,452,656,67102. 85.88%
P i Gaii d 146 675 42 14
enyediaan Gaji dan orang o
Tunjangan ASN /14 Bulan ;37,196,704,888.4 115,655,208,68182. 84.30%
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Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Dokumen

60

36

12

22,568,280,750.00

21,511,336,042.0
0

95.32%

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Laporan

10

25,000,000.00

23,974,737.00

95.90%

Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Dokumen

15

235,741,000.00

232,718,405.00

98.72%

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD

Laporan

80

48

32,937,600.00

29,418,798.00

89.32%

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

%

10

100.00

100

29,884,970.00

29,847,796.00

99.88%

Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD

%

4,884,970.00

4,884,900.00

100.00
%

Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

orang
(Laporan)

25,000,000.00

24,962,896.00

99.85%

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

%

2605

60

100

Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya

paket

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

orang

100

60

20

Sosialisasi Peraturan
Perundang- Undangan

orang

2,500

1,100

500

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

%

175

85.71

100

1,694,628,710.00

1,172,346,961.00

69.18%

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

paket

15

292,094,270.00

269,856,580.00

92.39%

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

paket

33,896,130.00

33,783,000.00

99.67%

Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

paket

52,838,400.00

52,717,742.00

99.77%

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Dokumen

#DIV/0!

Penyediaan Bahan /
Material

paket

70,637,860.00

62,482,265.00

88.45%

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Laporan

60

36

12

298,677,800.00

122,480,000.00

41.01%

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Laporan

60

36

12

946,484,250.00

631,027,374.00

66.67%

104




.25 LALAANID

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

%

140

100.00

100

106,720,530.00

57,481,350.00

53.86%

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Unit

40

24

106,720,530.00

57,481,350.00

53.86%

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Unit

100

60

20

#DIV/0!

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

%

60

100.00

100

734,575,860.00

729,100,000.00

99.25%

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Laporan

60

36

734,575,860.00

729,100,000.00

99.25%

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

%

365

100.00

100

781,608,450.00

452,531,926.00

57.90%

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Unit

90

54

18

477,984,450.00

290,564,726.00

60.79%

Pemeliharaan / Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Unit

275

165

55

303,624,000.00

161,967,200.00

53.34%

Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

%

3085

100.00

100

1,215,033,765,410.
47

549,101,431,413.
76

45.19%

Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

%

1030

100

100

3,019,124,136.00

2,770,198,682.00

91.76%

Koordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS

dokumen

10

174,744,300.00

165,700,460.00

94.82%

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

dokumen

10

174,799,000.00

165,479,465.00

94.67%

Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi RKA-SKPD

dokumen

240

144

48

189,528,200.00

131,165,675.00

69.21%

Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi Perubahan
RKA-SKPD

dokumen

240

144

48

80,694,000.00

72,161,362.00

89.43%

Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi DPA-SKPD

dokumen

240

144

48

46,638,796.00

46,417,365.00

99.53%

Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD

dokumen

240

144

48

113,434,900.00

110,398,688.00

97.32%

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

dokumen

1,036,574,000.00

989,430,340.00

95.45%
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Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

dokumen

1,045,322,400.00

1,007,079,247.00

96.34%

Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran

dokumen

10

96,711,240.00

70,160,077.00

72.55%

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pembiayaan

dokumen

30

60,677,300.00

12,206,003.00

20.12%

Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

%

410

100

100

955,958,245.00

933,056,582.00

97.60%

Koordinasi dan Pengelolaan
Kas Daerah

Dokumen

60

36,000

12,000

372,497,000.00

371,429,206.00

99.71%

Pengelolaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya

Laporan

11,828,600.00

11,820,275.00

99.93%

Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD

Dokumen

240

144

48

157,171,045.00

152,463,240.00

97.00%

Penatausahaan
Pembiayaan Daerah

Dokumen

50

10

20,610,100.00

5,580,367.00

Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Dokumen

10

44,000,900.00

43,965,863.00

99.92%

Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan Transaksi Non
Tunai dengan Lembaga
Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan
Bank

Dokumen

41,608,700.00

41,392,704.00

99.48%

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Dae rah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan /
Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)

Laporan

74,230,200.00

73,822,227.00

99.45%
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Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Serta
Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait

Dokumen

35

21

234,011,700.00

232,582,700.00

99.39%

Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Daerah

%

365

100

100

1,022,684,845.00

620,355,898.00

60.66%

Koordinasi Pelaksanaan
Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah

Laporan

70

42

31,712,000.00

31,314,254.00

98.75%

Koordinasi Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

Laporan

60

36

12

330,106,935.00

221,578,065.00

67.12%

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi

Dokumen

15

426,912,860.00

240,860,367.00

56.42%

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah

Dokumen

20

117,120,350.00

49,126,719.00

41.95%

Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah Provinsi

Orang

180

108

36

18,637,500.00

18,046,308.00

96.83%

Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD Provinsi

Lembaga

20

12

98,195,200.00

59,430,185.00

60.52%

Penunjang Urusan
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

%

80

100

100

1,208,679,566,584.
47

823,255,489,633.
00

68.11%

Analisis Investasi
Pemerintah Daerah

Laporan

65

39

13

83,897,700.00

19,096,067.00

22.76%

Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan

Laporan

11,000,000,000.00

11,000,000,000.0
0

100.00
%

Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak

Laporan

9,236,250,000.00

1,493,747,989.00

16.17%

Pengelolaan Dana Bagi
Hasil Provinsi

Laporan

1,188,359,418,884.
47

810,742,645,577.
00

68.22%
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1120 100 100
Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah % 1,356,431,600.00 | 1,017,311,253.00 | 75.00%
Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

Inventarisasi dan Analisis 5 3 1
i 0,
B:Le;als;:dang Keuangan Dokumen 257.877,600.00 41.130.210.00 15.95%

Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem
InformaS|_Pemer|ntah Dokumen 999,370,000.00 889.413,686.00
Daerah Bidang Keuangan
Daerah

89.00%

222
Pembinaan Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan
Daerah Pemerintah Provinsi

0,
Orang 110 666 99,184,000.00 86,767,357.00 | o/48%

1,385,415,232,027. | 974,704,767,797.

94 12 70.35%

Sumber data : Simonev 2025

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Indikator Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja sebesar 100%
dengan total anggaran senilai Rp. 795,906,890.00 dengan realisasi Rp.
588,721,854.00 capaian anggaran mencapai 73.97%, maka dalam
pelaksanaannya, Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1 ini dapat dikatakan
berkinerja efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

2. Indikator Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan total anggaran senilai Rp.
6,029,476,969.00 dengan realisasi Rp. 5,477,782,651.00 capaian anggaran
mencapai 90.85%, maka dalam pelaksanaannya, Indikator Kinerja Utama pada
Sasaran 1 ini dapat dikatakan berkinerja efektif dan efisien dalam penggunaan
anggaran.

3. Indikator Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai
dengan kaidah perundangan memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan total
anggaran senilai  Rp. 1,378,589,848,168.94 dengan realisasi Rp.
689,143,282,657.88 capaian anggaran mencapai 49.99%, maka dalam
pelaksanaannya, Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1 ini dapat dikatakan
berkinerja efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Capaian kinerja yang mencapai target 100% dengan penggunaan anggaran yang
tidak terserap seluruhnya merupakan indikator kuat bahwa pelaksanaan

program/kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien.
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Secara efektivitas, kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja yang

telah ditetapkan dalam perencanaan—baik output maupun outcome—berhasil
direalisasikan sepenuhnya sesuai target. Artinya, tujuan program telah tercapai tanpa
adanya deviasi, keterlambatan, maupun penurunan kualitas hasil. Dengan kata lain,
kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan hasil yang optimal sebagaimana
yang direncanakan.

Sementara itu, dari sisi efisiensi, tidak terserapnya seluruh anggaran
mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengelolaan
sumber daya yang hemat dan tepat guna. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor,

antara lain:

adanya optimalisasi proses kerja,

e penerapan prinsip kehati-hatian dalam belanja,

« efisiensi harga melalui mekanisme pengadaan,

« serta kemampuan pelaksana kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya secara
maksimal tanpa pemborosan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa output yang dihasilkan tidak selalu harus
sebanding dengan besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan ditentukan oleh
bagaimana anggaran tersebut dikelola secara cermat dan produktif. Dengan
demikian, capaian 100% dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu
menunjukkan adanya value for money, yaitu tercapainya hasil maksimal dengan
biaya minimal.

3.5 REFOCUSING ANGGARAN

Refocusing anggaran yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung merupakan upaya memprioritaskan penggunaan aggaran pada program
tertentu dalam pencapaiana sasaran strategis. bertujuan untuk melakukan prioritas
anggaran pada program tertentu dalam pencapaian sasaran strategis.

Refocusing anggaran 2025 BPKAD Provinsi Lampung digambarkan dalam tabel 3.17
berikut :
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IKU (Rp) (Rp) (%) Ket.
Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan
keputusan Gubernur tentang hasil
evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan 1.328.155.200,00 795.906.890,00 -40,07%
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1.328.155.200,00 795.906.890,00 -40,07%
Presentase Pelaporan BMD yang sesuai
dengan ketentuan yang beriaku 7.446.888.520,00 6.029.476.969,00 -19,03%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 7.446.888.520,00 6.029.476.969,00 -19,03%
Presentase Tata Kelola Keuangan
Pemerintah Daerah yang sesuai dengan 1.457.842.830.703,27 1.378.589.848.168,94 -5,44%
kaidah perundangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1.299.350.410.026,27 1.215.033.765.410,47 -6,49%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 158.492.420.677,00 163.556.082.758,47  3,19%

Daerah Provinsi

Pagu APBD 2025

Pagu P-APBD 2025

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2025

Diagram Refocusing Tahun 2025 :

Refocusing Anggaran Tahun 2025

= | 7

1.500.000.000.000,00

1000000000000,00 — — — A (%)
500.000.000.000,00 — i — a
_ — — — Pagu APBD 2025 (Rp)
-500.000.000.000,00
Pres Prog Pres Prog Pres Prog Prog
enta ram enta ram enta ram ram
se Pen se Pen se Pen Pen
Kete gelo Pela gelo Tata gelo unja
pata laan por laan Kelo laan ng
n Keu an Bara la Keu Uru
Wak ang BM ng Keu ang san
tu an D Mili ang an Pem
Pe... Da... va... k... an... Da... eri...
M Pagu APBD 2025 (Rp) 1.328. | 1.328. | 7.446. 7.446. 1.457.  1.299. | 158.49
Pagu P-APBD 2025 (Rp) | 795.90 = 795.90 6.029. 6.029. | 1.378. 1.215. 163.55
(%) -40,07% -40,07% -19,03% -19,03% -5,44% -6,49% 3,19%

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2025
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Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Dalam mencapai Indikator Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan
keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota mengalami
refocusing anggaran sebesar -40,07% dari 1 (Satu) Program yakni Program
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pagu awal Rp. 1.328.155.200,00
menjadi Rp. 795,906,890.00.

2. Dalam mencapai Indikator Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku mengalami refocusing anggaran sebesar -19,03%
dari 1 (Satu) yakni Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Pagu
Awal Rp. 7.446.888.520,00 menjadi Rp. 6,029,476,969.00.

3. Dalam mencapai Indikator Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah
Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan mengalami refocusing
anggaran sebesar -5,44% dari 2 (dua) Program yakni Program Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi dengan Pagu Awal Rp. 1.457.842.830.703,27 menjadi Rp.
1,378,589,848,168.94.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya Refocusing anggaran pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung
merupakan langkah strategis dalam rangka menyesuaikan kebijakan keuangan
daerah terhadap dinamika kebutuhan pembangunan dan kondisi aktual yang
dihadapi pemerintah daerah. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk respons
adaptif terhadap perubahan prioritas, baik yang disebabkan oleh kondisi ekonomi,
kebijakan nasional, maupun kebutuhan mendesak yang memerlukan penanganan
segera.

Secara konseptual, refocusing anggaran adalah proses penataan ulang
alokasi anggaran dengan cara mengalihkan, mengurangi, atau menunda kegiatan
yang dinilai kurang prioritas, kemudian mengarahkan kembali anggaran tersebut
kepada program dan kegiatan yang memiliki urgensi lebih tinggi serta berdampak
langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks
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BPKAD Provinsi Lampung, refocusing dilakukan dengan tetap mengedepankan
prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan refocusing anggaran di BPKAD Provinsi Lampung diawali
dengan proses identifikasi dan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan
yang telah direncanakan dalam dokumen anggaran. Kegiatan yang bersifat
penunjang, seremonial, atau yang dapat ditunda pelaksanaannya menjadi prioritas
untuk direalokasi. Selanjutnya, anggaran yang tersedia diarahkan untuk
mendukung program prioritas daerah, seperti penguatan kapasitas fiskal,
peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pemenuhan kebutuhan
mendesak lainnya.

Selain itu, refocusing anggaran juga mencerminkan komitmen BPKAD dalam
mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam menjaga
stabilitas keuangan daerah dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Proses
ini tidak hanya sebatas penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga
diikuti dengan penyesuaian target kinerja, sehingga tetap selaras antara input
(anggaran) dan output (hasil kegiatan).

Dari sisi tata kelola, refocusing anggaran dilakukan secara transparan dan
terukur, melalui mekanisme koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta
pengawasan internal yang ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap
perubahan anggaran tetap dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengganggu
pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, refocusing anggaran pada BPKAD Provinsi Lampung
dapat dipahami sebagai upaya optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan
daerah agar lebih tepat sasaran, adaptif terhadap perubahan, serta mampu
memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kebijakan ini sekaligus
menjadi cerminan pengelolaan keuangan daerah yang responsif, efisien, dan

berorientasi pada hasil.
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3.6 TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2025

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat terhadap Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BPKAD Provinsi Lampung

merupakan bagian penting dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang

akuntabel,

transparan,

dan berorientasi

hasil.

LHE

Inspektorat pada dasarnya

memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat implementasi SAKIP, sekaligus

mengidentifikasi berbagai kelemahan dan area yang perlu diperbaiki, adapun jawaban

tindak lanjut tersebut antara lain :

Tabel 3.18 Tindak Lanjut LHE BPKAD Provinsi Lampung

RENCANA AKSI WAKTU PENANGGUNG | STATUS/ PROGRESS

NO REKOMENDASI LHE TINDAK LANJUT TARGET PELAKSANAAN JAWAB PENYELESAIAN

A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA.

1 melaksanakan Telah Dokumen | April 2025 Perencanaan Selesai
perbaikan/penyempurn | melakukan IKU Sekretariat https://drive.google.c
aan Indikator Kinerja penyempurnaan | BPKAD BPKAD om/drive/folders/1CJ
Utama Badan IKU gCRUbKG5vYO6zq
Pengelolaan Keuangan w8Xy8NZ0p2PK57Z
dan Aset Daerah 5?usp=sharing
Provinsi lampung agar
Indikator Kinerja Utama
tersebut merupakan
Gambaran kondisi
kinerja utama yang
harus dicapai oleh
BPKAD Provinsi
Lampung

2 Merumuskan Menyusun SK SK Tim Juni 2025 Perencanaan Selesai
perencanaan kinerja TIM Penyusun Sekretariat https://drive.google.c
yang dapat Penyusunan an Renja BPKAD om/drive/folders/1CJ
memberikan informasi Dokumen Renja adCRUbKG5vYO6zq
tentang hubungan w8Xy8NZ0p2PK577
Kinerja, strategi, 5%usp=sharing
kebijakan, bahkan
aktivitas antar
bidang/dengan tugas
dan fungsi lain yang
berkaitan (Crosscutting)
terutama pada isu
strategis yang menjadi
perhatian Pemerintah
Provinsi Lampung

B EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA
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Melakukan pengukuran | Telah menyusun | Dokumen | April 2025 Perencanaan Selesai
kinerja secara SKP SKP Sekretariat https://drive.google.c
konsisten, berkala dan BPKAD om/drive/folders/1CJ
berjenjang gdCRUbKG5vYO6zq
w8Xy8NZ0p2PK57Z
5?usp=sharing
Membangun metode Telah menyusun | Dokumen | April 2025 Perencanaan Selesai
pengukuran kinerja SKP untuk SKP Sekretariat https://drive.google.c
yang lebih terperivci pengukuran BPKAD om/drive/folders/1CJ
agar dapat memperoleh | kinerja Pegawai gCRUbKG5vYO6zq
tinkat kualitas kinerja w8Xy8NZ0p2PK57Z
sampai ke masing- 5%usp=sharing
masing individu
EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA
Menginfokan Menyusun Tabel | Tabel April 2025 Perencanaan Selesai
Perbandingan realisasi | perbandinagn Perbandin Sekretariat https://drive.google.c
kinerja dengan realisasi | kinerja gan BPKAD om/drive/folders/1CJ
kinerja tahun-tahun pertahun Kinerja gCRUbKG5vYO6zq
sebelumnya dalam pertahun w8Xy8NZ0p2PK57Z
laoran kinerja dengan 5%usp=sharing
lebih terperinci
Melakukan peningkatan | Melaksanakan Laporan April 2025 Perencanaan Selesai
koordinasi terhadap Rapat Rapat Sekretariat https://drive.google.c
pemanfaatan informasi | koordinasi tkait Koordinas BPKAD om/drive/folders/1CJ
dalam laporan kinerja capaian kinerja | i Laporan gCRUbKG5vYO6zq
organisasi seperti dalam Kinerja w8Xy8NZ0p2PK577
mengaitkan LKj dengan | pemanfaatan 5%usp=sharing
perencanaan dan Informasi
penganggaran.
LAPORAN ATAS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
Melakukan evaluasi Telah menyusun | Dokumen | Januari- Seluruh Selesai
akuntabilitas kinerja SKP tiap SKP Desember 2024 | Bidang https://drive.google.c
internal dengan individu dan om/drive/folders/1CJ
pendalaman yang lebih | mengevaluasi adCRUbKG5vYO6zq
menarik perbulan w8Xy8NZ0Op2PK57Z
dengan 5%usp=sharing
melakukan
wawancara
secara pribadi
terkait kinerja
yang dilakukan
Melakukan evaluasi Telah menyusun | Dokumen | Januari-Des Tim Selesai
akuntabilitas kinerja SKP SKP 2024 Perencanaan https://drive.google.c
internal dilaksanakan menggunakan & Sub Bagian | om/drive/folders/1CJ
menggunakan teknologi | Aplikasi E- Umum & adCRUbKG5vYO6zq
informasi (aplikasi) kinerja Kepegawaian | w8Xy8NZ0p2PK577
5?usp=sharing
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Memaksimalkan Hasil Tindak Dokumen | Juni 2025 Tim Selesai

perbaikan dan Lanjut Tindak Perencanaan https://drive.google.c
peningkatan, kinerja berpengaruh Lanjut om/drive/folders/1CJ
dengan memanfaatkan | pada kenaikan gdCRUbKG5vYO6zq
hasil evaluasi Nilai SAKIP w8Xy8NZ0p2PK577
akuntabilitas kinerja Perangkat 5%usp=sharing
internal Daerah

*Sumber : data TL LHE BPKAD Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel diatas dalam hal menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut,
BPKAD Provinsi Lampung melakukan langkah-langkah perbaikan secara sistematis dan
terencana. Proses tindak lanjut diawali dengan melakukan telaah mendalam terhadap
rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat, baik yang berkaitan dengan aspek
perencanaan kinerja, pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja, maupun evaluasi internal.
Setiap rekomendasi kemudian dipetakan berdasarkan tingkat prioritas dan urgensinya
untuk memastikan penanganan yang tepat dan efektif.

Pada aspek perencanaan kinerja, tindak lanjut difokuskan pada penyempurnaan
dokumen perencanaan seperti Renstra dan Perjanjian Kinerja, agar lebih selaras dengan
tujuan strategis serta indikator kinerja yang terukur dan relevan. Penajaman indikator
kinerja dilakukan agar lebih mencerminkan outcome dan manfaat yang dihasilkan, bukan
hanya sekadar output kegiatan.

Pada aspek pengukuran kinerja, BPKAD melakukan penguatan mekanisme
pengumpulan data dan validasi capaian kinerja, sehingga data yang dihasilkan lebih
akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dilakukan
penyempurnaan metode pengukuran agar capaian kinerja dapat dianalisis secara lebih
komprehensif.

Selanjutnya, pada aspek pelaporan kinerja, dilakukan peningkatan kualitas
penyusunan laporan kinerja (LK]jIP) dengan menekankan pada analisis yang lebih tajam,
keterkaitan antara anggaran dan kinerja, serta penjelasan atas capaian maupun kendala
yang dihadapi. Hal ini bertujuan agar laporan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga
informatif dan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Pada aspek evaluasi internal, BPKAD memperkuat peran monitoring dan
evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi

internal ini menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous
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improvement) serta memastikan bahwa seluruh rekomendasi Inspektorat benar-benar
telah ditindaklanjuti secara optimal.

Selain itu, BPKAD juga menyusun rencana aksi tindak lanjut (action plan) yang
memuat langkah-langkah konkret, penanggung jawab, serta target waktu penyelesaian.
Pelaksanaan tindak lanjut ini dimonitor secara berkala dan dilaporkan sebagai bentuk
komitmen terhadap peningkatan nilai SAKIP.

Dengan adanya tindak lanjut atas LHE Inspektorat, diharapkan implementasi
SAKIP pada BPKAD Provinsi Lampung semakin berkualitas, terintegrasi, dan mampu
mendorong peningkatan kinerja organisasi secara nyata. Upaya ini juga menjadi wujud
komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi

pada hasil serta pelayanan publik yang lebih baik.

3.7 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Penghargaan dalam kategori Informatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

’ a2 eraiLACHEEE Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
. Lampung berhasil meraih

penghargaan dalam Informatif
kategori Organisasis Perangkat
Daerah  (OPD), Penghargaan
diterima langsung oleh Pit. Kepala

BPKAD Provinsi Lampung, sebagal

bentuk pengakuan atas komitmen

BAN ASET DASRAN PROVIMS) LAMPUMS

k"’“‘"“'«? dan konsistensi BPKAD dalam

BPKAD Provinsi Lampung Raih Penghargaan

menyediakan informasi yang

akurat, mudah diakses, serta

Informatif Kategori OPD pada acara ;
responsif  terhada kebutuhan
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat P P
Provinsi Lampung Tahun 2025 masyarakat.
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3.8 INOVASI TAHUN 2025

Inovasi merupakan suatu proses pembaruan atau penciptaan gagasan, metode,
produk, maupun layanan yang memberikan nilai tambah dibandingkan dengan kondisi
sebelumnya. Inovasi tidak selalu berarti sesuatu yang benar-benar baru, tetapi dapat
berupa penyempurnaan atau pengembangan dari hal yang sudah ada agar menjadi lebih

efektif, efisien, dan bermanfaat.

Secara umum, inovasi bertujuan untuk menjawab tantangan, meningkatkan
kinerja, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, baik di
sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat. Dalam konteks organisasi, inovasi
menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing, kualitas pelayanan, serta

mendukung pencapaian tujuan strategis.

Dalam lingkungan pemerintahan, inovasi memiliki peran penting dalam
mewujudkan tata kelola yang baik (good governance). Inovasi dapat berupa digitalisasi
layanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, serta penguatan
akuntabilitas kinerja. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang menuntut

aparatur pemerintah untuk lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Berikut inovasi yang diterapkan oleh BPKAD Provinsi Lampung antara lain :

1. SIRenA (Rekonsiliasi Aset melalui Sistem Informasi Rekonsiliasi Aset)

Digitalisasi aset melalui SIRenA memaksa Perangkat Daerah untuk menyajikan
setiap transaksi Aset dengan menyertakan bukti berupa dokumen Kontrak, Berita
Acara Serah Terima Aset, RAB dan foto aset yang diupload ke dalam aplikasi, hal ini
sulit dilaksanakan tanpa melibatkan pencatatan aset menjadi syarat dalam pencairan
LS, GU dan TU. Namun untuk meminimalisir dampak akibat birokrasi yang menjadi
lebih panjang, SIRenA dikembangkan dengan menghadirkan inovasi penerbitan surat
keterangan pencatatan aset secara paperless dan tanpa melalui tatap muka,

sehingga efektifitas, efisiensi dapat terjaga dalam penyajian neraca aset daerah.
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Hal ini dampak dari tuntutan terhadap pelayanan di sektor publik untuk menerapkan
good governance semakin tinggi. Diantaranya adalah dalam penyajian data aset
daerah, yang dituntut dapat disajikan tepat waktu, Informasi yang disajikan lengkap,
akuntabel, transparan, efektif, efisien.

Hal ini memiliki tantangan tersendiri. Mengingat di satu sisi, penyajian data aset
daerah dituntut untuk tepat waktu, akuntabel dan transparan, sehingga cara
konvensional yaitu mengumpulkan data aset daerah hanya pada saat kegiatan
rekonsiliasi aset per triwulan, tidak dapat diandalkan lagi. Sehingga muncul gagasan
untuk menjadikan penginputan transaksi belanja modal menjadi syarat dalam
pengajuan pencairan melalui mekanisme langsung (LS), Ganti Uang (GU) dan
Tambah Uang (TU). Hal ini menjadikan tuntutan untuk mencatat transaksi
berdasarkan waktu keterjadiannya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021, dapat diwujudkan.

Di sisi lain, menjadikan penginputan belanja modal sebagai syarat pencairan LS, GU
dan TU justru memperpanjang birokrasi yang pada akhirnya akan memperlambat

waktu pelayanan sehingga pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien.

Disinilah pelaksanaan digitalisasi memiliki peran yang sangat penting. Digitalisasi
rekonsiliasi aset melalui Sistem Informasi Rekonsiliasi Aset (SIRenA) memungkinkan
hal-hal sebagai berikut :

1. Pencatatan transaksi aset dilaksanakan secara real time karena berbasis web
yang memungkinkan pencatatan aset dilakukan pada waktu keterjadiannya
sehingga penyajian neraca aset oleh masing-masing Perangkat Daerah dapat
dilaksanakan tepat waktu.

2. Kewajiban Perangkat Daerah untuk menginput data informasi aset dengan rinci
dapat meningkatkan kualitas penyajian neraca aset dengan informasi yang
lengkap.

3. Kewajiban Perangkat Daerah untuk mengupload dokumen yang menjadi dasar
transaksi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian

neraca aset daerah.
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4. Digitalisasi melalui SIRenA memungkinkan penerbitan surat keterangan
pencatatan aset yang menjadi salah satu syarat pencairan LS, GU dan TU dapat
dilaksanakan lebih cepat sehingga lebih efektif dan tanpa perlu dokumen fisik
(paperless) sehingga dapat mengurangi biaya dalam rangka mendukung
efisiensi.

5. Untuk memperpendek birokrasi dan mempercepat alur kerja, muncul gagasan
untuk penerbitan surat keterangan pencatatan aset melalui SIRenA dilaksanakan
tanpa perlu tatap muka baik dengan Perangkat Daerah maupun dengan pihak
ketiga.

6. Digitalisasi SIRenA juga dapat mendukung mekanisme kerja melalui WFA (Work
from Anywhere) IWFH (work from Home) dengan fleksibilitas waktu dan lokasi
yang tinggi, mendukung peningkatan worf life balance untuk mendukung

penghematan BBM yang menjadi isu krusial pada saat ini.

. TasPin (Loket Layanan Satu Pintu BPKAD Provinsi Lampung)

Loket Layanan Satu Pintu BPKAD Provinsi Lampung merupakan salah satu
bentuk inovasi pelayanan publik yang dirancang untuk memberikan kemudahan,
kecepatan, dan kepastian layanan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik
perangkat daerah maupun masyarakat. Konsep ini mengadopsi sistem Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan yang terintegrasi dalam satu tempat
mulai dari proses permohonan hingga penyelesaian layanan. Loket Layanan Satu
Pintu di BPKAD Provinsi Lampung hadir sebagai upaya transformasi pelayanan dari
sistem yang sebelumnya tersebar di berbagai bidang menjadi terpusat dalam satu titik
layanan. Melalui loket ini, seluruh kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan keuangan
dan aset daerah seperti konsultasi, verifikasi dokumen, administrasi keuangan,
hingga layanan informasi dapat diakses secara terintegrasi tanpa harus berpindah-
pindah unit kerja. Inovasi ini juga mencerminkan komitmen BPKAD dalam mendukung
reformasi birokrasi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang

lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
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Loket Layanan Satu Pintu memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

. Pusat Pelayanan Terintegrasi, Menjadi titik layanan utama untuk seluruh jenis
pelayanan BPKAD sehingga proses administrasi lebih sederhana dan tidak berbelit-
belit.

. Penyederhanaan Prosedur, yakni mengurangi tahapan birokrasi dengan
mengintegrasikan proses pelayanan dalam satu alur yang jelas, cepat, dan terstandar.
. Efisiensi Waktu dan Biaya, yakni dengan sistem satu pintu, pelayanan dapat
dilakukan secara lebih cepat karena proses dapat berjalan secara paralel dalam satu
tempat.

. Pusat Informasi dan Konsultasi, yakni memberikan informasi yang akurat terkait
kebijakan, prosedur, dan persyaratan layanan keuangan dan aset daerah.

. Pengendalian dan Monitoring Layananya, yakni memudahkan pengawasan

terhadap proses pelayanan sehingga lebih terukur dan akuntabel.

Penerapan Loket Layanan Satu Pintu memberikan berbagai dampak positif, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yakni Pelayanan menjadi lebih cepat,

mudah, transparan, dan pasti sehingga meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
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2. Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Organisasi, yakni Proses kerja menjadi lebih

ringkas dan terkoordinasi sehingga mengurangi duplikasi pekerjaan dan mempercepat
penyelesaian layanan.

3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi, yakni setiap proses pelayanan
dapat ditelusuri dengan jelas, baik dari segi waktu, biaya, maupun prosedur.

4. Mengurangi Potensi Penyimpangan yakni dengan sistem pelayanan yang
terstandar dan terbuka, peluang praktik maladministrasi seperti pungutan liar dapat
diminimalisir.

5. Mendorong Budaya Kerja Profesional, yakni Aparatur dituntut untuk lebih responsif,

disiplin, dan berorientasi pada pelayanan prima.
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BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung Provinsi Lampung Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan Laporan
Kinerja ini merupakan langkah dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh
semua pihak. Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025 ini dapat
menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis
kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pencapaian Kinerja ditahun 2025 terhimpun pada hasil capaian kinerja yakni :

1. Capaian kinerja nyata Indikator 1 “Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan
keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota” memiliki capaian
kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan;

2. Capaian kinerja nyata Indikator 2 “Presentase Pelaporan BMD yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku” memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori
sangat memuaskan; dan

3. Capaian kinerja nyata Indikator 3 “Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah
Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan” memiliki capaian kinerja 100%

dengan kategori sangat memuaskan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugasnya BPKAD Provinsi Lampung

memperoleh sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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(APBD). Pada Tahun Anggaran 2025 ini BPKAD Provinsi Lampung memperoleh
anggaran sebesar Rp. 1.385.415.232.027,94,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp.
974.704.767.797,12 dengan realisasi sebesar 70,35%, sisa anggaran yang tidak
terealisasi/ silpa yaitu sebesar Rp. 410.710.464.230,82.

Akuntabilitas Keuangan BPKAD Tahun 2025

1.500.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00

500.000.000.000,00

P-APBD 2025
realisasi
Capaian
P-APBD 2025 realisasi Silpa Capaian \
[ Akuntabilitas keuangan |1.385.415.232.027,94| 974.704.767.797,12 | 410.710.464.230,82 70,35 ‘

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian

target kinerja pada masing-masing Indikator Sasaran yakni :

Pagu P-APBD 2025 Realisasi P-APBD Capaian

(Rp) (Rp) (%)

Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan
Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD

0,
dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 795,906,890.00 588,721,854.00 73.97%
Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Keuangan Daerah 795,906,890.00 588,721,854.00 73.97%
Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan 6,029,476,969.00 5.477,782,651.00 90.85%
yang berlaku
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 6,029,476,969.00 5,477,782,651.00 90.85%

Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang

0,
sesuai dengan kaidah perundangan 1,378,589,848,168.94 689,143,282,657.88 49.99%

Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1,215,033,765,410.47  549,101,431,413.76  45.19%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 163,556,082,758.47 140,041,851,244.12 85.62%
*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2025
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Dengan kesimpulan bahwa :

1. Dalam mencapai Indikator Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan
Gubernur tentang  hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota didukung 1 (Satu)
Program yakni Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan total anggaran
senilai Rp. 795,906,890.00 dengan realisasi Rp. 588,721,854.00 capaian anggaran
mencapai 73.97%.

2. Dalam mencapai Indikator Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku didukung 1 (Satu) yakni Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah dengan total anggaran senilai Rp. 6,029,476,969.00 dengan realisasi Rp.
5,477,782,651.00 capaian anggaran mencapai 90.85%.

3. Dalam mencapai Indikator Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah
yang sesuai dengan kaidah perundangan didukung 2 (dua) yakni Program
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi dengan total anggaran senilai Rp. 1,378,589,848,168.94 dengan
realisasi Rp. 689,143,282,657.88 capaian anggaran mencapai 49.99%.

4.2 REKOMENDASI

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi
Lampung Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPKAD
Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak
lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun
Lampung.

Sehingga dengan adanya penyusunan Laporan Kinerja ini selain dapat
memberikan Gambaran kinerja juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk
pengambilan kebijakan di tahun-tahun perencanaan yang akan datang sehingga
performa BPKAD Provinsi Lampung akan selalu tampil lebih baik dari tahun sebelumnya.

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dicantumkan pada dokumen ini :

1. BPKAD Provinsi Lampung harus memiliki komitmen akan berlangsungnya kontinuitas

dalam melaksanakan pemantauan, pendampingan, pengarahan serta bimbingan
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dalam proses penganggaran Perngkat Daerah agar dapat memenuhi ketentuan
pedoman pemerintah, selaras dan memuat program -program prioritas nasional.

2. BPKAD Provinsi Lampung hendaknya tetap berkomitmen dalam hal inventarisasi dan
pengamanan dan penertiban asset pemerintah daerah dengan bertindak lebih agresif
khususnya dalam hal pemberian bantuan hukum..

3. BPKAD Provinsi Lampung harus memiliki Langkah-langkah strategis serta visioner

untuk membuka kesempatan melakukan Kerjasama untuk peningkatan PAD.
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PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Bandar Lampung, Kode Pos : 35211
Telp. (0721) 481166 Faks. (0721) 381501

Laman : bpkad.lampungprov.go.id Post-el : bpkadproviampung@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 900/3638/VI1.02/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ini.

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk
menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung,
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan
Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung ini, Tim Perencanaan Sekretariat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung diberikan tugas untuk:



KEEMPAT

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung melalui
aplikasi SIMONEV Provinsi Lampung yang dilakukan
evaluasi setiap triwulan untuk menjamin validitas data yang
disajikan dalam dokumen Evaluasi Renja dan Laporan
Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung;

. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung ini, dan melaporkan kepada Gubernur
Lampung cq. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 26 September 2025

an. GUBERNUR LAMPUNG

Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI G

NURUL FAJRI, S.Sos., M.T.
Pembina TK. I/IV.b
NIP. 19790311 199803 1 002
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VISI

BERSAMA LAMPUNG MAJU menuju INDONESIA EMAS

MISI : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI LAMPUNG 2025-2030

RENSTRABPKAD
00N SASARAN PROGRAM REGIATAN SUB KEGATAN
INDKATOR SUB
NOKATOR o NOKATOR TARGET srsm NOKATOR TARGET SATUAN NAMA KEGIATAN SASARANKEGIATAN | INDIKATOR KEGITAN FORMULA TARGET SATUAN | NAVASUB KEGIATAN o TR TARGET SaTuAN
oA SASARAN 025 | 2026 | 2027 | 2058 | 2009 | 20 PROGRAM PROGRAV 007 | 2028 | 2000 | 20 2025 2026 2027 2028 2020 2030 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030 2025 2026 2027 2028 2020 2030 2025 2026 201 2028 2029 2050
Mewwjudkan | ndeks Reformasi |Mewujudkan [ indeks Vewjudkan [ Transparansi | Meningkainya Kualtas paten| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% [Upaya lenjutan percepatan peran PROGRAM Meningiainya taia |1 Persentase Belanja.|Jumiah Laporan 20% | 2% | 20% | 20% | Pesemase | 1280.87248L75644 | 1305814326496 | LA65S9550387L72 | 1530.865.807.15531 |  L615.799.71560308 |  1696.580.22497323 dan Kapasitas Jumiah Perda dan 100% | 10% | 100% | 100 | 100% | 100% | Persentase |SubKegatan koordnasi TersusunnyaKUAdan |Jumioh DokumenKUA | 2 Dokumen 2 Dokemen 2 Dokumen 2Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Dokumen 201.744.300.00 21183151500 2224230075 233.544.205.29 245.221457,55 25748253043
iakeloa  |Birokrasi Birolcasi Reformasi | Transparansi | Pengeloaan pemerintah daerah dalam intermediasi  |PENGELOLAAN |kelola anggaran | Pegawai di Luar Penyusunan Rencana Pergub Pergub APBD murni dan Penyusunan KUA  [PPAS PPAS yang Disusun
Pemerintahan berinegrtas | Birokrasi Birorasi Keuangan dan Aset Daerah Provinsi [keputusan Gubernur Seldor keuangan pada sekio priortas | KEUANGAN DAERAH Turjangan Guru yang anggaran Daerah penyusunan Perda & Perubaan Tepat Waldu | dan perubahan tepat dan PPAS
Dacrah Lampung e i evaluasi Dislokasikan melal ~[SAP/Jumiah Laporan Pergub APED walduldumiah Perda
i 3 |Permeias Raperda APED, TKD Peundang:  [Kevangan PD x dan Pergub APED
PAPBD dan undangan 100% murni dan perubahan
pertanggungiawaban x100%
pelaksanaan APED
Kabupaten/kota
Preseniase % | o | 6% | 9% | 70% | 70% |Newijudkan pengeioan APBD secara 7 Presentase Aokas | Jumiah Belana % | 0% | 0% | 4% | 0% | 40% | Persenass Sub Kegiatan Tersusunnya Perubahan_|Jumiah Dokumen Zbokumen ZDokumen ZBokamen ZBokamen ZBomen ZBokamen Dokumen 0179800000 7188395000 7248335750 70756738 2528790574 7575523308
Pelaporan BMD yang {ertb, efsien, ekonomis, efekif, Belanja rastrukur | nfrastruaur oordinasi dan KUAdan Perubahan [ Perubahan KUA dan
sesuai dengan wansparan,dan bertanggung jawal> Penyustnan Perubahan [PPAS Perubahan PPAS yang
etentuan yang dengan memperhatikan rasa keadian, ibagi total bearja KUA dan Perubahan Disusun
iy epatutan, il 100 opas
Presentase Taia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |sertaaat pada kelentuan peraturan Veningkainya taia |3, Persentase Jumiah Belana To0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persemtase Sub Kegiatan Teriaksananya Verfikasi _|Jumiah RKASKPD yang| 48 Dokumen | 48Dokumen | 48Dokumen | 48Domen | 48 Dokmen | 48Dokumen | Dokumen 18952820000 199,004610,00 706.954.84050 21540256253 037271165 LB
el erundangundangan eloia Realsasi Anggaran [ Infrastrudur \oordinasi, Penyusunan [RKASKPD Diverfasi
Pemeriiah Daerah perbendanaraan  |Belanja Urusan Wajb|pelayanan pubik dan Verfkasi RKA
yang sesuai dengan Pelayanan Dasar |cibagitota belana kD
\aidah perundangan il 100
Veringiainya taia |4, Persentase lporan |jumiah aporan To0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persemase Veriiasi RKA| 8Domen | 48Dowmen | 48Dokmen | 48Dowmen | 48Dokimen | 48Dokumen | Dokimen 18952820000 18952820000 18952820000 18952820000 18952820000
eloa aluntansi | keuangan tepat walu[keuangan PD yang Koordinasi, Penyusunan Perubahan RKA'SKPD | SKPD yang Diverifkasi
dan pelaporan dielesaikan tepat dan erfkasi
waku dibagiotal Perubanan RKA—
laporan keuangan skPD
P dicali 100
Verfias) | umiah Vang| 48Dokmen | 48Dokimen | 48Dokumen | 48Dokumen | 48Dokimen | 48 Dokumen | Dokumen 76538.796,00 w7070 5141927250 399023622 56,600.728,03 052023543
oordinasi, Penyusnan [DPA- SKPD Diverfasi
dan erfkasi DPA
PD
Veriiasi DPA| 8Domen | 48Domen | 48Dokmen | 48Dowmen | 48Dokimen | 48 Dokumen | Dokumen 557949500 55568.469.75 149689320 457173790 5780032079 7119034108
Koordinasi, Penyusunan Perubahan DPA— SKPD. |SKPD yang Diverifkasi
dan Verfkasi
Perubahan DPA —
Sub Kegitan Koordnas | Tersusunnya Peraturan | umiah Peraturan Tookumen Thokumen Tbokumen Tookumen Toomen Tokumen Dokumen 563.951800.00 1 1 114483532778 120207709385 1262 160.046.54
BD  |Daerah tentang APED
Peraturan Daerah |dan Perawran Kepala |dan Peraturan Kepala
Ddan  [Daerah tentang
PerauranKepala  |Pejabaran APED Penjabaran APBD
Daeran tenang
St Kegiatan Tersusunnya Perauran | Jumiah Peraturan Tokumen Tokumen Tookmen Tokumen TOomen Tokumen Dokumen 996.751800.00 I 10881 11538648028 121155804260 1272189473
Dacrah tentang
Penyusunan Peraturan [Perubahan APED dan | Perubahan APED dan
Dacrah tenany peraturan Kepala Daerah |Peraturan Kepaia
Perubahan APBD dan [tentang Penjabaran | Dacrah tentang
Peraturan Kepala  |Perubahan APBD Penjabaran Perubahan
Daerah en APED
Penjabaran Perubahan
Sub Kegiatan Tersusunnya Regulasi | Jumiah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen ZDoamen 2 Dolamen 2 Domen ZDokumen Dokumen 971121000 101546.802,00 106624 142,10 11105530921 1755311667 12343077250
kebi
Penyusunan Reguiasi | Anggaran Bidang Anggaran
serta Kebiakan Bidang
Koordasi Wesi | 1 Dokumen Tokumen Tookumen Tookumen Tookmen Tokumen Dokumen 50677.300] STILIEE0) 89672325 702455941 73753697,38 LI
Koordinasi Perencanaan Anggaran | Koordinasi Perencanaan
Perencanaan Anggaran |Pembiayaan [Anggaran Pembiayaan
Gan Perseniase Realasi | Jumiah Realsasi S | sew | % | 9% | % | 9% Persentase Koordnasi Wasi | 12000 Dokumen | 12000 Dokumen | 12000 Dokumen | 12000 Dokumen | 12000 Dokumen | 12000 Dokumen | Dokumen 7280000000 285490,000.00 30076200000 3580010000 1550105,00 816961025
Pengeloiaan Pelaksanaan dan Belanja sesual dengan | belanja sesuai dengan Koordinasi dan dan Pengelolaan Kas  [Koordinasi dan
aturan dan pe g Pengeloiaanias  [Daerah n
berlaku yang berlakudumiah Dacrah
Sub Kegatan Terketoanya Sisa Lebih _|Jumiah Laporan Flast Tiaporan Tiaporan Tiaporan Tiaporan Tiaporan Tiaporan Taporan 182860000, 242003000 010150 360308308 PPEGREFS T5.096624.09
pengelo Lebin |Perhi Lebin
Perhitingan Anggaran | Tahun Sebelumrya | Perhiungan Anggaran
Tahun Sebelumnya Tahun Sebelumnya
Wasi | 48Dokmen | 48Doumen | 48Dokumen | 48Dokmen | 48 Dokimen | 48Dowmen | Dokumen 12303305000 12018470250 13564393763 0242613451 a7 aIL. 23 15702481329
Penyiapan, Pelaksanaan [Pengendalan dan
Pelaksanaan pengendalan dan Penerbian Anggaran
Pengendaliandan  [Penerbitan Anggaran ks kas dan SPD
Penerbian Anggaran [dan SPD.
kas dan SPD
Wasi | 10Dokmen | 10Dokmen | 100okumen | 100okmen | 10Dokimen | 10Dowmen | Dokumen 2061005000 2164055250 272258015 2385670013 2505160459 2630422682
Pembiayaan pembiayaan Daerah |Pembiayaan Daerah
Dacrah
Koordinasi Fasi |2 Dokumen ZBokamen ZBokumen ZBokamen ZBokumen ZBokamen Dokumen 00090000 20098500 851099225 5093654186 53.483.368,9 5615753740
Koordinasi Fasiitasi  |Fasiltasi Asistensi,  |Koordinasi Fasiftasi
sistensi, Sinkconisasi, [Sinkorisasi, Supenvisi, | Asistens, Sinkronisasi,
Supervisi, Monioring Supervisi
dan Evaluasi Pengeloiaan Dana  |Evaluasi Pengelolean
Pengelolaan Dana |Permbangan dan Dana |Dana Perimbangan dan
Perimbangan dan Dana | Transfer Lainnya Dana Transfer Lainnya
Transfer Lainnya
Hasi | TDokimen Tokumen Tookumen Tookumen Tookumen Tookamen Dokumen TL608.700.00 610 BETISILTS FEGEzED 505756490 10441665
Koordinasi, Koordinasi, Pelaksanaan  [Koorcinasi, Pelaksanazn
Pelaksanaan
Kerjasama Pemantauan Transaksi |Pemantauan Transalci
Pemantauan Transalsi |Non Tunaidengan Non Tunai dengan
Non Tunai de Lembaga Keuangan Bank |Lembaga Keuangan
Lembaga Kevangan [dan Lembaga Kevangan |Bank dan Lembaga
Bark dan Lembaga [Bukan Bark Keuangan Bukan Bank
Keuangan Bukan Bank
Koordinasi [Jumiah Tiaporan Tiaporan Tiaporan Tiaporan Tlaporan Tiaporan Taporan 7423020000 774171000 183879550 8503073528 022727208 AT EB A
ran  |Realsasi Penerimaan
Laporan Realisasi an Kas
Penerimaan dan engeluaran Kas Dacrah |Daerah, Laporan Alran
f lran Kas dan | Kas dan Pelaksanaan
Daerah Laporan Aran | Pelaksanaan
Kas dan Pelaksanazn Penyetoran
PemungutanyPemotong [dan Per
an dan Penyetoran  |Perhiungan Finak Ketiga.|(PFK) can Laporan Hasi
perhiungan Fihak | (PFK) Koordinasi dalam rangka,
Wesi |7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Doumen 7 Dokumen Dokumen ZAILT0000 B TI228500 75750789925 27089779421 AL 296,664 616,12
Relonsilasi Data |Rekonsilasi Data Rekonsiiasi Data
Pengeluaran Kas Serta_|Pengeluaran Kas Serta | Pengeluaran Kas Serta
Pemotongan Alzs [Pemotongan Atzs SP2D|Pemolongan Aas SP2D
5P2D Dengan instansi |Dengan Instansi Terkait | Dengan instansi Terkait
Urusan Persentase kegatan Sumin kegatan Too% | 1o | Too% | 1wk | 100% | 100% | Persentase ; Feaice e Laporan e T3 Laporan T3 Laporan T3 Caporan 13 Laporan T3 Caporan T3 Caporan Taporan SI89T 70000 3.092585,00 T2 12207456 ToLeraTTE 0707708765
Kewenangan Pengelolaan | Pengelolaan Keuangan |Pengelolaan Keuangan [pengelolaan keuangan nvestasi Pemerintah | Investasi Pemeintah | Analss Investasi
Keuangan Daerah aerah Dacrah sesusidengan |caerah yang Daerah Daerah Pemeriniah Daerah
aturan yang beriaku erealisasitlumiah
kegiatan pengeloiaan
euangan daerah
calam target X 100%
i Analis | Jumiah Laporan Fasi E Tiaporan Tiaporan Tiaporan Taporan Tiaporan Taporan - AT 20 V8IS [T 1795249683675 03212167860
Analiss Perencanaan
Pelaksanaan Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaksanaan
Pokokdan Bunga |Pinjamanan Pemeriniah ~|Pokok dan Bunga
Pinjamanan Pemerintah [Darah Pirjamanan Pemerinah
Dacrah Dacrah
o Tersed ; ol Laporan Hast Tiaporan Tiaporan Tiaporan Tlaporan Tlaporan Tiaporan Taporan 1 1 1 TI57625000.0, 121550625000 1276281 55250]
nalsis
Penyaluran Banwan | Penyaluran Bantuan
Sub Kegatan Terkelolanya Dana |Jumiah Laporan Fasi Tlaporan Tiaporan Tlaporan Tlaporan Taporan Tlaporan Taporan 12325000000 TEE) BT FATYETYCA
Pengeloiaan Dana |Dasurat dan Mendesak | Pengelolaan Dana
Darurat dan Mendesak Darurat dan Mendesak
Sub Kegatan Terkeiolanya bana Bagi _|Jumiah Laporan Fasi Tiaporan Tiaporan Tiaporan Tiaporan Taporan Taporan Taporan 1260638 BLIBTA o FETEErECrE 5
Pengeloiaan Dana Bagi [Hasi Provinsi Pengelolaan Dana Bagi
asi Provinsi s Provinsi
Siiem vang Sumiah PD yang T00% | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase Wesi | 1Dokumen Tookumen Tookmen Tokumen Toomen TDokumen Doumen 22083273070 2197936724 Bz ) 266 505.115.00 197237075
dan Implementasi Sistem | nformasi Keuangan Dacrah istem Analisis
nformasi Pemerintah nformasi Keuangan daerah |Sistem Informasi Analisis Data Bidang |Data Bidang Kevangan | Analiss Data Bidang
Daerah Lingkup Keuangan Keuangan Daerah  [Daerah Kevangan Daerah
Daerah Teriegrasi akuntabel dan
(erintegrasi. Provinsi
Wesi |1 Dokumen Tookumen T0okumen Tookumen Toomen Tokumen Dokumen 36355555000 T018.0%3.32750] 1068934 99385 112236174357 117850063075 125742567226
Sistem '
nformasi Pemerintah
Keuangan [Dacrah Bidang
Sub Kegiatan Teriaksanannya Sumiah Orang yang 722 0rang 222 0rang 22 0rang 222 0rang 222 0rang 222 rang Grang 87843000 07235150 709076753 0195475581 10705249370
nformasi Pemerintah [ iformasi Pemerintah [Sistem Informasi
Keuangan | Pemerintah Dacrah
Keuangan Pemerinah ~|Pemerintah Provinsi  |Bidang Keuangan
il oo
Gan Vauniabit aporan |Jumiah Perda Laporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Perseniase Roordinast [ Jumiah ¢ T4 Laporan T4 Laporan TaLaporan T4 Laporan T4 Laporan TaLaporan Taporan ILT200000 329760000 3496248000 36.710.604.00) 3546.134.20 047344081
o Tepat pgan tepat Koordinasi Pelaksanaan [Pelaksanaan Aluntansi | Koordinasi Pelaksanaan
Pelaporan Keuangan Daerah | Laporan keuangan daerah —(Waldu Jumiah Perda Laporan Aantans Penerimaan
Keuangan dalam dan Pengeluaran KAS [Pengeluaran KAS Daerah [dan Pengeluaran KAS
{argetx 100% Dacrah Dacrah
Sub Kegiatan Tersedanya Laporan | Jumiah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Taporan 330.106.935.00 A6.612261.75| 363.942.695.64 36214000063 Wo1247 0266 2130039478
penyusunan Laporan  |Pelaksanaan APBD | Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulan dan  [Bulanan, Triwulan dan
Pelaksanaan APBD  |Semesteran Semesteran
Bulanan, Triwulan dan
semester
Tbokumen 3 Dokamen 3 Bokamen Tbokamen 3 Bomen bokamen Dokumen 200745 36000 078265800 WULEALT5040 FEOvETEY 8710889, 5146391423
oorcinasi dan Peraturan Daerah tenang [Peraturan Daerah
Penyusunan Pertanggungiawaban  eniang
Rancangan Peraturan ~|Pelaksanaan APBD | Pertanggungiawaban
PED
Peraturan i
Polaksanaan APED  [tentang Penjabaran | Peraturan Kepaia
provinsi dan Pertangoungiawaban [Daerah tentang
Rancangan Perauran ~|Pelaksanaan APED | Penjabaran
Kepala Daerah tentang  [Provinsi Pentanggungiawaban
Penjabaran elksanazn AP
Penanggungjawaban provinsi
Pelaksanaan APBD
Hasi |4 Dokumen TDokumen TBoamen Tbokumen T Domen TBokamen Dokumen 11712035000 2297636750 12612516588 T35 5ALAA5 17 4236051743 T5AT85.%0)
oorcinasi, oordinasi, Sinkconisasi,[Koordinasi, Sinkionisasi,
Sinkronisasi,dan ~ |dan Penyelesaian dan Penyelesaian
Penyelesaion Tuntutan |Tunutan Perbendaharaan | Tuntutan
perbendaharaan dan |dan Tuntutan Kerugian | Perbendaharaan dan
Tunttan Kerugian [Dacrah Tunutan Kerugian
acrah Dacrah
Sub Kegiatan Teraksananya Jumlah Orang yang % Orang 3 Grang 3 Orang % Orang 3 Grang % Orang Grang 1663750000 1956937500 2054764375 2157523594 2265399773 7378660762
embinaan A Pembinaan Akuntansi,
apor. Japor Aantans, Pelaporan
gan
Pemerinian Provinsi |Pemerinian Provinsi | Pertanggungiawaban
Sub Kegiatan Teraksananya umian BLUD Provinsi | 4 Lembaga Tlembaga Lembaga Tlembaga T Lembaga Alembaga Tembaga 9512320000 108 110116904.40 Ti5622604.12 121403886.33
o yang Dibina
Keuangan BLUD Keuangan BLUD Provinsi
Provinsi
Koiayang To0% | 10w | 100% | 0% | 100% | 100% | Perseniase Evaluast Evaiias [Jamia L Tiaporan Tiaporan Tiaporan Tiaporan Tiaporan Tiaporan Laporan 24150880000 3584 24 52, 7 y
Pengeloaan Keuangan an APBD tepat | menetapkan APBD Rancangen Peraturan ~|Rancangan Peraturan | Evaluasi Rancangan
Kotaserta |wakiu {epat wakiu/15 PED PED  [Peraturan Daerah
investasi pemeriniah daerah KabiKota X 100% Rancangan |tentang APED Kabikota
Rancangan Peraturan _|Peraturan Kepala Daerah [dan Rancangan
Kepala Dacrah tentang tentang Penjabaran APBD [Peraturan Kepaia
Penjabaran APBD | KabiKota Dacrah tentang
Kabikota Penjabaran APBD
Evaluasi Evaluasi[Jumiah L Tiaporan Tiaporan Tiaporan Tiaporan Taporan Tiaporan Taporan 2055420000 25258212000 76521122500 Z747L.787,30 252.395.376.67 307015.145.50|
Rancangan Perauran ~|Rancangan Peraturan | Evaluasi Rancangan
Peraturan Dacrah
Peubahan APBD  [Perubahan APED tentang Perubahan
ancangan |APBD Kabikota dan
Rancangan Peraturan [Peraturan Kepala Daerah |Rancangan Peraturan
Kepala Dacrah tentang q Penjab
Penjabaran Perubahan [Perubahan APED Penjabaran Perubahan
ADAN anon cannecrs N aroen
Sub Kegiaton Evaluasi | Telaksananya Evaluasi |Jumiah Laporan Tiaporan Tiaporan Tiaporan Tiaporan TLaporan Tiaporan Taporan 17919510000 188.154.855,00 197562507.75 20744072764 2781276402 287030222
Rancangan Peraturan ~|Rancangan Peraturan | Evaluasi Rancangan
Peraturan Dacrah
Pelaksanaan APBD  |Pelaksanaan APED
Rancangan PED
Peraturan
Kepala Daerah tentang  [tentang Penjabaran |Rancangan Peraturan
perjabaran
Pertanggungjawaban  |Pelaksanaan APBD | Penjabaran
Pelaksanaan APBD |KabiKota Pentanggungiawaban
= istonsi vang | 1zDokmen | 1ZDokmen | 12Dokmen | 12Dowmen | 1zDokimen | 12Dokumen | Dokumen 758775000 7096713750 7451540438 78241.269.09 21533255 %260999,18
Pengeloaan Kevangan |Pengeloaan Keuangan | endapatkan Layanan
psistensi
Sub Kegatan Teaksananya Sosiaisasi | Jumiah Laporan Fast Tlaporan Tiaporan TTaporan Ttaporan TLaporan Tiaporan Taporan 67.060690,00 7041353450 7393463123 763136275 151293093 TESTIAT
Sosialisasi Regulasi |Regulasi Bidang Sosiaisasi Regulasi
Bidang Kevangan
|pseran
Sub Kegiatan Const Jumiah Dokumen Hasil 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen Dokumen - - - - -
Koordinasi Pembinaan |dan Koordinasi Koordinasi Pembinaan
Evaluasi Rancangan |dan Evaluasi Rancangan |Evaluasi Rancangan
Peraturan Dacrah  |Peraturan Darah teniang |Peraturan Daerah
tang APBI |APED Kabupaten/Kota  [tentang APBD
dan Rancangan
Rancangan Peraturan ~[Kepala Daerah feniang |Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang |Perjabaran APED Kepala Daerah entang
Penjabaran APBD |Kabupaten/Koia Penjabaran APBD
Koordinasi Wasi | 1Dokimen Tokmen Tookamen Tokumen TOomen Tokumen Doamen - E B - E
Koordinasi Pembinaan |dan Evaluasi Rancangan |Koordinasi Pembinazn
eraturan ang
Evaluasi Rancangan  [Perubahan APED Evaluasi Rancangan
peraturan Dacrah |KabupatenKotadan [Peraturan Daerah
entang Perubahan  [Rancangan Perauran [ tentang Perubahan
APED Kabupaten/Kota |Kepala Daerahtentang | APBD Kabupaten/Kota
dan Ranc:
Peraturan Kepala | APBD KabupatenKota | Peraturan Kepala
Daerah tentang
penjaberan Perubahan Penjabaran Perubahan
APBD KabupatenKota |APBD Kabupaten/Kota




Sumiah Orang yang Grang Grang Grang Grang Grang Grang Grang E E E . .
pembinaan Sistem nformasi Nengiaui Pembinaan
e Dacrah Sistem
Informasi Pemerintahan | Bidang Keuangan Daerah | nformasi Pemerintahan
Dacrah Bidang Kabupaten/Kota Dacrah Bidang
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota KabupatenKota
FROGRAM Veringkainya taia | Persentase Sumiah S | % | 5% | % | 5% | % | Persemase ATI0692385.00 395567700740 5203.460857.77 636339006 9 o Pengeloaan _|Perseniase Dokumen Asel |Jumlah Peryusunan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persenase Farga | LDokumen Tokumen TOokumen Tookumen Tookumen Tookumen Dokumen 786.19737000 300507 236,50 31553260043 3130923045 347.674691.97 365.266.426.57
PENGELOLAAN | kelola aset daerah Barang Milk Dacrah Barang Milk Dacrah Dacrah yang tepatwaktu | Dokumen ase Daerah Penyusunan Standar  [narga yang dsusun
BARANG MLK Aset Tetap Aset g total Lepat waldu Jumiah
DAERAH Jumiah Ases ikl Dolumen Aset dalam
100 Lavget X 100%
Tersedanya Siand B Tookumen Tookumen T0okmen Thokumen Tooumen TDokumen Dokumen 150122000 217078100] 277932005 341828605 14.089.20036] 1479366037
Penyusunan Standar |Barang Mik Daerah dan | Milk Dacrah dan Standr
Barang Mik Daerah dan Standar Kebutuhan | Kebutuhan Barang Mik
Standar Kebutuhan  |Barang MikDaerah | Daerah
Barang Mik Daeran
Tomen Tokumen Tookmen Tokumen TOomen Tokumen Gokumen T1400890,00 TL971.03950) 1256959148 319807105 BET97460) 14508733
penyustnan Rencana _|Kebutuhan Barang Mik | Kebutuhan Barang Mik
Kebutuhan Barang Mk [Daerah Dacran
Dacrah
2 Bokumen 2 Bokumen ZDolamen ZDokumen 2 Dokumen ZDokumen Dokumen 089932000 12944 286,00 00150030 73607532 WT1337908 215900808
Milk_[Pengelolaan Barang Mik
Pengelolaan Barang [Dacrah Dacrah
ik Daerah
Sumiah Tlaporan Tlapoan TTaporan Tlaporan Tlaporan Tiaporan Taporan 2204630000 ZBE1500 2430600575 5230800 76707 415 4] 13728620
v BvD
ik Daerah
b Sumiah Laporan Flast 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 aporan 2 Laporan Taporan 34377310000 360.961.755.00| 379.000642.75 357.960.334.69 kST 75126021
Inventarisasi Barang | Inventarisasi Barang Mik [inventarisasi (LH)
ik Daerah Dacrah Barang Mik Daerah
b Sumiah Laporan Fasi TLaporan 3 Laporan 3 Laporan TLaporan 3 Laporan TLaporan Taporan 301970310000 317068825500 332922266775 3495 68380114 36704679911 3831075
Barang Barang
ik Daerah Daeran Mk Daerah
b Peniaian Peniian | Jumiah Laporan Fiasi Tlaporan Tlaporan Tiaporan Tiaporan Taporan Tlaporan Taporan 46354200 1536521820 16133479173 T69.401.531.32 T77.871.607,88 186.765.168.25
Barang Mik Daerah  |Bavang Mik Daerah | Peniaian Barang Mik
Daerah dan Hasil
b C ZLaporan ZLaporan Z Laporan ZLaporan 2 Laporan ZLaporan Taporan T17.148156,00 TZ3005563.80 12915584199 TI561363409 0230035579 14951403158
Pengeloiaan Barang |Pengelolaan Barang Mik_|Pengelolaan Barang Mik|
Hasi |2 Dokumen 7 Bokumen ZBokamen Zbokumen 7 Bokumen Zbokamen Dokumen 32542000000 165100000 3877555000 37671432750 305550.043.88 41532754607
Opimaisasi Optimalisasi Penggunaan, [Opimaisasi
Penggunaan, pemaniaatan, Penggunaan,
s
Sub Kegatan eraksananya Laporan |Jumiah Laporan Hasi ZLaporan ZLaporan Z Laporan ZLaporan Z Laporan ZLaporan Taporan FEASTLE0000 26772018000 8110618900 79516149845
rangka Penyusunan  |Rangka Penyusunan  |Rangka Penyusunan
Laporan Barang Mik L Ml |0
Daerah Deerah Decra
Sub Kegaian Tersusunnya Laporan [Jumiah Laporan Barang | 1 Laporan Taporan Tiaporan Tlaporan Taporan Tiaporan Taporan A7288,600,00 39653,030,00 5213568150 474246558 5747958885 0353566.30
Penyusunan Laporan [Barang Mik Daerah | Mik Dacrah yang
arang Milk Daerah Disusun
Sub Kegiatan Teraksananya Sumiah Orang yang 30 Grang 30 Grang 30Grang 30 Crang 30 Grang 30rang Grang 9251722000 57563.061,00 10244123505 107.563.296.80 Tizea146164 11858853472
Pembinaan Pengeloiaan [Pembinaan Pengelolaan |Mengiukuti Pembinaan
Barang Mik Daerah |Barang Mik Daerah | Pengelolaan Barang Mik|
Pemerinan Pemerinah Kabikota |Daerah Pemerinan
Kabupaten/Kota Kabikota
FROGRAM v To | T00% | 100% | 100% | T00% | 100% |Persemase T53710755644.49 | 161306.293426.72 | | 169465 08.00805 | 1770330650205 | 186834807926.10 | 196176008 32451 |Ked ) Persentase Dokumen | Jumlah Dokumen Tows | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | Persenase |SubKegitan Tersusunya Dokumen | Jumiah Dokumen S Dokumen 5 Dokumen S Dokumen S Dokumen S Dokumen S Dokumen Dokumen 6 2BE00 EEEEREY WATZE08E 2249645081 ey WBS2INT 2
PENUNIANG ualtas penurjang {Penunjang Urusan |administrasi ganggaran, dan dan evaluasi o Perangiat
URUSAN urusan Pemeritah Darah Evaluasi Kineria Peranglat | perangka daerah \ineria perangkat daerah | Dokumen evaluasi Dacrah
rovinsi Pemeritah Daerah Daeran tepat walu ineria perangat Daerah
DAERAH daerah provinsi yang t
Tereaiisasidumian wekauidumiai
e b RKA | 1Dokumen Tookumen Tbokumen Tookumen Toomen Tookumen Dokumen 796910000 536755500 5785532.75 92252293 9.686.490.86 1017061540
penunfang uvsan Koordinasi dan RKASKPD dan Laporan | SKPD dan Laporan Hasil
o Penyusunan Dokumen- |Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan
RKASKPD Penyusunan Dokumen [ Dokumen RKA SKPD
Tomen Tomen Tookmen Tokumen TOomen Tokumen Dokumen 77984000 921883200 967977360 1016376228 1067195039] 20584761
Koordinasi dan Perubahan RKASKPD |Perubahan RKASKPD
Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasi dan Laporan Hasil
Perubahan RKASKPD [Koordnasi Penyusunan — |Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan [Dokumen Perubahan
RKASKPD RKASKPD
b PA | 1 Dokumen Tokumen T0okumen Tookumen Tookumen Tookumen Dokumen 569040000 912292000 958116600 006022430 105632552 1100139729
inasi dan DPASKPD dan Laporan |SKPD dan Laporan Hasil
Penyusunan DPA- | Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan
kP> Penyusunan Dokumen [Dokumen DPA-SKPD
Tomen Tomen Tookmen Tokumen TOomen Tokumen Dokumen 491140000 515657000 41481850 43| 526832927
oordinasi dan Perubahan DPASKPD  [Perubahan DPASKPD
Penyusunan Perubahan [dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil
DPASKPD Koordinasi Penyusunan [Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan [Dokumen Perubahan
Sub Kegatan Tersedianya Laporan | Jumiah Laporan Capaian| 1 Laporan Taporan TCaporan Taporan Taporan Tiaporan Taporan 1042617000 10947.476.50] TLa0a 85243 206959505 Z67307480) Ta306.72654]
Penyusunan Laporan | isar Realisasi Kineria |Realisasi Kinerja SKPD
(Capaian Kinerja dan [SKPD dan laporan hasi _|dan apdoran hasil
Khiisar Realisasi
ineria SKPD aporan capaian kineria | laporan capaian kieria
dan hisar realsasi[dan khisar realisasi
ineria SKPD ineria skpd
Evaluasi Evalias] |Jumah Laporan & laporan Slaporan Taporan laporan Blaporan laporan Taporan 3444 100,00 HAT630500 WET2I0%5 WIET2625 0151258 12684088.20
Kinerja Perangkat |Kinerja Perangkat PD | Evaluasi Kinera PD
Dacrah
Pelaksanaan Teraksananya Sumiah Data Salsik E Taa Toaa Toaa Toam Toata Data
ata gumpuian Data
Statstik Sektora Daerah | Telah Dikumpulkan dan
Daerah Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah
K i Persentase Layanan Sumiah Layanan To% | 100 | 100% | 0% | 100% | 100% | Persenase an 200mng/ 14 | 2000rang/14 | 2000rangi14 | 2000rang 14 | 2000rang/ 14 | 2000rang/ 14 | Oranglbulan 136.466.525.660.49 T43280851052,07| | TSOASABAASH06L|  IS7O7I06L77614| | 1658T5OIAB6705| | 174.169.71061040)
Keuangan Peranglat Daerah | Admiristrasi Keuangan PD | Adminisrasi Keuangan Penyeciaan Gajidan | Tunjangan ASN yang Menerima Gai dan Bulan Bulan Buian Buian Bulan Bulan
Perangkat Daerahyang | tepat wakiuidumla Tunjangan ASN Tunjangan ASN
tepat waktu ayanan administrasi
euangan X 100%
T2Domen | 12Dokmen | ZDowmen | 1z0owmen | 12Domen | 1Zbomen | Doxumen 15.017.010.75000 15767861287 50) 1655625435188 17.384.067.069.47) 1825327042294 1916693394409
Pelaksanaan
Tersedanyal Sumiah 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 aporan 2 Laporan 2 Laporan Taporan 541267000 STIAB05.50 08637937
Koordinasi dan Keuangan Ahir Tahun [ Keuangan A Tahun
Penyusunan Laporan |SKPD dan Laporan Hasil |SKPD dan Laporan Hasil
evangan Air Tahun  |Koordinasi Penyusunan | Koordinasi Penyusunan
skPD Laporan Keuangan At _[Laporan Keuangan Ak
Tahun SKPD ahun SKPD
Bahan| 3 bokumen 3 Dokumen 3 Bokamen 3 Dokamen 3 Dokumen T Dokumen Dokumen 52480050,00 560405250 5868425513 7232846788 7504289125 e
Pengeloiaan dan Bahan Tanggapan Tanggapan
Tindak Tindak
Tanggapan Lanjut Pemerksaan |Lanju Pemeriksazn
Sub Kegiatan Tersedanya Laporan | Jumiah Laporan 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan 16 Laporan Taporan 1085954000 T1402517.00] Ti67264285 1257127499 1319983874 1385983068
Koordinasi dan Keuangan’ e
aporan
Keuangan eran SKPD dan Laporan_steran SKPD can
BulananTriwulan/Seme [Koordinasi Penyusunan — |Laporan Koordinasi
steran SKPD Lagor Penyusunan Laporan
Adi G Persentass penyusunan | Jumiah Dokumen Too% | 10w | 100% | 100% | 100% | 100% Persentasi Taporan Taporan Tiaporan Taporan Taporan Tiaporan Caporan 488497000 512021850 538567943 565496340 593771187 523459714
Barang Mik Daerah pada | Barang Mk Daerah Laporan Barang Mik barang milk daerah
Perangkat Dacrah Dacrah tepat wakiu epat waku/Jumiah por e |Penyusunan Laporan
penyusunan Dokumen Barang Mik Daerah |Bavang Mik Daerah pada |Barang Mik Daerah
barang milk daerah X pada SKPD pada SKPD
ah L Tiaporan Tiaporan TTaporan TCaporan TLaporan Tiaporan Taporan 374156000 392865900 T12500195 FECETES FETCE 77830057
Bareng Barang
ik Dacrah paca SKPD SKPD
skPD
Kegialan Ad Persentase pelayanan |Jumlah layanan To0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | Perseniase |SubKegiaian Teraksananya Sumiah Paket Pakaian Thaket Thaket Thaket TPaket Thaket TPakel Paket 230000000 2915.00000] 1356075000 1423876750 1495072688 560826322
Kepegawaion Perangkat |adminisirasikepegawaian |adminisirasi kepegawaian [admiistasi Dinas |Dinas Beserta Arbut
ah ) yang tepat waktu — DinasBeserta Auibut |Beserta Arbut Kelengkapan
waldulJumiah ayanan
b Pendidian o Z0Grang 0 Grang 200rang Z0Grang 700rang 20rang Grang E E - - E E
Pendidian dan dan Pelatihan Pegaviai |Berdasarkan Tugas dan
Pelaihan Pegawai  [Berdasarkan Tugas dan ~|Fungsiyang mengu
Berdasarkan Tugas dan [fungsi Pendidian dan
Sib Kegatan Teraksananya Sosialias! |Jamiah Orang ya 500 6rang 500 0rang 500 6rang 50 6rang 50 0rang 500 6rang Grang E - E B E E
Sosialisasi Peraturan |Peraturan Perundang- | mengikuti Sosialsasi
Perundang-Undangan |Undangan Peraturan Perundang-
K Perseniase polayanan | Jumiah layanan To0% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Perseniase |SubKegaian Tersedanya Peralaian | Jumiah Pakel Peralatan | 3 Paket 3Pael Palel L Pael 3Pakel Paket 16409827000 17230318350 18091834268 189.964.259.81 19946247280 209.435596.44
Perangkal Dacrah adminstasi umum PD van Penyediaan Peralatan |dan Perlengkapan Kantor |dan Perlengkapan
tepat waktu {epat wakiu/Jumiah dan Periengapan Kantor yang disediakan
ayanan adminisrasi Kantor
Sub Kegatan Tersedanya Peralatan |Jumiah Paket Peralian | 1 Paket Thaket TPalet TParet Traket Traiet Paket 1605313000 16.955.786.50| 090357583 208975452 94369235 70408769
Penyediaan Peraatan —|Rumah Tangga Rumah Tangga yang
e Tarcwss ricesiaten
Sub Kegiatan Tersedianya barang cetak | Jumiah Paket Barang ZParet ZPaket Zpaket ZParet Zpaket ZPaket Paket 234488000 129621240 1361023020 1425074171 15.005.27880) 75827
Penyediaan Barang [dan penggandaan Cetak dan Penggandaan
Cetakan dan yang disediakan
Penggandaan
Bahan | 2 Dokumen 2 Bokumen ZDokumen 2 Bokumen ZBokumen ZDokumen Dokumen - - E - - -
Penyediaan Bahan [Bacaan dan Peraturan | Bacaan Peraturan
caan dan Perundang-undangan |Perundang-undangan
Peraturan Perundang- vang Disediakan
Sub Kegi Tersedanya Jumiah P IParet 3Paret 3 paket SPaket 3 Paket E Paket 3267578500 62457425 36355.802.95 EFGECE 008227277 72086.386.40
Penyediaan o
BahanMaterial disediakan
Fasitast Fasitasi |Jumiah L T2 Caporan T2 Laporan T2Laporan 12 Caporan T2 iaporan T2 Laporan Laporan 5349780000 98172600 103.081.324.50 10823530073 11364716026 11032951827
KunonganTamu | Kunjungan Tamu Fasiltasi Kunjungan
Tamu
umiah T2 Caporan T2 Laporan T2Laporan 12 Caporan T2 iaporan T2 Laporan Taporan 54648425000 57380846250 3 a91 64255021.40 9746777247
Rapat Rapat
Koordinasi dan Koordinasi dan Konsulasi [Koorcinasi dan
o Perseniase Pengadaan | Jumiah pengadaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Pewseniase Sumiah U S0t S0t T St Sont St Uit 17205000 80655650 69668433 To9L72854 200131487 210568072
Barang Mik Daerah Barang Mik Daerah  |Barang Mik Daerah tepat [barang milk daerah Pengadaan Sarana dan [Prasarana Gedung Kanior |Prasana Gedung Kanor
Penunjang Urusan walau {epat waku/Jumiah Lainnya |atau Bangunan Lai
Pemerintah Darah pengadaan barang Kantor tau Bangunan vang Disediakan
Sub Kegiatan Tersedianya sarana dan | umiah Unit Sarana dan | 20 Unit 200 20 Unit £ 20 20U it - - E - - E
Pengadaan Sarana dan [Prasarana Pendukung | Prasana Penduiung
Prasaana Penduung |Gedung Kantor atau | Gedung Kantor atau
(Gedung Kantor atau |Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Disediaian
9 Persentase pelayanan J; Tows | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | Persenase Tersedanya 3 Sumiah 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Taporan 73457586000 77130465300 502881548.93 752562638
Jasa Penunjang Jasa Penunjang Unisan | Penunjang Urusan lasa penunjang urusan ciaan kantor [Penyediaan X
Urusan Pemeintahan | Pemerintah Pemeritah tepat wakcu | Pemerintah Pelayanan Umum Pelayanan Umum
Daerah waldudumiah Kantor (Honor PTHL, antor yang Disedlakan
penyedian asa PPTKDLL)
penunjang urusan
e
e Persentase To0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | Perseniase |Sub Torsedana U T80 TNt B0 U B0 it 211873000 BTG50 366.160.699.63 354,466 904,62 0369239206 2367701166
Barang Mik Daerah Barang Wik Daerah Barang Mik Daerah tepat | barang milk caerah PenyedaanJasa  |Pemelinaraan, Biaya  |Perorangan Dinas atau
Penunjang Urusan walau epat waiauOumiah . Biaya Pajak |Kendaraan Dinas
Pemeriniahan Daerah Pemeliharaan barang dan Perorangan
ik daerah X 100% Kendaraan Perorangan |Dinas atau Kendaraan |dan Dibayarkan
Dinas atau Kendaraan | Dinas Jabatan Pajakrya
Dinas Jabatan
b B B BT B B E it 7118632000 7A745.6%,00 7848291780 240706359 52741687 085378772
Prasarana Gedung
si Sarana dan Sarana can Prasarana  |Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung  |Gedung Kantor atau | Lainnya yang

Kantor atau Bangunan
Lainnya

Bangunan Lainnya

Dipelihara/Direhabiltasi
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